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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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akhir Tesis.
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Semoga penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu bagi para
pembaca yang budiman atau bidang-bidang lain sebagai bahan diskusi dan kajian.
Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa penulisan ini sangat jauh dari
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ABSTRAK

Perkembangan dunia telnologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dewasa ini
baik perkembangan teknologinya maupun sistem informasi dan komunikasi terutama berkembangnya
dunia internet telah membawa dampak terhadap mengaburnya batas-batas fisik wilayah baik kota,
propinsi maupun negara dalam bidang informasi. Perubahan-perubahan yang cepat menuntut kesiapan
Pemerintah Kota dalam pengelolaan kota dan infrastruktur kota khususnya penyediaan prasarana dan
sarana dasar perkotaan dalam menghadapi persaingan kota yang terjadi baik dalam skala regional
maupun global. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di suatu kota dan
keterbatasan dana pembangunan dari Pusat serta dalam rangka desentralisasi dan otonomi menuntut
pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan sangat efisien, akurat dan tepat guna. Untuk itu

" perlu ditingkatkan kemampuan pemerintah kota dalam pengelolaan pembangunan kota untuk dapat

mendorong masyarakat serta dunia usaha sebagai upaya pembangunan kota, kerjasama antar kota
baik dalam negeri maupun dengan kota di luar negeri. Untuk itu penguatan keterjangkauan {akses)
prasarana dan sarana tersebut diperlukan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan prasarana dan
sarana dasar perkotaan menjadi lebih baik, efektif dan efisien yang didukung oleh suatu sistem
penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Permasalahan yang sering timbul dengan
adanya pengelolaan basis data pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan adalah :
ketersebaran data, duplikasi data, keterlambatan dalam penyediaan data, tidak seragamnya data,
perbedaan dalam mendefinisikan data dan peran sistem informasi yang belum maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti jenis kebutuhan basis data dalam sistem
informasi pengambilan keputusan pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan dengan
sasaran melihat dukungan sistem informasi dalam pengambilan keputusan, mencari permasalahan
yang timbul dari model sistem informasi yang ada dan menyusun dasar-dasar kebutuhan basis data
yang dapat direkomendasikan kedalam penyusunan basis data dalam sistem informasi terpadu
pembangunan.

Basis data merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Basis
data merupakan representasi dari kenyataan fisik yang ada dan lojik dari sebuah sistem. Basis data dan
sistem informasi prasarana dan sarana dasar perkotaan yang telah dikembangkan dan dikelola oleh
Instansi dalam Pemerintah Kota masih dilakukan secara sendiri-sendiri dan belum terpadu, sehingga
muncul kendala terhadap adanya duplikasi data, tidak konsistensinya data, tidak akurat dan tidak
aktualnya data serta untuk mencari data yang dibutuhkan sangat sulit, menyita banyak waktu dan tidak
ekonomis. Dari kondisi tersebut muncul suatu keinginan yang didukung adanya hasil penelitian yang
telah dilakukan bahwa adanya basis data yang terpadu dalam sistem informasi dapat mengatasi
masalah dan kendala tersebut diatas.

Penclitian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor / (common) factor analysis dan
analisis kelompok (cluster analysis) yang melibatkan instansi/dinas baik di tingkat Kota, Propinsi
maupun Pusat serta Proyek-proyek yang ada di Tingkat Kota sebagai responden.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa memang diperlukan suatu pengembangan basis
data secara terpadu dalam pengelolaan pembangunan kota karena adanya data yang sama secara
intensif digunakan (27 data) oleh banyak instansi pada Pemerintah Kota (28 Instansi tingkat Kota) dan
sebagai informasi pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan (swasta/masyarakat dan lain-
lain). Dalam pengelolaan basis data masih terlihat adanya tingkat kepuasan yang masih rendah dalam
perolehan data (30 instansi) sehingga mendorong instansi untuk melakukan survey sendiri dikarenakan
data yang didapatkan dari instansi lain kurang akurat/kurang aktual (33,84 %). Dalam
mengembangkan model basis data perlu diperhatikan kemudahan, biaya, keluwesan, kepraktisan serta
dukungan interface yang ditujukan untuk end-user sehingga implementasi dari aplikasi basis data dapat
dioperasikan dengan mudah oleh end-user. Disamping pertimbangan tersebut perlu juga
dipertimbangkan kompatibilitas dan lokasi dari masing-masing instansi tidak berada pada satu lokasi
tetapi pada beberapa node untuk itu disarankan dengan memperhatikan model jaringan yang lebih
cepat dan efisien dengan beban Server pusat dapat dikurangi sehingga operasi lebih cepat, mudah dan
murah dalam pemeliharaan.




ABSTRACT

In the last decade, the world of information and communication sectors are growing Jast,
in its either technology or system. Furthermore, it is especially in the growing of internet; this does have
impact of declining physical territories of urban, province, and country in information sector. The fast
changing information has not only strive for the Urban Government to manage its urban area, but also
to provide the urban basic infrastructure in order to face the urban competitiveness, both in the
regional scale or international. In correspond with the fast growth of population in urban area, the
limitation of central government development funding, and in order to challenge the decentralization
and autonomy processes, it has push forward in an efficient, effective and accurate urban basic
infrastructure development. For this reason, the capacity of Urban Government in urban development
management has to be improved to encourage community and private sector involvement, as well as to
promote the cooperation among urban areas, both nationally and internationally. As urban basic
infrastructure development improvement and its affordability, jt has needed the improvement of
capacity in a better, effective, and efficient urban basic infrastructure management, which is supported
by a fast, accurate and correct data and information provision system. The problems that often appears
in the management of database at basic urban infrastructure development are distributing; duplicating;
the late of data supply, UN uniform, the different in definition of the data; and last but not the least the
role of the system information not yet maximum.

The research purposes to examine the type of database needs on information system in
order to break off developing basic urban infrastructure which is supported by system information; to
find out the problems that might be appeared at the existing system information model; and to arrange
the needs of database that could be recommended in arrangement integrated development of database
information system

Database is an important component in the information technology sector. It has a
representation of a physical reality and a logical of the system. The developed and managed database
and an information system of wrban basic infrastructure in the respected intitution of Urban
Government have still done in individual and incremental ways. Hence it raise constrains and problems
on duplication, inconsistent, inaccurate and pretended data, as well as it has difficult to find the data,
time consuming and it is not well economically sound.

Accordingly, it was urge to conduct research to analyze that there is an integrated
database on information system to deal with the mentioned constrains and problems. The research was
done by using the common factor analysis and cluster analysis, which it was involving the intitutions
on urban, province and central level, as well as the urban projects management.

The result of the research found that the integrated development of database is necessary,
particularly in urban management because of there is 27 the same data intensively used by 28 urban
governments institutions; and as the information services to the one who needs such as community or
private, etc. Within database management there are some unsuticified to gain the data ( 30
institutions), so it could encourage the institutions to self survey because of the data that got Jrom other
instituions was neither accurate nor actual (53,48%). The research was found out result that the
development of integrated database on urban development management is badly needed. It is because
of some data has used intensively by some Urban Government institutions, and some was used as a
service information to the public. The developed model of database has proposed it is easier, cheaper,
more flexible and more practical in implementation with the interface system will be made end user to
operate more easily. Since Urban Government Institutions are located in separate places, there is an
urgent need to develop a data communication model as an information system. This model is proposed
to utilize the Client-Server Networks Model, with consideration that the model is more faster and
efficient, since the server load can be reduced by transferring operational load and database to Client,
therefore its operation more fast, easier, and cheaper on maintenance.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia pada saat ini menghadapi era yang sangat penting yaitu komunikasi global
dimana batas-batas suatu kota, bahkan suatu negara tidak begitu jelas lagi. Persaingan yang
ada bukanlah persaingan Iokal tetapi sudah mengarah ke persaingan global. Dalam
pembangunan kota yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan warganya (Budiharjo,
1997:21-24) menuntut para pengelola pembangunan kota untuk dapat mengambil keputusan
yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan
sistern informasi dalam pembangunan kota yang mendukung proses pengambilan keputusan
dalam pembangunan.

Pola-pola pengelolaan kegiatan pembangunan kota dimasa yang akan datang
mengalami pergeseran tidak saja mencakup aspek perencanaan fisik, tetapi yang menjadi
semakin penting adalah manajemen kota yang terpadu, efisien dan efektif. Informasi dan
komunikasi bagi pembangunan (prasarana) perkotaan merupakan suatu aspek penting dalam
perencanaan dan pengelolaan kota yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang
memadai. Untuk memenuhi apa yang dibutuhkan bagi kegiatan-kegiatan itu, perlu diatur
suatu sistem yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan mulai dipikirkan suatu
sistem informasi yang komprehensif.

Prasarana dan sarana sangat erat hubungannya dengan penduduk dan sosial
ekonominya, karena pertambahan penduduk dan perubahan sosial ekonomi penduduk
menjadikan tuntutan kebutuhan akan prasarana semakin meningkat. Prasarana dan sarana
mempunyai karakteristik khusus dalam kaitannya dengan aktifitas manusia, sehingga perlu
dianalisa secara khusus dengan sistem informasi dalam penentuan lokasinya. Hubungan
antara kebutuhan prasarana dan sarana dengan perubahan masyarakat menurut Florida (1996;
155) dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah. Dalam mengantisipasi meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas prasarana dan sarana perkotaan yang




diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat perkotaan dan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi penuh Pemerintah Kota dimana terjadi keterbatasan dana
pembangunan, Pemerintah Kota harus dipacu untuk memberdayakan segala aspek yang ada
terutama investasi untuk pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan perkotaan dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengén perencanaan yang ada.

_ GAMBAR 1.1. ] - |
BUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN PRASARANA DENGAN
PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Pertambahan penduduk | Pertambahan pendudu Perubahan sosial Perubahan sosial
secara alamiah Migrasi Budaya Ekonomi
| { [ |
¥ ¥
Perkembangan penduduk Perkembangan kegiatan
suatu wilayah masyarakat

Perubahan sosial,
ekonomi dan fisik, wilaya

Peningkatan kebutuhan
masyarakat

v

Kebutuhan Prasarana

Sumber ; Florida, 1998; 155

Program-program pembangunan perkotaan paling tidak meliputi 4 kelompok besar
yaitu pertanahan, infrastruktur, keuangan dan lingkungan. Menurut Clarke (Budihardjo, 1996;
40), keempatnya saling berkaitan dan tidak bisa lepas dari jaringan lokal, regional, nasional
dan global, seperti terlihat dalam Gambar 1.2. dibawah. Konsep jaringan tersebut memberikan
pemahaman bahwa dalam pembangunan perkotaan perlu adanya kerjasama dalam bentuk
saling tukar menukar data (data sharing) baik antar instansi di tingkat kota maupun untuk
instansi atasan dan pusat, sehingga prinsip koordinasi baik fungsional, prosedural, maupun
substansial diantara seluruh unit-unit yang ada dalam jaringan dapat berjalan dengan baik
dengan sasaran akhir bahwa pembangunan perkotaan dapat terlaksana dengan baik.

Kebutuhan informasi (Harsono, 1996; 20) yang akurat dan cepat dalam pembangunan




perkotaan telah menjadi sisi kehidupan manusia yang melanda semua sektor tanpa kecuali dan
merupakan peluang yang terbuka untuk dimanfaatkan.

GAMBAR 1.2.
KETERKAITAN PROGRAM MANAJEMEN PERKOTAAN DENGAN JARINGAN
(NETWORK) DAN APLIKASI(PENERAPAN)

Analisis Kebijakan dan Penelitian Regional dan Nasional

| Lahan |
Infrastruktur | Peningkatan
- Kemampuan|
Penyebaran| |—- Regional— Nasional Global
Lingkungan
Jaringan (Network)
Program Manajemen Perkolaaln
* Analisis Kebijakan dan Penelitian Global Penelitian dan Pengembangan Regiong|

Sumber : Clarke dalam Budihardjo, 1996; 40

Sekarang informasi bahkan telah menjadi komoditi ekonomi yang diperebutkan
orang dan mendorong manusia untuk lebih mandiri namun tetap diperlukan untuk
bekerjasama dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini difokuskan kepada dukungan basis data dalam sistem informasi
terpadu pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan di Kota Bekasi dan tidak untuk
menyusun suatu program aplikasi dari sistem informasi berserta struktur yang ada,
dikarenakan dalam pembangunan telah melibatkan unsur-unsur yang sangat kompleks baik
secara vertikal (Pemerintah Pusat, Pemerintah Tingkat I) maupun secara horisontal (Dinas-
dinas terkait) dalam pembangunan, dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan data
pembangunan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pembangunan, penyediaan
data pembangunan dan tanggung jawab masing-masing pengelola dalam sistem informasi,
hubungan yang terkait antara pusat dan daerah, dan perkembangan sistem informasi

pembangunan.




1.2. Perumusan Masalah

Meningkatnya secara kuantitas dan kualitas kebutuhan prasarana dan sarana dasar di
perkotaan, baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan kompleksnya perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring/evaluasi pembangunan sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi terpadu yang

- mendukung pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar di

perkotaan.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan perkotaan diantaranya :

. a. Menyebarnya data pembangunan pada instansi dikarenakan kepentingan dan kebutuhan

dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan terjadinya duplikasi pemasukan dan
kebutuhan data pembangunan.

b. Keterlambatan dalam penyediaan data karena ketersebaran data sehingga dalam proses
pengambilan keputusan sering didasarkan pada data-data yang sudah tidak akurat.

c. Data pembangunan yang tidak seragam, perbedaan dalam pendefinisian data pembangunan
dan kontradiksi data antar instansi sehingga proses pengambilan keputusan pelaksanaan
pembangunan terhambat.

d. Peran Sistem informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan pelaksanaan
pembangunan khususnya pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan
yang sudah ada masih belum maksimal.

Kelemahan manajer di negara berkembang di dalam penggunaan ilmu manajemen
untuk pengambilan keputusan ialah tidak tersedianya data/informasi yang menunjukkan
pembatasan/kendala tersebut (Supranto, 1998; 29). Didalam membuat keputusan, seorang
manajer tidak saja didasarkan pada pemecahan yang diperoleh dari model ilmu manajemen,
tetapi juga atas pertimbangan lain seperti intuisi, pertimbangan politik atau mungkin tekanan
(presure) dari pihak lain. Dalam mengatasi fenomena ini ada baiknya bagi para pembuat
kebijakan terutama dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan agar
memikirkan langkah mundur mengapa sampai timbul permasalahan tersebut, dari sini dapat

di ambil suatu kebijakan yang mungkin dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut.




1.3. Originalitas Penelitian

Permasalahan-permasalahan tersebut, sepanjang pengetahuan penulis masih befum
pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam pemecahan masalah yang ada. Penelitian-
penelitian yang dilakukan sebelumnya baik dalam lingkungan Pemerintah maupun dalam
lingkungan Akademisi masih bersifat sektoral yang berarti bahwa penelitian masih lebih

menitik beratkan pada suatu sektor kegiatan pembangunan seperti air bersih, bangunan,

- penyehatan lingkungan -permukiman (persampahan, drainase dan_air limbah) dan lain-lain.

Disamping itu Kegiatan sistern informasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah masih dalam
lingkup tahapan proses pémbangunan seperti monitoring dan ‘evaluasi, penyusunan
perencanaan, penganggaran dan merupakan kegiatan studi penyusunan basis data bukan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan Penyusunan Basis Data yang telah
dilakukan tersebut adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Cipta Karya (SIM-DJCK)
pada tahun 1992, Sistem Informasi Daftar Usulan Proyek (DUP) oleh BAPPENAS, Sistem
Informasi LK-DJA (Ditjen Anggaran), Sistem informasi Tata Bangunan dan Sistem Informasi
PLP (Ditjen Cipta Karya) yang dilaksanakan pada tahun 1996 dan 1997.

Kegiatan yang telah dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian
karena dalam penyusunannya bukan merupakan upaya pemecahan terhadap masalah yang
terjadi dan tidak didasarkan atas penentuan sampel yang dipilih untuk menentukan basis data
sistem informast.

Penelitian yang telah dilakukan oleh lingkungan akademisi dan mirip dengan
penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada tahun 1992 oleh Joesron Alie Syahbana
pada Institut Teknologi Bandung dengan judul Studi Pengembangan Pangkalan Data
Bangunan di Daerah Perkotaan; suatu analisis tentang kebutuhan data dan model konseptual
dengan studi kasus Kotamadya Surakarta. Meskipun mirip dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis, tetapi masih dalam tahap yang berbeda dikarenakan obyek row data dan sampel
yang diambil berbeda disamping lokasi dan waktu yang berbeda pula. Keunggulan dari
penelitian terdahulu adalah bahwa analisis yang dipergunakan masih sangat relevan untuk

digunakan hingga sekarang, sedang kekurangannya adalah bahwa pengetahuan dan teknologi
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informasi saat ini berkembang sangat cepat sehingga perlu diteliti lebih lanjut| baik itu

teknologi hardware, software maupun kemampuan sumber daya manusianya. Perbedaan-

perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

a. Bidang wilayah dan obyek kajian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya berbeda
yaitu kota sedang (Kotamadya Surakarta) khusus bangunan sedang penelitian yang
dilakukan oleh penulis kota besar (Kota Bekasi) dengan obyek kajian prasarana dan sarana
dasar di perkotaan sehingga jelas row dan variabel data yang diambil berbeda.

b. Sampel yang dipilih pada penelitian sebelumnya adalah meliputi semua unsur yang

menggunakan data bang'unan (pemerintah, semi pemerintah, swasta dan masyarakat)
sedangkan pada penelitian ini dikhususkan kepada Pemerintah (baik tingkat Pusat, Propinsi
maupun Kota) sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pembangunan perkotaan dengan memperhatikan visi, misi instansi dalam sistem informasi,
teknologi serta kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan data.
Dunia sistem informasi yang berkembang sangat pesat pada akhir-akhir ini dengan
meningkatnya kemampuan teknologi informasi baik yang bersifat perangkat keras maupun
 perangkat lunak yang lebih baik dan bersifat user friendly dalam pengelolaan basis data akan
berpengaruh terhadap penyusunan basis data dalam sistem informasi. Didasarkan atas
kebutuhan basis datardalam sistem informasi terpadu pembangunan prasarana dan sarana
dasar di perkotaan dan dengan hasil analisis yang didasarkan atas kajian teori yang|diperoleh
penulis serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya diharapkan hasil Penelitian
dari penulis dapat lebih bermanfaat dan mendukung penelitian-penelitian scbelumr‘lya dalam

proses pengambilan keputusan pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kebutuhan basis data dalam sistem

- informasi yang terpadu sebagai dukungan pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan




prasarana dan sarana dasar perkotaan baik hubungan instansi secara vertikal dengan

pemerintah atasan maupun secara horisontal antar instansi terkait di Kota Bekasi.

Untuk itu keluaran yang ingin disajikan dalam kegiatan penulisan dan penelitian ini
adalah :

1. Identifikasi pola kebijakan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dan kebutuhan
basis data dalam sistem informasi yang mendukung proses tersebut pada obyek penelitian
dalam kegiatan pembangunan perkotaan. - ‘ -‘

2. Identifikasi kondisi sistem informasi serta 'perkembangz;m sistem informasi pada obyek
penelitian dikaitkan dengan teori perkembangan sistem informasi.

3. Identifikasi basis data yang dipergunakan oleh semua perangkat pelaksana pembangunan
baik di daerah dan instansi atasan, keterkaitan data dan data yang intensif dipergunakan
untuk dikembangkan dalam penyusunan “model konseptual basis data” yang dapat berbagi
pakai bersama.

4. Identifikasi pengelompokan data yang efektif dan komunikasi antar data yang dilakukan

secara kuantitatif dan kualitatif.

1.4.2.Sasaran Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah untuk melihat dukungan sistem informasi dalam
pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan yang dalam perencanaan, pelaksanaan
dan monitoring / evaluasi pembangunannya dilakukan di daerah yang bersangkutan. Untuk itu
sasaran dari penelitian ini adalah :

1. Melihat dukungan sistem informasi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana
dasar permukiman di perkotaan, serta kesiapan Badan-badan terkait di daerah dalam
pengelolaan data / informasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfatan sistem informasi
dalam pengambilan keputusan.

2. Mencari permasalahan yang timbul dari model sistem informasi dan kebutuhan basis data
pembangunan perkotaan yang sudah ada untuk dianalisis sesuai dengan kajian teori yang

ada,




3. Dasar-dasar penyusunan kebutuhan basis data pembangunan perkotaan yang dapat

direkomendasikan kedalam suatu sistem informasi terpadu yang mungkin dapat
dipergunakan dalam mendukung kegiatan pembangunan dengan melibatkan partisipasi

aktif pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1.Lingkup Kajian

Ruang lingkup dalam penelitian, diperlukan dalam mencapai tujuan serta sasaran

yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam maksud dan tujuan penelitian. Untuk itu

lingkup kegiatan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.

Melakukan kajian terhadap produk dan peraturan yang ada dan pola dalam penyusunan
pengambilan keputusan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengaruh sistem informasi dalam
mendukung proses pembangunan, kebutuhan basis data dalam sistem informasi yang
mendukung pengambilan kebijakan dalam kegiatan pembangunan prasarana dan sarana

dasar.

Melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data pengelolaan dan pemanfaatan dari
sistem informasi yang ada beserta struktur manajemen basis data pembangunan pada
masing-masing badan/instansi terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam

pembangunan di tingkat Kota.

. Tdentifikasi basis data, keterkaitan data dan data yang intensif serta dapat dipergunakan

untuk dikembangkan dalam penyusunan model konseptual basis data yang dapat berbagi
pakai bersama, Identifikasi pengelompokan data yang efektif dan komunikasi antar data

yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

. Melakukan kajian teori terhadap pola-pola dan struktur pengelolaan sistem informasi yang

dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Prasarana dan

Sarana Dasar di Perkotaan.




5. Melakukan analisis terhadap hasil survey dan kajian terhadap struktur sistem informasi
dengan didasarkan atas kajian teori yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah
dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan.

6. Penyusunan kebutuhan basis data terpadu yang mendukung sistem informasi dalam
pengambilan keputusan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan dengan
menyusun rekomendasi dan usulan terhadap hasil-hasil yang dapat dilakukan dalam upaya
meningkatkan proses pelaksanaan pembangunan prasarana dén sarana perumahan dan

permukiman di perkotaan.

: GAMBAR 1.3.
LINGKUP KAJIAN PENELITIAN

r SISTEM INFORMASI KOTA

< =

SISTEM INFORMAS! MANAJEMEN PERKOTAAN

= =

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI PADA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

T I it e e

: : KEBUTUHAN BASIS DATA DALAM SISTEM INFORMASI ’

Lingkup Kajian penelitian
1.5.2.Lingkup Wilayah
Dalam penelitian, lingkup wilayah yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah kota

Bekasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kota Bekasi berpenduduk lebih dari 1.500.000 jiwa. Dengan jumiah penduduk yang besar
maka Kota Bekasi termasuk kota dengan ukuran besar dan diharapkan dapat mewakili kota
yang berukuran sedang dan kota yang berukuran metropolitan.

2. Kota (Kodamadya) Bekasi merupakan kota yang masih bersifat relatif baru karena
merupakan pecahan dari wilayah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terbangun diatas 90%

dari luas wilayah administrasinya.
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3. Untuk saat ini Kota Bekasi memiliki lebih dari 20 lokasi perumahan yang dibangun oleh
para pengembang baik perumnas maupun swasta. Hal ini membawa dampak terhadap
kebutuhan penyediaan fasilitas yang lain seperti jalan, pasar/pertokoan, telepon, air bersih

dan lain-lain.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara
lain : - |
1. Pedoman penyusunan kebutuhan basis data dalam sistem informasi sebagai dukungan
pengambilan keputusan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan secara
tepat, cepat dan akurat di kota-kota lain di Indonesia.
2. Pelaksanaan dalam penyusunan dan pendefinisian basis data yang terpadu antar instansi
dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan sehingga dapat
terjadi keseragaman dan konsistensi basis data dari masing-masing instansi khususnya di

Kota Bekasi dan umumnya di kota-kota lain di Indonesia.

1.7. Kerangka Pemikiran
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyusun langkah-langkah dan tahapan

dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan penyusunan tesis.




GAMBAR 1.4.
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Pengetahuan Awal Penelitian

Perumusan Masalah

Adanya Persaingan Kota-kota Global

Komunikasi Eksternal antar Instansi dalam Pembangunan
Prasarana dan Sarana Permukiman (PPDP)

Sistem informasi antar Instansi dalam Pelaksanaan
Pembangunan

o Keterseharan Data berpotensi duplikasi data
o Keterlambatan dalam penyediaan dan pengelolaan data
o Dat tidak seragam, beda pendefinisian dan kontradiksi

o Peran sistem informasi belum maksimal

antar data pada instansi di tingkat Kota

o Kebutuhan Masyarakat akan informasi pembangunan

11

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

1.8. Sistematika Penulisan

o Sebagai dukungan terhzdap informasi untuk menarik investasi
dik kan subsidi pembi pemb: yang semakin
kecil
h 4
Kajian Awal Tujuan dan Sasaran Studi Pustaka
@ Kegiatan Penyus, Basis Data okch ° -Tuj;;:lirm kecenderungan dan hambatan yang terjadi @ Pengertian dan Peranan Sistem
Pemerintzh {Behum bersifat Penelitian dalam pecrban, e progetin Informasi )
tetapi studi) o rkouan gunan prasarana o Petkembangan Sistem Informasi
$IM-DICK, SIM PLP, SIM-DUP, P B data dalam sstem o iustem Tnformasi dalam Pengarnbitan
LK-DJA, SIM-PLP dil N Y P eputusan
0 Akadenﬁ’s :1TE, 1992 informasi prasarans dan sarana perkataan o Kebutuhan Sisterm Informasi
- o Sasaran o . o Kebutuhan Basis Data dalam DEMS
- Dukungan sistem informasi dalam P‘;]"b'“g“‘““ o Model Perancangan Basis Data
- ;{:::e‘::?mmd u“‘““'“" i daerah dalam o Model Sistem Informasi
Al { Prasarana dan S
- Permasalahan dalam sistem informasi yang ada Dﬂa;an::m a can varara
dan pengelolaan data pembangunan
- Alternatif kebutuhan basis data dalam sistem
informasi yang mendukung pengambilan
keputusan pembangunan prasaruna dan sarana
dasar perkotaan
Pemecahan Masalah <
Sekunder ; Hasil-hasil n P Primer ; Wawancara &
Pengambilan Keputusan | > Metode Pengumpulan Data 4 Daftar Pertanyaan
h
Analisis Faktor P Metode Pengolahan Data
r
Pengelompokan dan » Penentuan - Pengelompokkan dan
Kebutuhan Pemnakai - Kebutuhan Informasi Hubungan Data
Analisis Rohm Matrix
Penentuan Kebutuhan Data J
dalam Informasi
h 4 h A 4
Tujuan Penyusunan . .
Y BasisDyaL:a Jenis Data Lingkungan Data
| |
Penentuan Kelompok Penentuan Kelompok
data Efektif Instansi Efektif
L
h 2
. Rekomendasi Model Konseptual dan
Kesimpulan Hubungan Entitas Basis Data

Dalam penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika untuk mendapatkan

proses pemikiran yang dapat memberikan hasil penyelesaian sistematis. Untuk itu
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sistematika penulisan dari Tesis ini disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, yang menerangkan secara ringkas latar belakang penyusunan pra
thesis, perumusan masalah, tujuan dan sasaran dari penelitian, ruang lingkup penelitian,

kerangka pemikiran penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Telaahan Pustaka Sistem Informasi Pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar Perkotaan, Pada_ bab ini membahas mengenai kajian_'dan telaahan mengenai
pustaka yang dipﬂih untuk menyusun analisis penyeiesaiari dari hasil penelitian,
penggolongan materi literatur 'yang berkaitan baik itu bex;kaitan secara langsung maupun

yang mendukung proses penyusunan alternatif penyelesaian.

Bab III Pendekatan dan Metoda Penelitian Sistem Informasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan, yang berisi tentang pendekatan penelitian,
alasan pemilihan metoda penelitian, metoda penelitian yang menyangkut kebutuhan data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik sampling dan teknik analysis.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Kajian Kota Bekasi, yang berisi tentang uraian dan
rangkuman dari seluruh hasil kegiatan penelitian di lapangan mengenai proses dan

prosedur pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan untuk di analisis

Bab V Analisis Sistem Informasi Pembangunan Kota Bekasi, yang berisi tentang uraian
analisis dari hasil pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat dihasilkan kesimpulan
dalam pengelompokkan jenis dari basis data yang efektif dan konsisten serta penggunaan
basis data yang intensif, perumusan tujuan penyusunan basis data, hubungan dan proses

normalisasi basis data oleh para pemakai akhir (end-user).

Bab VI Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan
penjabaran dari temuan-temuan yang ada, serta saran baik bagi pengembangan basis data
terpadu prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan model data, maupun

kebutuhan studi dan perancangan lanjutan untuk implementasi basis data.




BABII
TELAAHAN PUSTAKA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN

2.1. Pengertian dan Peranan Sistem Informasi

2.1.1.Pengertian Sistem Informasi

Dalam pengolahan basis data menjadi informasi, masih belum ada kesepakatan yang
pasti terhadap istilah sistem informasi. Ada istilah “Siste;n Informasi Manajemen™, “Sistem
Informasi/Keputusan” dan “Sistem Informasi” (Davis, 1999, II; 2) yang dipergunakan
" sehubungan dengan sistem pengolahan informasi berdasarkan komputer yang dirancang untuk
mendukung fungsi operasi, manajemen dan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi
pada umumnya digambarkan sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan
pengolahan data dalam suatu organisasi sebagai penunjangan tugas-tugas baik rutin maupun
evaluasi terhadap prestasi organisasi dan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai
tujtian organisasi.

Sistem informasi menurut Davis (1999, II; 3) adalah sebuah sistem yang terpadu
manusia/mesin, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan
pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Menurut Kumorotomo & Margono (1998;
7) merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk pelaksanaan pengolahan data yang akan
dimanfaatkan oleh suatu organisasi yang menyangkut penunjangan pada tugas-tugas rutin,
evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi

tersebut.

2.1.2.Peranan Sistem Informasi

SIM diharapkan akan menunjang tugas-tugas para pegawai di suatu organisasi, para
manajer, atau pengguﬁajasa organisasi beserta semua unsur-unsur pokok yang terdapat dalam
lingkungan otoritas organisasi. Di sini terdapat tiga sistem yang terkait, yaitu : (1) sistem
sosial yang disebut organisasi, (2) sistem manajemen atau tatalaksana untuk meningkatkan

tata kerja, produktivitas, efektivitas dan efisiensi organisasi serta satuan-satuan yang terdapat

13
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didalamnya, dan (3) sistem informasi manajemen pengolahan data beserta semua kegiatan
penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, yang saling berintcraksi untuk dapat
menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen.

Manajemen membutuhkan informasi sebagai dukungan terhadap pengambilan
keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi baik itu manajemen pada tingkat puncak

maupun pada tingkat menengah dan bawah. Sumber informasi untuk pengambilan keputusan

manajemen tersebut dapat diperoleh melalui informasi dari data internal maupun data

eksternal seperti yang digambarkan oleh Scott dalam Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1.
SUMBER INFORMASI PADA ORGANISASI YANG BESAR

Inteligence Information
Syskm T

1nformasi Ekstemal
35-45%

nformasi cisterma!

10-15%
30-
40%

. Mnanjemen
Lnrumsa;l:w“s“‘““ Bawah
§5-75%
Non EDP

25-45%
Infoemasi yang disediakan oleh Komputer

Sumber : Jogiyanto, 1999; 19

Fungsi sistem informasi (manajemen) menurut Davis (1999, IL; 2-3) digambarkan
sebagai sebuah bangunan piramida, (Gambar 2.2.) dimana lapisan dasar berfungsi sebagai
pengolahan transaksi, penjelasan status dan sebagainya; lapisan berikutnya merupakan
sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari; lapisan ketiga

berfungsi membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan dalam pengendalian




manajemen; sedang lapisan puncak merupakan sumber daya informasi untuk mendukung

perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat puncak manajemen.

GAMBAR 2.2.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

5IM
unttuk
perencanaan
strategis dan
kebljakan serta
pengambian keputusan

Informasi manajemen
untuk perencanaan taktis
dan pengambilan keputusan

Informasi manajemen untuk perencanaan
operasional, pengambilan keputusan dan
pengendalian

Pengolahan transaksi
Permberian informasi (tanggapan
atas pertanyaan)

Sumber : Davis, 1999, Il; 2

Tujuan dari Sistem Informasi menurut Scot (1986; 97-101) adalah menyajikan
informasi untuk pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pemrakarsaan,
pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan
sinergi organisasi pada proses. Sistem informasi terfokus pada alat bantu untuk mempercepat
para manajer memperoleh informasi dengan cara mengintegrasikan data dan membuat faporan
dari data tersebut baik secara periodik maupun insidental kepada para manajer. Manajer-
manajer masa kini dituntut untuk mampu bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan
informasi yang relevan dengan organisasi. Dengan membanjirnya informasi yang datang dari
berbagai pihak dan semakin mudahnya memperoleh informasi secara cepat berkat dukungan

teknologi yang telah tersedia, kemampuan untuk menyaring informasi akan merupakan

masalah tersendiri bagi para manajer.

2.2, Perkembangan Sistem Informasi
Perkembangan teknologi dalam pembangunan perkotaan tidak terlepas melalui
tahapan-tahapan seperti yang digambarkan oleh Nurwono (1996 ; 7) perkembangan

pembangunan perekonomian kota diawali dengan perekonomian agraris, kemudian
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berkembang menjadi perekonomian industri yang ditandai oleh berdirinya sektor industri di

berbagai kegiatan ekonomi seperti transportasi, pabrik-pabrik dan lain sebagainya.

GAMBAR 2.3.
PERBANDINGAN ERA INFORMASI DENGAN DIMENSI TEMPAT
DAN WAKTU
> T tani industri info >
& & - - . >
. § SQ ) tani industri | N
Qe . N tani industri 4
) tani industri info _ 4
" PERTANIAN | PERINDUSTRIAN | INFORMASI :
“ “DIMENSI
"WAKTU
Sekarang

Sumber : Nurwono, 1896; 7

Tahap selanjutnya adalah teknologi informasi dimana kegiatan perekonomian
didominasi oleh kegiatan informasi. Orang telah mengalami perubahan dalam pola berfikir
yaitu berfikir secara terbuka dan menyeluruh (comprehensive). Perubahan ini ditandai dengan
gejala-gejala pertumbuhan, penemuan dan pemakaian komputer yang semakin kecil dan
semakin canggih dan alat komunikasi yang semakin modern, cepat dan akurat. Basis data
bukan saja telah menjadi semakin komprehensif, tetapi juga bisa digunakan lebih cepat dan
lebih canggih. Namun potensi yang ada pada teknologi itu hampir tidak pernah disadari.

Dunia masa depan adalah dunia informasi menurut Davis (1999, I; V). Maju
tidaknya suatu bangsa atau negara ditentukan oleh penguasaan bangsa atau negara atas
informasi yang kian kompleks dan canggih. Dengan kata lain, bangsa atau negara Indonesia
pun hanya akan berkembang maju kalau mampu menguasai informasi. Berkat kemajuan
teknologi komunikasi dan informasi, pesan-pesan dapat dikirim dan diterima pada waktu yang
bersamaan meskipun jarak antara pengirim dan penerimanya demikian jauh. Arus informasi
dalam kehidupan manusia modern tidak mungkin lagi dibatasi.

Perkembangan yang mencolok selama dasawarsa menjelang dimulainya abad-21

ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek
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kehidupan manusia (Kumorotomo & Margono, 1998; 1). Media informasi yang kini banyak
tersedia dalam berbagai bentuk memberikan pilihan bagi masyarakat untuk dapat memilih
informasi yang dibutuhkan. Hal ini berkat dukungan dari kemajuan teknologi informasi yang
dapat memberikan informasi dalam waktu yang sangat singkat bahkan dalam hitungan detik,
informasi yang dibutuhkan tersebut tersedia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang
baru maka pemerintah daerah khususnya dalam mengelola pembangunan perkotaan ditujukan
untuk mempercepat proses kebijakan antara masing-masing inétansi yang terkait dalam
pengambilan keputusan maupun dalam koordinasi baik QAta, kebijakan maupun informasi
sehingga dalam pengelolaan pembangunan perkotaan dapat rrienunjang efektivitas,
produktivitas dan efisiensi mereka.

Pesatnya kemajuan di bidang elektronika juga mendorong perubahan konfigurasi
komputer sendiri di dalam perkantoran modern. Penerapan teknologi informasi di dalam
organisasi-organisasi bisnis melalui konsep tele-working dan tele-conferencing sudah menjadi
kenyataan di beberapa negara maju dimana dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dan
berhubungan dengan koleganya dilakukan di rumah sementara komunikasi dengan kantor
tetap terjaga berkat hubungan komputer melalui media telekomunikasi. Maka pekerjaan-
pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan secara nyaman, efisien tetapi tetap produktif
karena para eksekutif itu tidak lagi dibebani kewajiban untuk menghadiri setiap pertemuan
atau rapat sedangkan komunikasi antar pegawai tetap terjaga. Dengan teknologi ISDN
(Integrated Service Digital Network) teknologi komunikasi benar-benar mampu membuat
penyajian informasi begitu sempurna, orang dapat saling mengkomunikasikan aneka ragam
informasi mulai dari suara (telepon), data/teks, sampai gambar diam seperti yang terkirim
melalui faksimil atau gambar bergerak seperti yang terkirim melalui televisi atau televideo.

Data maupun informasi yang dapat disimpan di dalam media elektronik ternyata jauh
lebih besar jika dibandingkan pemakaian media keras seperti kertas atau bentuk-bentuk
manual lainnya. Perkembangan teknologi penyimpanan data sekarang meningkat tajam
dengan harga yang relatif murah dan kapasitas menyimpan data yang jauh lebih besar. Satu

hal yang jelas adalah bahwa teknologi semacam ini di masa depan masih akan terus
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berkembang. Pendek kata, di abad informasi ini segala macam bentuk informasi akan dapat
diperoleh hanya dengan menekan tombol. Inilah dunia yang diimpikan oleh Bill Gates,
Kepala Direktur Eksekutif Microsoft Corp. (Kumorotomo & Margono, 1998; 6), dengan
ungkapan “Information at your finger tips” (Informasi di ujung jari anda).

Akan tetapi disamping kemudahan-kemudahan yang dijanjikan dengan berbagai
macam teknologi informasi tersebut, ada satu kenyataan bahwa informasi kini telah menjadi
komoditas yang mahal. Informasi di abad ini telah dipandang sebagai sumber daya yang
sangat potensial sehingga penyediaan informasi harus disertai dengan biaya yang cukup besar
dan kalau seseorang atau suatu organisasi tidak dapat menyaring informasi yang paling
diperlukannya, pengadaan informasi itu sendiri jelas akan menguras sumberdaya dan dana.
Persoalan pokok yang menyangkut informasi bagi organisasi adalah bagaimana
memanfaatkan informasi-informasi yang bentuknya berancka ragam tersebut untuk
kepentingan organisasi, bagaimana memanajemeni informasi agar bermanfaat bagi organisasi.

Di tingkat internasional, kemampuan dalam mengolah informasi, mengadopsi dan
memanfaatkan teknologi informasi di sebuah negara juga akan menentukan keunggulan
ekonomi dan politiknya. Tidak mengherankan bahwa banyak negara yang mulai melakukan
investasi besar-besaran pada teknologi satelit komunikasi, jaringan komunikasi serat optik,
serta sistem transmisi informasi yang canggih lainnya guna mempercepat komunikasi dan

arus informasi.

2.3. Sistem Informasi Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan
2.3.1. Tingkatan dalam Pengambilan Keputusan

Mengambil suatu keputusan bagi seorang pimpinan berarti memilih salah satu
alternatif terbaik diantara sekian banyak alternatif yang mungkin untuk penyelesaian suatu
masalah/permasalahan. Setiap keputusan yang diambil akan mempunyai dampak/pengaruh
yang ditimbulkan dan tergantung kepada tingkat si pengambil keputusan. Semakin tinggi
kedudukan pengambil keputusan akan semakin besar dampak atau pengaruh yang

ditimbulkan. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan menurut
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Supranto (1998; 3) ialah kegiatan pengumpulan informasi di mana suatu apresiasi mengenai
situasi keputusan dapat dibuat.

Pembuatan keputusan berkenaan dengan ruang lingkup situasi yang luas sekali
melibatkan peserta pengambil keputusan baik secara perorangan (individual) atau kelompok
individu (@ group of individuals) yang mewakili organisasi tingkat lokal, regional, nasional
dan bahkan internasional dimana keputusan yang dibuat mempunyai dampak yang luas sekali.
(Supranto, 1998; 7) ) ~ "

Komponen-komponen pengambil keﬁutusan dalam suétu organisasi terdiri dari
beberapa tingkatan yang berbeda sesuai dengan hirarki fungsi manajemen. Menurut Davis
(1999, II; 37) pengambilan keputusan dikaitkan dengan fungsi dan tugas dart manajemen

yang ada dibagi menjadi 4 tingkatan seperti diperlihatkan pada Gambar 2.4. dibawah.

GAMBAR 2.4.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEBAGAI SUATU PIRAMIDA

&

g‘m =%

& 5%
%3

Pengendalian
manajemen

. k-]
& F ~ %
s68 3%
Fie ) 3%
& &8 - : D,
¥ gg E g Pengendalian operasional %‘?‘
£ / s

[*]
i
o
g
Pengolahan transaksi \

Sumber : Davis, 1999, 11; 37

Pada umumnya suatu keputusan diambil dalam rangka untuk memecahkan suatu
masalah atau penyelesaian (problem solving), sehingga setiap keputusan yang dibuat pasti
dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Keputusan dapat dibuat secara berulang
dengan mengikuti peraturan maupun pola tertentu yang telah dikukuhkan seperti petunjuk

pelaksanaan dan lain-lain. Situasi keputusan yang demikian dapat diprogramkan ke dalam
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bentuk otomatisasi seperti yang digambarkan oleh Gambar 2.5. dibawah. Inti dari
pengambilan keputusan ialah terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai
dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu
evaluasi (penilaian) mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki
pengambil keputusan, Didalam hal di mana data tidak lengkap atau merupakan perkiraan atau
ramalan saja (just an estimate or a forecast), elemen ketidakpastian (uncertainty) kemudian
muncul di dalam proses pembuatan keputusan. Elemen ketidakpastian ini akan menimbulkan

resiko bagi pembuatan keputusan. (Supranto, 1998; 4).

GAMBAR 2.5.
OTOMATISASI DARI SISTEM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN YANG DIPROGRAMKAN

Output

Sasaran
Standard Preslasi

Kendala Waktu dan
Biaya
AJokasi Optimal
dsb..dsb...
» » »
s » »
s -
.'" ".'
e 7 ¥
Input Pengolah Output
Inforrnasi mengenai Petaturan Keputusan
Faktor-faktor Komputer Keputusan Alau Input ke Subsistem
| Ekstermn dan . _
7| tntem sl ) — -
% s @
u"f
."'.'
Umpan Balik

Sumber ; Murdick et.al., 1997; 214

2.3.2.Pentingnya Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan

Analisis kebijakan pembangunan perkotaan adalah bagian dari kegiatan perencanaan
yang berupaya mencari penyelesaian yang tepat bagi persoalan-persoalan yang timbul dalam

pelaksanaan pembangunan melalui evaluasi yang ketat terhadap pilihan-pilihan kebijaksanaan
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alternatif, Untuk itu perlu didukung data yang akurat, terstiuktur dan komprehensif kedalam
informasi yang mudah dibaca dan mudah dimengerti serta dapat mendorong suatu pilihan
alternatif kebijakan yang tepat. Dalam era informasi dan globalisasi sekarang ini sangat
dibutuhkan suatu pengambilan kebijakan yang cepat, tepat dan akurat. Informasi adalah
sekumnpulan data atau fakta-fakta yang telah diolah lebih lanjut. Dengan itu dukungan sistem

informasi yang baik dapat mendorong mempercepat proses analisis sehingga pada akhirnya

pilihan-pilihan kebijaksanaan dapat ditentukan sedini mungkin.

2.3.3. Tingkatan Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan .

Informasi merupakan katalisator bagi manajemen, serta unsur yang memperkaitkan
fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengoperasian dan pengendalian atau
kontrol. Para manajer mengandalkan satu sarana khusus, yaitu informasi untuk pengambilan
keputusan baik berupa data uraian teks atau angka-angka, baik lisan maupun tertulis.

Ada enam karakteristik dari jenis informasi yang paling tepat dalam penggunaan alat
komputer (Murdick et.al., 1997; 194) yaitu kecepatan, kwantitas, repetitif, kompleksitas, input
yang pasti, dan output yang akurat. Sebagai dukungan terhadap pengambilan keputusan bagi
para manajer dalam organisasi Davis (1999, II; 2) mengklasifikasikan Sistem Informasi
menjadi 4 (empat) tingkatan yang masing-masing tingkatan menyediakan data untuk
pengambilan keputusan pada tingkatan-tingkatan manajemen yang ada.

GAMBAR 2.6.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SIM
untuk
parencanaan
strategis dan
kabijakan serta
pengambilan keputusan

Informasi manajemen
untuk perencanaan taktis
dan pangambilan keputusan

Informasi manajemen untuk
perencanaan operasienal,
pengambilan keputusan
dan pangendalian

Pangolahan transaksi
Pemberian informasl {langgapan
atas partanyaan)

Sumber : Davis, 19989, II; 2
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2.3.4. Kebutuhan Informasi

Informasi yang baik adalah informasi yang terbatas dan cukup untuk mendukung
pemecahan masalah yang ada, bukan menginformasikan semua data pembangunan sehingga
informasi yang berlimpah akan membuat pengambil kebijakan menjadi kebingungan dan
mempersulit proses manajemen pelaksanaan pembangunan, karena pada dasarnya orang
membutuhkan informasi secukupnya untuk menambah pengetahuan dalam memecahkan
suatu masalah.

Informasi pembangunan prasarana dan sarana dasar di Perkotaan yang baik adalah
informasi yang didukung oleh ketersediaan data pembangunan yang cukup efisien dan efektif.
Hal ini akan membawa dampak terhadap efisiensi pekerjaan yang mencakup waktu, biaya,
kualitas dan lain sebagainya. Uraian dari efisiensi yang didapat adalah diantaranya sebagai
berikut :

a. Data pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan yang saling berhubungan dan
dipergunakan antar instansi yang terkait maka akan terjadi efisiensi dalam pengeluaran
biaya.

b. Tidak terjadi pemborosan dalam ruang/kapasitas penyimpanan data pembangunan karena
tidak terjadi perhitungan/penyimpanan ganda data pembangunan.

¢. Dapat mengurangi waktu pengolahan karena waktu pengambilan dan pencarian data
pembangunan dapat diefisiensikan sehingga dapat mempercepat proses pengambilan
keputusan.

d. Data terstruktur dan jelas sehingga kualitas sistem informasi dapat lebih ditingkatkan untuk
dipergunakan dalam mempercepat proses pembangunan.

Pada masa penyusunan data pembangunén dengan menggunakan cara-cara manual
dimana data yang ada tidak terintegrasi, maka terjadi suatu komunikasi yang sangat sulit
antara bank data pembangunan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan adanya otomasi
sistem komunikasi data pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan dapat dibangun

dalam sistem yang menyeluruh dan terpadu. Hal ini dapat digambarkan pada Gambar 2.8.
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GAMBAR 2.7.
PRINSIP DATA SHARING SISTEM DATA RETRIEVAL SEKARANG (MANUAL)

Instansi
Sektor

Inss;irsglr Instansi
Sektor
Instansi i
Instansi
Sektor Sektor
instansi Instansi
Sektor Sektor
Instansi
Sektor

{Sumber : Sidarta, 1996:89)

Setiap Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu gabungan dari sub sistem-sub
sistem informasi fungsional yang masing-masing memiliki data yang sifatnya unit yang hanya
dipergunakan oleh sub sistemnya dan tidak diperlukan oleh sub sistem yang lain. Sistem
mengendalikan semua basis data yang ada, tetapi juga dapat dipergunakan untuk menyimpan,

mencari kembali data-data yang bersifat unik.

GAMBAR 2.8,
PRINSIP DATA SHARING DAN DATA HUB
SISTEM DATA RETRIEVAL YANG AKAN DATANG (OTOMASI)

Data Sektor

Data Hub
Center

Instansi
Sektor

(Sumber : Sidarta, 1996,89)
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2.4. Kebutuhan Basis Data Prasarana dan Sarana dalam Dukungan Manajemen Sistem

Informasi di Perkotaan

2.4.1.Pengertian Basis Data

Data merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar,
bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu, dan semacamnya. Apabila
data diolah sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data itu berubah fungsi
menjadi informasi. Dengan demikian yang dipakai orang .di dalam rhe_:mbuat keputuan adalah
informasi bukan data.

Untuk dapat memperoleh informasi, pemakai data harus mengetahui jenis keterangan
yang diperlukan dan bagaimana sistem penyimpanan datanya. Sesuai dengan yang diuraikan
oleh Murdick et.al. (1997), secara singkat dapat dirumuskan bahwa data adalah fakta yang
tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud
untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, informasi terdiri
dari data yang telah diambil kembali, diolah atau digunakan untuk memberi dukungan
keterangan bagi pengambilan kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan
atau pengambilan keputusan.

Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas
keputusan-keputusan manajer. Burch & Grudnitski (1989:6) menyebutkan adanya tiga pilar
utama yang menentukan kualitas informasi : akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi.
Syarat-syarat tentang informasi yang baik yang lebih lengkap diuraikan pula oleh Parker
(1989:151) yaitu : ketersediaan (availability), mudah dipahami (comprehensibility), relevan,
bermanfaat, tepat waktu, keandalan (reliability), akurat, konsisten

Pengolah data atau penyedia informasi harus mempertimbangkan segi-segi waktu
penyajian, isi, format maupun segi-segi lain dari informasi tersebut. Di dalam organisasi-
organisasi modern, kualitas informasi yang dipergunakan dalam manajemen itulah yang akan

menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi yang bersangkutan.




2.4.2.Perancangan Basis Data Pembangunan Perkotaan

Perancangan basis data pembangunan perkotaan ditujukan untuk dapat
dikomunikasikan kepada user bukan untuk pemrogram. Komponen basis data yang dirancang
didasarkan atas kebutuhan masa sekarang dan perkiraan di masa yang akan datang sehingga
didapatkan suatu rancangan basis data yang terpadu. Basis data merupakan salah satu

komponen yang penting dari sistem informasi karena berfungsi sebagai basis penyedia

informasi bagi para pemakainya. Perancangan basis data merupakan tahap pengintegrasian .

kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu déngan ‘yang lainnya dan
membuatnya selalu tersedia untuk bebefapa aplikasi yang terjadi dalam suatu organisasi.
Dalam pengolahan basis data sebagai komponen dasar sistem informasi pembangunan
perkotaan menurut Jogiyanto (1999, 211) memiliki metode-metode (1)Metode  pengolahan
data terpusat (centralized data processing method); (2) Metode pengolahan data tersebar
(distributed data processing method); (3) Metode pengolahan kumpulan (batch processing
method); (4) Metode pengolahan langsung (online processing method)

Penentuan metode pengolahan basis data yang mempengaruhi model perancangan dianalisis
melalui tahapan-tahapan proses perencanaan sistem informasi yang dapat digambarkan
sebagai berikut sehingga dapat disajikan suatu sistem informasi yang dapat membantu
pemecahan masalah yang pembangunan :

GAMBAR 2.5.
ALTERNATIVE MIS PLANNING METHODOLOGIES

aclivity planning [P requirements [/  allocation Planning

analysis

Organizational
Generic Strategic ____ N information A Resource —;;——_!} Praoject

Strategy set Business systems Chargeout Pert
Alternatif transformation planning (BSP) Retumn on investment (ROI) Gantt
methodologie: Critical success Zero-based budgeting {ZBB) Milestone
factors (CSF)
Business Information
analysis and
integration technique
BIAT)
Endsimeans
analysis (E-M)

Sumber : Dickson & Wetherbe, 1985; 140
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2.4.3.Kebutuhan Basis data dalam Sistem Informasi

Dalam menyusun kebutuhan basis data prasarana dan sarana sebagai penyusunan
sistem informasi prasarana dan sarana perkotaan perlu disusun indikator-indikator untuk
menentukan jenis-jenis informasi yang dapat mendukung kebutuhaﬁ baik itu instansi yang
memerlukan keberadaan data maupun swasta dan masyarakat sebagai pengguna. Proses
pengambilan keputusan dalam pembangunan prasarana dan sarana sangat ditentukan
ketersediaan data dan pengolahan informasi yang tepat sehingga.hasil dari implementasi
pengambilaﬁ keputusan yang ada dapat sesuai dengan yang dihar_apkan {Gambar 2.10.).

Proses pengambilén fceputusan mencakup selurﬁh fungsi manajemen dalam
organisasi pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan, mulai dari tahap
perencanaan (Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Penyusunan Rencana Jangka Menengah,
Penyusunan Rencana Tahunan, Penyusunan Rencana Angaran Biaya Pelaksanaan), tahap

pelaksanaan proyek, monitoring dan evaluasi (Gambar 2.11.).

GAMBAR 2.10.
KEDUDUKAN BASISDATA DALAM ORGANISASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Application

Software
for: Govemnment / Non-govemment agencies
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programs
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control Model base

Operation
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management
system

Commeon
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o o | :

Command I Database J

data files

Sumber Davis, 1999, il; 36
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Dalam proses penyediaan data, tidak saja ditentukan oleh kemampuan sumber daya
manusia, tetapi juga ketersediaan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak
(software) sebagai sarana untuk pengolahan data menjadi informasi yang tepat. Sehingga
dapat diketahui hal-hal baik internal maupun eksternal pengaruh penyediaan kebutuhan data
dalam sistem informasi sebagai dukungan pengambilan keputusan pembangunan prasarana

dan sarana dasar di perkotaan (Gambar 2.12.).

GAMBAR 2.11.
HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN KEBUTUHAN DATA

. . . Kebutuhan
Pengambilan 3 Informast L Pengolahan data_> Data

Keputusan yang tepat (Informasi Antara)| Pembangunan

Dalam konsep manajemen sistem informasi sebagai dukungan pengambilan keputusan
pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan memiliki variabel internal
maupun eksternal yang mencakup (Murdick et.al., 1997; 57-30) secara garis besar sebagai
berikut :

a. Internal

1. Proses manajemen di tingkat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan
prasarana dan sarana di perkotaan

2. Kemampuan sumber daya dalam pengelolaan dan penyediaan basis data pelaksanaan
pembangunan prasarana dan sarana di perkotaan

b. Eksternal

1. Koordinasi informasi antar instansi dan alir informasi yang jelas sesuai dengan struktur
dan tanggung jawab masing-masing instansi yang ada. Hal ini untuk melihat bentuk-
bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan data baik penyediaan maupun
pemasukan data pembangunan prasarana dan sarana oleh instansi yang bersangkutan.

2. Kemampuan teknologi dan sistem komunikasi dari basis data yang ada di masing-

masing instansi.
3. Pemilihan perangkat lunak dalam pengelolaan basis data pembangunan dan keterpaduan

dalam mengelola dan mengakses basis data pembangunan.
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4. Kehandalan sistem informasi dalam menunjang pengambilan keputusan dan sistem

pengolahan basis data.

GAMBAR 2.12.
DIAGRAM THREE REPRESENTATIONS OF DATA

Working Systems

An overall model A portion of the The submodel is A physical

is built of the data overall model is mapped into logical representation of the
in business areas exiracted for the software structures schema is designed
independently of design of a specific  such as CODASYL

hardware or software system sets, DL/

databases, or
relational tuples

Sumber : Martin, 1990, II; 253

2.4.4.Model Basis data dalam Sistem Informasi

Dalam basis data, setiap jenis data tidak disimpan secara sendiri-sendiri (individual),
tetapi juga digolong-golongkan dan dihubungkan dengan jenis data yang lain. Bagan alir
sistem (system flowcharf) merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan
physical system (Jogiyanto, 1999; 211). Simbol-simbol bagan alir sistem ini menunjukkan
secara tepat arti fisiknya, seperti simbol terminal, harddisk, laporan-laporan.

Logical model dari sistem informasi lebih menjeléskan kepada user bagaimana
nantinya fungsi-fungsi di sistem informasi secara logika akan bekerja. Logical model dapat
digambar dengan menggunakan diagram arus data (data flow diagram). Sketsa dari physical
system dapat' menunjukkan kepada user bagaimana nantinya sistem secara fisik akan
diterapkan. Pengolahan data dari sistem informasi membutuhkan metode-metode dan

prosedur-prosedur yang merupakan bagian dari model sistem informasi yang akan
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mendefinisikan urut-urutan kegiatan untuk menghasilkan output dari input yang ada

(Jogiyanto, 1999; 211).

Bentuk basis data dalam Database Management System (DBMS) terdapat tiga

bentuk dasar basis data yaitu (Nurwono, 1996 ; 207-212) :

a.

Hierarchical Database

Hierarchical Database biasa digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa
hierarchi/tree. Dasar dari Hierarchical Database berusaha untﬁk menggambarkan realita
dalam sebuah organisasi ke bentuk-bentuk cIata komputer.

: i GAMBAR 2.13.
TRANSFORMASI STRUKTUR ORGANISASI
KE HIERARCHICAL DATABASE

r Direktur J 1 Ayah |
I I
I I I
Manajer Anak
| I
taff
Anak | Ayah
T 1

Sumber : Nurwono, 1986; 207

. Network Database

Network Database dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topology Mesh, sehingga
membutuhkan bentuk Network Database. Network Database sering memiliki struktur file
yang sama, meski tidak harus, sehingga file yang satu dapat mengetahui/mendapatkan

informasi file yang lain dengan benar.
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GAMBAR 2.14.
NETWORK DATABASE

di><:m’ﬁr
Node [ Node

(wa]
Data |

Sumber : Nurwono, 1996, 209

¢. Relational Database
Relational Database adalah bentuk basis data yang paling fleksibel dan paling terbuka.
Oleh karena itu biasanya relational database digunakan pada lokal saja. Sangat sulit untuk
mengatur/mengontrol bila digunakan untuk jarak jauh. Sama dengan komunikasi data yang
boleh berhubungan satu sama lainnya baik jauh atau dekat sehingga bentuk relational
database dapat digabungkan dengan menggunakan network baik lokal (jaringan lokal)
maupun interlokal.

GAMBAR 2.15.
RELATIONAL DATABASE

MASTER_DATA
EMPLOYEE#' NAME | SEX ] TITLE | DEPT# | LEVEL] SALARY |

[ DEPT# | DEPARTEMENT | MANAGER | BUDGET
RELATIONAL_DATA (1)

[LEVEL | DESCRIPTION [ AUTHORITY |
RELATIONAL_DATA (2)

Sumber : Nurwono, 1996; 212
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GAMBAR 2.16.
CONTOH BASIS DATA RELASIONAL
REGION
REGION-ID | LOCATION | REGION-STATUS | SALES-YTD
00l NEW YORK 1 198,725
004 CHICAGO 7 92,615
006 LA 3 156,230
EMPLOYEE
SSN NAME | SALARY | JOBCODE| LOCATION
33748-2713{ SMITH | 42000 07 CHICAGO
345-25-3340| JOHNSON | 39000 15 LA
391.62-1167| STRATTON| 27000 0s ta | -

REGION.LOCATION = EMPLOYEE.LOCATION
The result is a combined record as follows :

REGION- | REGION-| SALES-

§SN NAME SALARY | JOBCODE| LOCATION D sTaTUS | YTD
3374842713 SMITH 42000 a7 CHICAGO 001 1 198,725
345-25-3340| JOHNSON 39000 15 LA o4 7 92,615
391-62-1167 STRATTON| 27000 05 LA 06 3 156,230

Sumber : Martin, 1990, II; 343

2.5. Model Perancangan Basis Data Sistem Informasi Terpadu Pembangunan

Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan

2.5.1.Manajemen Basis Data

Manajemen atas dasar informasi memiliki arti bahwa organisasi mengumpulkan data
guna meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Keputusan yang baik
didapat dari informasi yang baik pula. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan suatu
kemampuan khusus termasuk penggunaan “Database Management Systems” (DBMS) untuk
mengambil dan memproses data, melaksanakan prosedur integritas dan prosedur keamanan
guna menjaga kualitas data, serta untuk sebagian orang, mendesain dan membangun aplikasi
bank data dan struktur data yang tepat. Menurut Nurwono (1996 ; 201) Database
Management System (Manajemen Bank Data) adalah suatu cara dalam bentuk sistem yang
berguna dalam menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dapat mempercepat
penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat

pengambilan data. Oleh karena itu dalam manajemen informasi, DBMS dapat dijadikan alat
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penunjang yang handal. Selanjutnya masih menurut Nurwono (1996 ; 201) bahwa DBMS
memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut :
o Meningkatkan prosentase kesiapan data (data availability).
» Mempercepat penyimpanan dan pengambilan data.
e Mempercepat dan mempermudah pemrosesan data.
s Mengurangi penyimpanan data yang rangkap.
« Data dapat dipakai oleh lebih banyak orang (sharability), baik untuk digunakan sekarang
maupun digunakan di masa mendatang (evolvability) '
e Mengatur integrasi, sehingga data dapat diambil dengan benar.
¢ Mempermudah pemrograman, karena DBMS menjadi lebih fleksibel.
o Keteraturan data membuat bank data lebih aman.
Data adalah suatu himpunan simbol atau stimulan pengalaman yang tidak
mempunyai arti atau nilai apapun secara tersendiri. Informasi adalah data yang telah diproses
menurut sekumpulan aturan dan sekarang mempunyai arti dan nilai. Basis data adalah suatu

koleksi terpadu dari data yang disusun secara logis dan dikendalikan secara sentral.

2.5.2. Hubungan Entitas Data Pembangunan

Pengembangan suatu basis data yang memenuhi kebutuhan informasi masa sekarang
dan yang akan datang, membutuhkan rancangan suatu model konseptual yang merupakan
suatu analisis data yang dapat menggambarkan entitas dan relasinya yang berdasar kebutuhan
pemakai dan pemrosesan data.

Sistem basis data (database system) adalah suatu sistem informasi yang
mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan
membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi.

Dalam mengembangkan model konspetual, berbagai konsep pendekatan dapat
digunakan.ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu : Model Relasional, Model Jaringan,
Model Hierarchy, tetapi tidak semuanya praktis dan dapat dipakai secara efektif serta selalu

tersedia. Dalam perancangan basis data, dapat digunakan salah satu atau kombinasi dari dua
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atau tiga model tersebut. Perbedaan utama ketiga model tersebut adalah dalam cara
menggambarkan hubungan antara entitas. Dari sejumlah kemungkinan banyaknya hubungan
yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga
sebaliknya. Hubungan entitas (Fathansyah, 1999; 67-69) dapat terjadi seperti digambarkan

dalam gambar dibawah ini.

¢ Hubungan satu ke Satu (One to One) [ B |
o Hubungan satu ke Banyak (One to Many) { B |
¢ Hubungan banyak ke Satu (Many to One) [A b | B |

Hubungan banyak ke Banyak (Many to Maﬂy) AP { B

Kardinalitas Relasi Satu ke Banyak dan Banyak ke Satu dapat dianggap sama, karena tinjavan
Kardinalitas Relasi selalu dilihat dari dua sisi (dari himpunan Entitas A ke himpunan entitas B
dan dari himpunan entitas B ke himpunan entitas A). Jadi kalau penggambaran pada contoh
Kardinalitas Relasi Banyak ke Satu, dimana himpunan entitas A ditempatkan di sebelah kanan
dan himpunan entitas B ditempatkan di sebelah kiri (dan hal ini boleh-boleh saja dilakukan),

maka Kardinalitas Relasinya menjadi satu ke Banyak.

2.5.3. Normalisasi Basis Data
Suatu file basis data yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang
perlu diorganisasikan kembali. Proses mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup
elemen yang berulang-ulang ini oleh Martin (1990, 1I; 221) disebut normalisasi
(Normalization).
Langkah-langkah prosedur normalisasi terdiri dari :
1. Memindahkan seluruh struktur data yang ada ke dalam tabel dua dimensi.
2. Memberikan data kunci dan menghubungkan seluruh data yang ada pada data kunci
tersebut. (format normal pertama, seluruh baris dari tabel tergantung pada data kunci)
3 Memisahkan butir data dari hubungan normal yang pertama sehingga pada format yang
kedua dihubungkan dengan sebagian dari kunci.
4. Memisahkan butir data dari hubungan normal yang kedua, sehingga hanya tergantung pada

kunci yang mempunyai kebebasan dalam basis data.
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Upaya ini dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi tentang butir data dapat
dipisahkan dari relasi yang melibatkannya. Setiap model data, satu atau lebih elemen data di
kelompokkan ke dalam entitas dan relasinya. Dalam pengelompokkan elemen data, tiga tipe
umum masalah dapat terjadi dan setiap penghilangan masalah tersebut akan menimbulkan tiga
bentuk normalisasi. Jadi, proses normalisasi adalah suatu disiplin pengelompokkan elemen
data ke dalam suatu kumpulan hubungan.

GAMBAR 2.17.
NORMALISASI DATA

Data Belum Dincrmalisasi
(Penyimpanan Kelompok Berulang)

Pemisahan seluruh struktur data nonflat ke penyimpanan
dua dimensi

Bentuk Normal Pertama
(Penyimpanan tanpa pengulangan kelompok}

Memberikan 1 atau lebih item data kunci yang
menghubungkan/menggantungkan seluruh data pada data kunci tersebut.
Bila perlu memisahkan record untuk mencapai hasil yang lebih baik

1y, 199, H, £L9

Bentuk Normal Kedua
{Seluruh data bergantung pada kunci utama)

Menghilangkan seluruh ketergantungan transitif, memisahkan record bila
perlu untuk mencapai hasil yang lebih baik

Bentuk Normal Ketiga
{Seluruh data bergantung pada kunci utama dan
bebas satu sama iain}

Menghilangkan beberapa kondisi keterganiungan dengan memisahkan
record bila diperiukan untuk mencapai hasil yang lebih baik

Bentuk Normal Keempat
(Ketergantungan Fungsional/Jarang
dipergunakan)

Sumber : Martin, 1990, 11; 223

Normalisasi, lebih difokuskan pada tinjauan komprehensif terhadap setiap kelompok
data (tabel) secara individual. Lebih jauh lagi, tinjauan tersebut dititik beratkan pada data di
masing-masing kolom pembentuk tabel. Untuk itu digunakan istilah baru yaitu attribut yang

sebenarnya identik dengan pemakaian istilah kolom data.

Disamping penamaan yang unik berdasarkan fungsinya di setiap tabel, atribut-atribut

itu dapat dibedakan berdasarkan sejumlah pengelompokkan, Pada dasarnya, key adalah satu
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atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data (row) dalam
tabel secara unik. Artinya, jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada dua

atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut.

GAMBAR 2.18.
NORMALIZED FILES FOR ORDER PROCESSING SYSTEM
Inventory file Order file Customer File
I Part # Order # Customer #
Customer #
Order / part Custgmeri
order
file file
Order # Customer #
Part # Order #

Sumber : Dickson & Wetherbe, 1985; 215

Ada 3 (tiga) macam key yang dapat diterapkan pada suatu tabel, yaitu :
1. Superkey, merupakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) yang dapat membedakan
setiap baris data dalam sebuah tabe! secara unik. Bisa terjadi, ada lebih dari 1 kumpulan

atribut yang bersifat seperti itu pada sebuah tabel.

2. Candidate-Key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap
baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah candidate-key tidak boleh berisi atribut
atau kumpulan atribut yang telah menjadi superkey. Jadi sebuah candidat-key pastilah

' superkey, tapi belum tentu sebaliknya.

3. Primary-Key. Pada sebuah tabel dimungkinkan adanya lebih dari satu candidate-key, salah

| satu dari candidate-key ini (jika memang ada lebih dari satu) dapat dijadikan sebagai Key

Primer (primary key). Pemilihan key primer dari sejumlah candidate-key tersebut

umumnya didasari oleh :

v’ Key tersebut lebih sering (lebih natural) untuk dijadikan sebagai acuan
v" Key tersebut lebih ringkas

v Jaminan keunikan key tersebut lebih baik.
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Suatu contoh struktur model data relasional yang telah dinormalisasi dapat dilihat

dalam gambar berikut :

GAMBAR 2.19.
ILUSTRASI SEDERHANA YANG MENGGAMBARKAN
TIGA TAHAPAN XONVERSI DATA KE BENTUK NORMALISASI DATA

Conversion to First Normal Form L
= B E F
T p—
B E F
Conversion to Second Normal Form o

Y i

Secara umum bentuk-bentuk normalisasi menurut pendapat Fathansyah (1999; 57-60) adalah

Sumber : Martin, 1990, |I; 237

sebagai berikut :

1. Bentuk Awal Sementara (sebelum di normalisasi)
Merupakan organisasi struktur data sementara (adhoc initial step) yang disusun dari daftar
data entitas dan data elemen (atribut) hasil penelitian, sintesa dan penalaran.

2. Bentuk Normal Tahap Pertama (I* Normal Form)
Bentuk norma! tahap pertama (INF) terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki Atribut
Bernilai Banyak (Multivalued Attribute) atau lebih dari satu atribut dengan domain nilai
yang sama.

3. Bentuk Normal Tahap Kedua (2" Normal Form)
Bentuk Normal Tahap Kedua (2NF) terpenuhi jika pada sebuah tabel, semua tribut yang

tidak termasuk dalam key primer memiliki ketergantungan fungsional (KF) pada key
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primer secara utuh. Sebuah tabel dikatakan tidak memenuhi 2NF, jika ketergantungannya
hanya bersifat parsial (hanya tergantung pada sebagian dari key primer).

4. Bentuk Normal Tahap Ketiga (3" Normal Form)
Bentuk Normal Tahap Ketiga (3NF) merupakan kriteria alternatif, jika kriteria BCNF yang
ketat tidak dapat terpenuhi. Sebuah tabel dikatakan berada dalam bentuk Normal Tahap
Ketiga (3NF), jika untuk setiap KF dengan notasi X 2> A, dimana A mewakili semua
atribut tunggal di dalam tabel yang tidak ada di dalam X, maka :
v" X haruslah superkey pada tabel tersebut |
v atau A merupakan bagian dari key primer pada tabel tersebut.

5. Bentuk Normal Tahap Keempat (4 Normal Form)
Bentuk normal tahap keempat berkaitan dengan sifat ketergantungan Banyak-Nilai
(Multivalued Dependency) pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari
ketergantungan fungsional.

6. Bentuk Normal Tahap Kelima (5% Normal Form)
Bentuk Normal tahap kelima (merupakan nama lain dari Project-Join Normal Form/PINF)

berkenaan dengan ketergantungan relasi antar tabel (Join Dependency).

2.5.4.Denormalisasi

Normalisasi, seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan sebuah upaya untuk
memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik (yang ruang penyimpanannya
efisien) dengan cara menerapkan sejumlah aturan (bentuk normal) pada setiap tabel yang
menjadi anggota basis data tersebut. Akan tetapi, pada sejumlah kasus, penerapan normalisasi
secara ketat (strict) dapat mengakibatkan menurunnya performansi pemanfaatan basis data.
Normalisasi sendiri sebenarnya hanya bersifat normatif, yang hanya berperan pada saat kita
melakukan upaya perancangan basis data. Normalisasi hanya sebatas petunjuk, yang dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu, dapat dilanggar. DBMS apapun yang akan menjadi
sarana bagi kita untuk mengimplementasikan basis data seacra fisik, tidak akan membatasi

para pemakainya agar selalu memenuhi aturan-aturan dalam Normalisasi basis data. Dengan
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kata lain, normalisasi merupakan ‘kebijakan’ standar dalam perancangan basis data, dan
bukan merupakan ‘kebijakan’ DBMS yang kita gunakan.

Pelanggaran Normalisasi basis data disebut juga Denormalisasi. Satu-satunya alasan
mengapa boleh dilakukan denormalisasi ini adalah pertimbangan performansi. Jika
performansi yang diperoleh bisa menjadi jauh lebih baik, maka normalisasi basis data yang
telah dilakukan cukup beralasan untuk dilanggar.

Pada basis data relasional, redundansi tidak bisa dihilangkan sama sekali karena
déngan redundansiiah (khususnya redundansi pada atribut-atribut yang berfungsi sebagai key
primer) keterhubungan antara ‘tabel yang satu dengan yang lain dapat terakomodasi.
Keterhubungan (relasi) antar tabel tersebut tidak akan ada, jika redundansi juga harus
diminimalisasi, karena akan berpotensi mengganggu integrituas basis data, Khususnya pada
saat terjadi operasi perubahan data yang tidak dijalarkan ke tabel-tabel lain yang
berhubungan. Normalisasi merupakan upaya untuk mengoptimalkan redundansi tersebut.
Normalisasi yang ketat artinya berupaya meniadakan redundansi yang tidak perlu.
Redundansi yang perlu (yang minimal) hanya akan terjadi pada atribut-atribut key.

Dalam basis data pada sistem informasi terpadu pembangunan prasarana dan sarana
dasar di perkotaan, kode Lokasi yang terdiri atas 13 digit adalah unik tetapi bersifat tidak
atomik yang berarti baha di dalamnya masih bisa dipisah-pisahkan dan masih mengandung
atribut-atribut turunan dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.
Kondisi semacam ini terjadi mengingat keterhubungan basis data yang tidak saja dipengaruhi
hubungan dengan instansi-instansi lain di tingkat kota tetapi juga dipengaruhi oleh instansi
vertikalnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi). Untuk lebih jelasnya atribut-atribut
turunan dari kode lokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

XX . XX . XXX . XXX . XXX = Lokasi

= Kode Lokasi

Kode Kelurahan
Kode Kecamatan
Kode Kabupaten/Kota
Kode Propinsi

([ T (I

V\/V\[‘l;—
!
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Demikian pula dengan kode Proyek yang mengandung atribut turunan kode sektor,
sub sektor dan program, yang dapat digambarkan sebagai berikut :
XX . X . XX . XXXXXX . XX . XX = Proyek

= Kode Kabupaten/Kota
Kode Propinsi

Kode Proyek

Kode Program

Kode Sub Sektor

= Kode Sektor

\/V\/\/j\[‘

2.5.5. Aplikasi Basis Data

Merancang suatu basis data yang dapat diaplikasikan ke dalam suatu sistem
informasi merupakan suatu kegiatan/proyek yang sangat mahal, baik menyangkut perangkat
keras (hardware) dan perangkat lunak (sofiware) sistem informasi maupun peningkatan
kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan basis data secara terpadu dan
terorganisasi dengan baik. Sehingga dalam pengembangan sistem basis data perlu
dipertimbangkan besarnya biaya dan manfaat yang dikeluarkan akibat adanya biaya unvestasi
dan operasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan biaya dan manfaat
secara tipikal dari sistem life circle, seperti yang digambarkan oleh Scott (1986; 452)
diperoleh hasil yang layak sebelum tahun ke 20 yaitu besarnya manfaat yang didapat akan
sama dibanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Implementasi dari sebuah perancangan basis data yang telah selesai dilakukan hanya
bermanfaat secara langsung bagi para pemakai mahir (naive user), tapi belum untuk para
pemakai akhir (end-user). Pemanfaatan basis data yang telah ada bersama DBMS (karena
telah diimplementasikan) ditandai dengan menerapkan sejumlah operasi pengolahan dan

manipulasi basis data (operasi basis data).
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GAMBAR 2.20.
COSTS AND BENEFITS OF TYPECAL SYSTEM’S LIFE CYCLE

A

Implementation costs

Cosls.= benefits

» Time

Next cycle starts
. Sumber : Scoft, 1986; 452

Namun demikian, pengertian operasi basis data tersebut berbeda diantara jenis
pemakai. Bagi pemakai mahir yang berinteraksi langsung terhadap basis data melalui DBMS,
operasi basis data itu dapat berbentuk : Penambahan data, Pencarian data, Pengubahan,
Penghapusan, Pengurutan, Penggabungan, Penyimpulan/ pengelompokkan data, dan lain-lain

Sedang bagi pemakai akhir (end-user) yang memang tidak bersentuhan langsung
dengan objek basis data (berada pada view-level dalam abstraksi data), tetapi lebih banyak
bersinggungan dengan aktivitas nyata yang memang terjadi dimana sistem basis data itu
diterapkan, maka akan lebih mengenal operasi basis data seperti : Pemasukan data,
Monitoring data transaksi, Pencetakan laporan harian/bulanan, Penutupan data transaksi
bulanan, dan lain-lain

Adanya perbedaan dalam memandang operasi basis data diantara kedua kelompok
pemakai tersebut wajar-wajar saja. Pada level implementasi, perbedaan tersebut dijembatani
oleh adanya perangkat lunak (aplikasi) yang khusus dibuat untuk dapat digunakan oleh para
pemakai akhir (end-user). Aplikasi ini akan menyediakan sejumlah operasi (menu) yang
sesuai dengan berbagai aktivitas nyata yang memang dilakukan oleh para pemakai akhir (end-
user). Selanjutnya, pilihan operasi user ini akan “diterjemahkan” oleh aplikasi tersebut
menjadi sejumlah operasi basis data elementer yang memang dapat dikenali/dikerjakan oleh

DBMS. Aplikasi semacam ini disebut Aplikasi Basis Data.
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GAMBAR 2.21.
APLIKASI BASIS DATA

®

End User

=

‘ Aplikasi Basis Data I

naive-user

DBMS

| Basis
| Data

Sumber : Fathansyah, 1999; 128

a. Aplikasi Basis Data yang Terpisah dengan DBMS
Basis data dapat dianggap sebagai objek yang hidup, karena sesungguhnya aplikasi tidak
pernah berinteraksi langsung dengan basis data. Tetapi selalu melalui DBMS sebagai
perantara. Bahkan DBMS sendiri bisa melakukan aktifitas sendiri yang bisa ditangkap oleh
aplikasi.
Jadi interaksi antara aplikasi basis data dengan DBMS merupakan interaksi dua arah

(digambarkan dengan adanya tanda panah bolak-balik) antara dua perangkat lunak.

GAMBAR 2.22.
APLIKASI BASIS DATA YANG TERPISAH DARI DBMS

Aplikasl A \\\ RN \\\&

<>

Apiikasi B H DBMS
ata

A s

Sumber : Fathansyah, 1999; 129

L,
YA

7%

b. Aplikasi Basis Data yang Menjadi Sub-Ordinat DBMS
Pada aplikasi yang menyatu dengan DBMS diatas, aplikasi basis data dinyatakan (ditulis)

dalam bahasa (scripf) yang dikenal DBMS yang bersangkutan sehingga pada saat
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dieksekusi, DBMS harus diaktifkan terlebih dahulu kemudian menjalankan aplikasi basis
data yang telah dikenali tersebut. Dalam format seperti ini, aplikasi basis data berada
“dibawah” DBMS (menjadi sub-ordinate dari DBMS).

GAMBAR 2.23.
APLIKASI BASIS DATA YANG MENJADI SUB-ORDINATE DBMS

\\\\ CRN R Y N ALY \\‘

\ -,

N DBMS Aplikasi A N

N N

o o bbb, \:

~Q\\ RN Y o N \'\\:

N

N DBMS Aplikast B N

N N
SN S

Sumber : Fathansyah, 1999; 129

¢. DBMS yang Menjadi Sub-Ordinat Aplikasi Basis Data DBMS
Umumnya fungsi-fungsi pengelolaan basis data yang digunakan dalam aplikasi hanya
sebagian dari fungsi-fungsi yang sebenarnya tersedia. Dengan begitu, dibutuhkan aplikasi
lain atau DBMS yang sesungguhnya jika ingin menggunakan fungsi-fungsi lain, seperti
pembuatan tabel baru, penghapusan data, pengubahan data dan lain-lain. Untuk kebutuhan-
kebutuhan yang sederhana, dapat dibuat sendiri aplikasi yang secara lengkap telah
mengandung fungsi-fungsi pengelolaan basis data. Pada format semacam ini DBMS
menjadi bagian (sub-ordinate) dari aplikasi basis data. Kondisi itu dapat digambarkan

sebagai berikut :

GAMBAR 2.24.
“DBMS” YANG MENJADI SUB-ORDINATE APLIKASI BASIS DATA
ASNANTAN < -
i Aplikasl A S
. Basis
SRS NNNNNRR NNNNN Data
N Aplikasi B R
'Q\ S bR o

Sumber : Fathansyah, 199%; 130

Basis data lebih merupakan sebagai objek yang mati/pasif, yang hanya bisa diatur tapi

tidak dapat “bereaksi”. DBMS yang menyatu didalam aplikasi lebih berfungsi sebagai
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“senjata” (tools) untuk mengatur/mengelola basis data pasif tersebut. Karena itu, walaupun

data bisa mengalir ke/dari basis data, tetapi interaksinya merupakan interaksi satu arah.

2.5.6. Aristektur Sistem
Arsitektur sistem merujuk pada konfigurasi sistem secara keseluruhan yang akan

menjadi “tempat hidup” dari DBMS, basis data dan aplikasi yang memanfaatkannya.
Bagaimana wujud dari “tempat hidup” tersebut yang juga akan menentukan bagaimana para
pemakai berinteraksi dengannya, sudah seharusnya ditetapkan sejak awal sebelum men'iulai
perancangan basis data, atau paling tidak sebelum melaksanakan tahap implementasi basis
data. Sejalan dengan kemajuan teknologi, arsitektur sistem yang dapat dipilih semakin
beragam atau semakin banyak variannya dan keunggulannya. Yang harus menjadi
pertimbangan utama dalam menentukan arsitektur sistem yang paling cocok, bukan hanya
keunggulan teknologi tetapi juga pemilihan arsitetur sistem yang sesuai dengan kebutuhan
nyata ditempat sistem itu digunakan. Beberapa jenis arsitektur sistem yang biasa digunakan
adalah Sistem Tunggal/Mandiri (Stand Alone), Sistem Tersentralisasi (Centralized System),
Sistem Client Server.
a. Sistem Tunggal/Mandiri (Stand Alone)

Arsitektur ini merupakan arsitektur sistem yang paling sederhana dan paling murah.

Arsitektur ini dipilih dan digunakan, jika basis data yang dikelola tidak terlalu besar dan

lebih bersifat membantu mempercepat pekerjaan-pekerjaan administratif, Arsitektur sistem

semacam ini, lebih tepat digunakan untuk DBMS yang telah menyatu dengan aplikasi basis

data (ataupun aplikasi yang menyatu dengan DBMS) dan juga dapat digunakan sebagai

arsitektur sementara (antara) pada saat pembangunan aplikasi dilakukan sebelum sampai

pada tahap uji coba dan pemakaian aplikasi oleh end-user.




b. Sistem Tersentralisasi (Centralized System)
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GAMBAR 2.25.
SISTEM MANDIRI (STAND ALONE)

Basis
Data

T
- —— | O3
=

Sumber : Fathansyah, 1999; 132

Pemakaian Sistem Mandiri tidak dapat dipertahankan, jika harus mengakomodasikan
pemakaian oleh banyak pemakai (multi user). Arsitektur ini terdiri atas sebuah mesin
server dan sejumlah terminal (yang menjadi tempat user berinteraksi dengan sistem).

GAMBAR 2.26.
SENTRALISASI PADA APLIKASI DAN BASIS DATA

i
Basis E | AP,D”CEHOH
Data ] D Server
m

=~ o = ==y

dumb- dumb- dumb-
terminal tarminal terminalt

Sumber : Fathansyah, 1999; 133

Yang tersentralisasi dalam arsitektur ini dapat mencakup basis data, DBMS dan aplikasi
basis data atau basis data saja. Untuk lingkup sentralisasi yang pertama, maka jenis server-
nya sering disebut sebagai DBMS-server atau application-server (server aplikasi) dan
terminalnya lebih tepat disebut dumb-terminal (terminal pasif). Sedang jika yang
disentralisasi hanya basis data, server yang kita gunakan biasa disebut file-server dan

terminalnya disebut work-station (stasiun kerja)




GAMBAR 2.27.
SENTRALISASI PADA BASIS DATA

File
Server

work- work- work-
station station station

Sumber : Fathansyah, 1999; 133

Kelemahan pada bentuk Sistem Tersentralisasi, yaitu beratnya beban server yang harus
menangani semua proses, dan padatnya lalu lintas data antara server dan work-station.

. Sistem Client-Server

Arsitektur ketiga ini juga diterapkan pada sebuah sistem jaringan. Sistem Client-Server
ditujukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersentralisasi
sebelumnya. Sistem ini terdiri atas dua komponen (mesin) utama, yaitu client dan server.
Client berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis data. Setiap aktivitas

yang dikehendaki para pemakai akan lebih dulu ditangani oleh client. Jika ada proses yang

harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data, barulah client melakukan *kontak’

dengan server. Client akan mengirimkan massage (perintah) query pengambilan data.
Selanjutnya, server yang menerima message tersebut akan menjalankan guery tersebut
(melakukan pencarian baris data) dan hanya hasilnya (jadi tidak seluruh isi tabel) yang
akan dikirimkan kembali ke client. Dengan begitu, transfer datanya menjadi jauh lebih
efisien.

Pada varian sistem yang pertama, setiap interaksi antara pemakai dan basis data ditangani
oleh dua lapisan fungsi (client/work-station dan server), sehingga sering pula disebut
arsitektur 2-tier. Sedang pada varian yang kedua, acapkali disebut arsitektur 3-tier, karena
setiap interaksi antara pemakai dan basis data ditangani oleh tiga lapisan fungsi dan

sekaligus 3 mesin berbeda, yaitu work-station lalu client dan terakhir server. Karena
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terbaginya beban sistem secara keseluruhan, maka arsitektur ini banyak diterapkan untuk

aplikasi-aplikasi berbasis/berantar muka grafis (graphical user interface/GUI atau sering

pula disebut windows-base aplication).

GAMBAR 2.28.
SISTEM CLIENT-SERVER SEDERHANA (ARSITEKTUR 2-TIER)

: -
; Basis =
Data = I i oBMS-
. . | P Server .

. 83 5 3

Chent & Chent & Clent &
Work-station Work.station Work-station

Sumber ; Fathansyah, 1899; 135

GAMBAR 2.29.
SISTEM CLIENT-SERVER KOMPLEKS (ARSITEKTUR 3-TIER)

DaMS-
Server

5855

station station sfation station
Sumber : Fathansyah, 19899; 135

2.5.7.Pemilihan Perangkat Lunak Pembangun Aplikasi (Development Tools)
Ada banyak sekali perangkat lunak (software) yang dapat kita gunakan untok
membangun aplikasi basis data (development tools). Secara umum, memang ada banyak

parameter yang biasanya digunakan untuk mengukur kualitas dari berbagai perangkat lunak




47

semacam itu. Tetapi tidak ada perangkat lunak yang unggul di semua aspek di banding yang
lain. Ada yang unggul di satu aspek tapi kalah untuk aspek yang lain dibandingkan dengan
perangkat lunak yang lain. Lebih jauh lagi, baik/buruknya sebuah perangkat lunak seringpuia
dipengaruhi oleh penilaian subjektif.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan perangkat lunak
pembangun aplikasi yang berhubungan dengan basis data, yaitu :
> Kecocokan antara DBMS dan Development Tools.
> Dukungan Development Tools terhadap Arsitektur Sistem.
> Independensi Development Tools dan DBMS (méngakomadasi Open-System)

» Kemudahan Pengembangan dan Migrasi Aplikasi

2.5.8.Pertimbangan Performansi dalam Aplikasi

Salah satu tujuan perancangan basis data adalah untuk meningkatkan performansi
(kecepatan) operasi ke basis data. Akan tetapi, performansi akhir yang dirasakan tidak hanya
dipengaruhi oleh baik/buruknya struktur basis data yang telah dibangun, tetapi juga
dipengaruhi oleh DBMS yang digunakan, lingkungan/arsitektur perangkat keras yang menjadi
platform sistem basis data, jumlah pemakai, volume data, tingkat kompleksitas operasi basis
data dan cara penulisan aplikasi. Dengan struktur basis data, DBMS, volume data, jumlah
pemakai dan arsitektur sistem yang sama, kecepatan pengerjaan suatu proses basis data dapat

berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
2.6. Model Sistem Informasi dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan dengan
menggunakan sumber pendanaan dari Dana Pembangunan Kabupaten/Kota (DPKK) telah
melibatkan seluruh unsur-unsur yang teriibat langsung baik ditingkat Kota, Tingkat I maupun
Tingkat Pusat yang pelibatannya menyangkut tahapan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian seperti terlihat dalam gambar dibawah.
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GAMBAR 2.30.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN DPKK

Sumber ; Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan DPKK Tahun Anggaran 1998/2000
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BAB III
PENDEKATAN DAN METODA PENELITIAN SISTEM
INFORMASI PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang diharapkan, diperlukan
suatu pendekatan dan kajian terhadap obyek penelitian baik itu menyangkut kerangka kajian
teori maupun observasi di lapangan. Untuk menc;;pai t[xjuaﬁ dan sasaran diatas dilakukan
langkah-langkah pendekatan sebagai berikut : |
1. Pengkajian teori yang meﬁyangkut pengertian sistem informasi manajemen dan dukungan

sistem informasi terhadap pengambilan keputusan, kebutuhan sister informasi tersebut
dalam rangka mempercepat analisis pengambilan keputusan, teori tentang perancangan
basis data dan model perancangan konseptual.

2. Pengkajian teori tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengukuran
dan pengolahan data dalam sebagai bahan analisis untuk mencari alternatif
pengelompokkan data pembangunan dan komunikasi data antar instansi pengelola
pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.

3. Mengkaji dukungan sistem informasi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan
sarana dasar perkotaan baik visi-misi manajemen para pengambil keputusan, ketersebaran
data pembangunan yang ada dan komunikasi antara data tersebut pada instansi yang ada,
ketersediaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia khususnya di kota Bekasi

1 maupuh di kota-kota lain umumnya.

Untuk itu perlu dilakukan disain penelitian sehingga langkah-langkah pendekatan

yang dipilih dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang diuraikan dalam gambar dibawah

ini.
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GAMBAR 3.1.
DESAIN PENELITIAN

Permasalahan Manajemen
Informasi sebagai Dukungan
Pembangunan Prasarana dan
Sarana Dasar

« Koordinasi Data Pembangunan » Ketersediaan Database
+ Efisiensi Sistem Pembangunan
+ Efektivitas Sistem s Sumber Daya Manusia -
+ Investasi Pembangunan » Teknologi
i ¢ Peninokatan Palavanan

+ Kebijakan pengambil keputusan dalam pengelolaan perkotaan dalam penyiapan sistem
informasi pembangunan prasarana dan sarana di perkotaan

« Keseimbangan dan kelancaran koordinasi antara instansi pengelola dan pelaksana
pembangunan dalam menyediakan database pembangunan prasarana dan sarana dasar
di perkotaan

« Konsepsi sistem informasi dalam dukungan pengambilan keputusan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan sarana dasar

« Karakteristlk database dan sistem informasi pembangunan masing-masing instansi
pengelola

« Karakteristik SDM dalam sistem informasi

« Ketarsediaan naranakat nenuniano sisiem infomasi

» Koordinasi dan keterkaitan database dan kebutuhan informasi masing-masing instansi
pelaksana pembangunan

« Ketersediaan data dan kesiapan dalam mengintegrasikan data pembangunan prasarana
dan sarana dasar di perkotaan

« Konsep model sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan prasarana
dan sarana di Perkotaan

KESIMPULAN

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

Inti dari pengambilan keputusan adalah terletak pada perumusan berbagai
alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan
alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitasnya dalam
mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. Untuk dapat membuat suatu
keputusan tidaklah mudah, melainkan memerlukan suatu intuisi, pertimbangan politik
maupun tekanan-tekanan dari pihak lain yang berkepentingan khususnya untuk

kebijaksanaan publik (Supranto, 1998; 29).
|
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Dalam proses pengambilan keputusan, salah satu komponen yang terpenting
adalah kegiatan pengumpulan data yang diolah ke dalam informasi sehingga dapat
menggambarkan suatu kondisi yang tepat apabila keputusan tersebut dilaksanakan baik itu
dampak-dampak yang diprediksikan akan terjadi maupun hasil-hasil yang diharapkan.
Suatu keputusan dapat disusun alternatif-alternatifnya dan tingkat keefektifan dari suatu
keputusan tersebut dapat diukur apabila dapat diperoleh suatu pengolahan data yang
lengkap menjadi informasi yang tepat dan sesuaiﬂ dengan ﬁpa yang diinginkan. Untuk
mendapatkan data yang lengkap dan pengolahan informasi yang tepaf dan akurat bukanlah
suatu pekerjaan yang mudah karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana.

Berdasarkan kajian tersebut diatas diharapkan dapat diketahui beberapa data yang
akan dianalisis sebagai suatu masukan sebagai berikut :

1. Dukungan sistem informasi dalam pengambilan keputusan pembangunan prasarana dan
sarana dasar di perkotaan khususnya Kota Bekasi.

2. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar
perkotaan sehingga dapat diketahui kebutuhan informasi dan penggunaan data
pembangunan yang ada.

3. Kebutuhan data dan komunikasi data pembangunan antar instansi di Kota Bekasi dalam
pengumpulan data penelitian sebagai hasil survey dilapangan untuk diolah dan
dianalisis lebih lanjut.

4, Teknik pengolahan data yang sesuai dari hasil penelitian di lapangan, dan dengan
menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk dikembangkan model data dalam

sistem informasi yang dapat dikembangkan untuk pengambilan keputusan.

3.2. Alasan Pemilihan Metoda Penelitian

Dalam survey, informasi dikumpulkan dari responden yang dalam hal ini adalah
pada instansi-instansi di Tingkat II (pengelola pembangunan prasarana dan sarana

perkotaan) dengan menggunakan daftar pertanyaan. Penelitian ini dimulai dengan
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munculnya minat dari penulis terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam pengelolaan
manajemen perkotaan untuk mendapatkan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana
dasar di Perkotaan secara terintegrasi yang melibatkan unsur instansi yang terkait baik
vertikal maupun horisontal sehingga memerlukan suatu sistem informasi yang dapat
berjalan dengan baik dengan tujuan dapat memberikan dukungan pada pengambilan
keputusan yang cepat, akurat dan tepat dilakukan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan bersama.

3.3. Metoda Penelitian
3.3.1. Pemilihan Metoda Penelitian
Dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini, perlu diidentifikasi jenis penelitian
dengan tujuan untuk dapat melihat gambaran basis data dan instansi yang akan diteliti
didasarkan atas pengertian, ciri-ciri dan lingkup kegiatan dari basis data pembangunan
sehingga dapat dilakukan analisis yang efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah
yang didasarkan atas nilai-nilai akademis. Untuk itu pemilihan metoda penelitian yang
didasarkan atas kajian pustaka, didapatkan metoda yang sesuai dengan obyek yang akan
diteliti adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan :
1. Pemusatan diri pada pemecahan masalah-masalah pengelolaan basis data pembangunan
prasarana dan sarana dasar perkotaan yang ada pada masa sekarang tentang masalah-
masalah yang aktual.

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Nazir (1988; 63) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode
yang meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu himpunan kondisi, suatu
sistem pemikiran atau suatu periwtiwa atau masa sekarang dengan tujuan untuk membuat
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar
fenomena yang akan diselidiki. Dalam pelaksanaan metode penelitian deskriptif ini dengan
melihat kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendapatkan informasi yang ada maka

ditentukan metode penelitian deskriptif dengan penelitian survai yaitu suatu penelitian
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yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995; 3).
Dalam hal pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh (baik reliabilitas maupun
validitas) dilakukan cara pengecekan sebagai berikut :
1. Pengecekan reliabilitas data, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama
untuk setiap sampe! yang diambil.
2. Pengecekan validitas data, yaitu menyesuaikan daftar pertanyaan dengan tujuan
penelitian dan data empirik yang diharapkan.
Dalam upaya memperkayé data dan lebih memahami fenomena yang diteliti,

diusahakan untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif.

3.3.2. Kebutuhan Data
Pengaruh manajerial pada manajemen tingkat atas dalam pengelolaan
pembangunan perkotaan sangat erat hubungannya dengan hasil keputusan yang diambil
oleh para pimpinan instansi, apakah para birokrat pemerintahan dalam pengambilan
keputusan didasarkan atas birokrasi atau manajerial dalam pelaksanan pengelolaan
perkotaan, Paradigma ini perlu diteliti untuk melihat sampai sejauh mana pengaruh
dukungan sistem informasi dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan
pembangunan kota.
Jenis kebutuhan data penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Visi dan Misi manajemen sistem informasi dari para pengambil keputusan dalam
pengelolaan dan pembangunan perkotaan
2. Prinsip birokrasi dan manajerial dari para pengambil keputusan dalam pengelolaan dan
pembangunan perkotaan
3. Keterkaitan dan ketergantungan para pengelola pembangunan dalam menyusun setiap
informasi sebagai dukungan pengambilan keputusan yang akan diambil untuk

pengelolaan kota.
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4. Kebutuhan data dan komunikasi data dari instansi yang ada di tingkat Kota baik untuk
masa sekarang maupun masa yang akan datang dalam pelaksanaan pengelolaan kota,
ketersediaan dan kebutuhan data dalam pengelolaan pembangunan.

5. Ketersediaan teknologi dan Sumber daya manusia dalam pengolahan data dan informasi
dalam mendukung manajemen pembangunan perkotaan.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam menentukan kebutuhan basis
data pembangunan prasarana dan sarana dasar di pe;rkotzian. Davis (1999, II; 36) membagi
fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem secara keseluruhan dalaﬁ manajemen sistem
informasi yang meliputi kegiatan perencanaan strategik, kontrol manajemen, kontroi
operasi dan proses transaksi sehingga dapat diambil model dasar dan aplikasi basis
datanya. Sedangkan Murdick et.al., (1997; 112-115) melakukan pendekatan berdasarkan
atas situasi dan peran/tugas dari masing-masing individu dalam satu perusahaan/organisasi
dan kebutuhan informasi untuk menentukan kebutuhan basis data.

Dalam menentukan kebutuhan basis data prasarana dan sarana dasar di perkotaan,
kegiatan masing-masing individu pada instansi di tingkat Kota (Bekasi) tidak dapat
dilakukan mengingat belum adanya aturan yang baku yang dituangkan ke dalam Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari
mengalami perubahan yang tidak tetap. Untuk SOTK yang ada masih dalam tingkat
pembagian tugas dan wewenang organisasi (instansi) yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota dengan DPRD Tingkat Kota.

Untuk menentukan kebutuhan basis data prasarana dan sarana dasar perkotaan
dilakukan dengan tugas dan tanggung jawab organisasi (instansi) dalam pengelolaan
pembangunan perkotaan, jenis-jenis informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing
instansi dan yang di keluarkan oleh instansi tersebut untuk kepentingan pengambilan
keputusan baik untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan maupun untuk instansi
lain di tingkat kota serta instansi di tingkat atasan (Propinsi dan Pusat), produk-produk
laporan dan studi yang telah dilakukan. Untuk mengumpulkan informasi kebutuhan data

yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan
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baik kebutuhan untuk masa sekarang maupun untuk Kebutuhan masa yang akan datang
dilakukan dengan penelitian terhadap manajemen dalam instansi yang bersangkutan
dengan mendeskripsikan kebutuhannya sendiri melalui daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan terlebih dahulu.

GAMBAR 3.2.
PROSEDUR PENENTUAN KOMPONEN BASIS DATA
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN

Karakteristik Komponen Aspek-aspek
InstansiiProyek Lingkun pel-st: Provek
Tingkat Kota ingkungan Instansi/Proye
Kebutuhan Data
Instansi/Proyek
v ¥ v ¥ v
Tujuan Proses Proses Pengawasan/ Operasi/
Organisasi Perencanaan Pembangunan Pengendalian Pemeliharaan
T L L L 14
Spesifikasi
Cutput Instansi/
Kajian Literatur Proyek
Basis Data
Pembangunan

h

Penentuan Basis Data
Pembangunan Prasarana da
Sarana Dasar Perkotaan

»

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

Berdasarkan kebutuhan dan keluaran informasi yang ada pada instansi di tingkat
Kota didapatkan daftar basis data yang dibutuhkan baik dari dalaﬁl organisasi maupun
kebutuhan dari/ke instansi lain untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan
pembangunan perkotaan, dan didasarkan atas literatur didapatkan data-data yang

dibutuhkan dan dijabarkan sebagai berikut :




PopesaAn R LN

Peta Administrasi

Penduduk

Komposisi Pendidikan

Komposisi Pekerjaan

Komposisi Kesehatan

Kondisi Air Tanah

Kondisildara

Tata Guna Lahan

Rencana Kota

Harga dan Nilai Lahan

Harga dan Nilai Bangunan

Pajak dan Retribusi

Tunggakan Pajak dan Retribusi
Peta Jaringan Air Bersih

Kondisi Air Bersih

Kondisi Sarana Air Bersih
Perencanaan Air Bersih

Cakupan Pelayanan Air Bersih
Pera Jaringan Persampahart
Kondisi Penanganan Persampahan
Kondisi Sampah

Perencaanaan Persampahan
Pembangunan Persampahan
Pembangunan Persampahan
Cakupan Pelayanan Pesampahan
Biaya Operasioan] Pengelolaan Sampah
Peta Jaringan Drainase

Kondisi Peralatan Penanganan Drainase
Kondisi Genangan Drainase
Perencanaan Drainase
Pembangunan Drainase

Cakupan Pelayanan Drainase

Peta Jaringan Air Limbah

Kondisi Penanganan Air Limbah
Kondisi Air Limbah

Perencanaan Air Limbah
Pembangunan Air Limbah
Cakupan Pelayanan Air Limbah
Biaya Operasional Air Limbah
Peta Jaringan Lokasi KIP

Kondisi Fasilitas KIP
Perencanaan KIP

Pembangunan KIP

Cakupan Pelayanan KIP

Peta Jaringan MIIP

Kondisi Fasilitas MIIP
Perencanaan MIIP

Pembangunan MIIP

Cakupan Pelayanan MIIP

Peta Jaringan Banjir

Kondisi Peralatan Penanganan Banjir
Kondisi Banjir

Perencanaan Pengendalian Banjir
Pembangunan Pengendalian Banjir
Cakupan Pelayanan Pengendalian Banjir
Peta Jaringan Jalan Kota

Kondisi Fasilitas Jalan Kota
Perencanaan Jalan Kota
Pembangunan Jalan Kota
Cakupan Pelayanan Jalan Kota

Tabel HI.1.
Kebutuhan Entitas Data Dalam
Sistem Informasi Pembangunan Prasarana danSarana Dasar Perkotaan

PETA_ADM
PDDK
K_DIDIK
K_KERJA
K_SEHAT
KN_TANAH
KN_UDARA
TG_LAHAN
R_KOTA
HN_LAHAN
HN_BANG
PATAK
T_PAJAK
PETA_AB
KN_AB
KN_S_AB
PR_AB
PB_AB
LAYAN_AB
PETA_SMPH
KN_P_SMPH
KN_SMPH
PR_SMPH
PB_SMPH
LAYAN_SMPH
BO_SAMPAH
PETA_DRAI
KNA_DRAI
KN_DRAI
PR_DRAI
PB_DRAI
LAYAN_DRAI
PETA_AL
KNP_AL
KD_AL
PR_AL
PB_AL
LAYAN_AL
BO_AL
PETA_KIP
KNF_KIP
PR_KIP
PB_KIP
LAYAN_KIP
PETA_MIIP
KNF_MIIP
PR_MIIP
PB_MIIP
LAYAN_MIIP
PETA_BNJR
KNP_BNJR
KN_BNIR
PR_BNJR
PB_BNJR
LAYAN_BNJR
PETA_JKOT
KNF_JKOT
PR_IKOT
PB_JKOT
LAYAN_JKOT

X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54
X55
X36
X57
X58
X590
X60

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
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3.3.3. Penentuan Responden

Pengambilan sampel (sampling) yang dilakukan disini adalah melakukan pemilihan
kepada sejumlah responden tertentu dari seluruh instansi yang berhubungan langsung dengan
pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan yang ada dengan tujuan
untuk menggeneralisasi sebagian responden tersebut untuk mewakili seluruh instansi yang
ada di Tingkat Kota yang berhubungan langsung dalam pengelolaén pembangunan prasarana
dan sarana dasar di perkotaan. Mengingat bahv.va pengelolaan kota dilaksanakan oleh Instansi
di tingkat Kota maka responden yang dipilih adalah responden yang berada pada jajaran
instansi di tingkat kota dan hubungannya dengan instansi di tingkat [ maupun di tingkat pusat.
Dengan meneliti sebagian dari responden di tingkat kota yang ada, diharapkan dapat diperoleh
suatu hasil yang dapat menggambarkan keterhubungan masing-masing instansi di tingkat kota
vang bersangkutan.

Untuk itu sampel dipilih sedemikian rupa schingga satuan elementer mempunyai
kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih. Daftar sampel yang dipilih untuk dijadikan

sampel adalah seperti diperlihatkan dalam tabel berikut :

TABEL IIL.2.
DAFTAR SAMPEL YANG DIPILIH

Bidang Statistik dan Pelaporan {Bappeda Kota Bekasi)
Bidang Fisik {(Bappeda Kota Bekasi)

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan

Dinas Tata Kota (DTK) Kota Bekasi

Dinas Perumahan & PLP Kota Bekasi

Dinas Kebersihan Kota Bekasi

Dinas Bangunan Kota Bekasi

Dinas Pertamanan Kota Bekasi

PDP3D (Pusat Data Perenc. & Pengemb. Pembangunan Daerah
Bagian Penyusunan Program (Sekodya Bekasi)

SOOI NOORGBNS
€000 0 0 L 03 L3 LI LS W LD

—_

~n
s

B. | Kantor/ Inslansi Semi Pemerintah dan Fungsional

Proyek Air Bersih Kota Bekasi
Proyek KIP

Proyek MIIP

Proyek Jalan Kota

Proyek Persampahan

Proyek Drainase

Proyek Air Limbah

Proyek JPS — PLPK Kota Bekasi
Perusahaan Daerah Air Minum

O M SN
6005 L LD 0Ot LI LY O
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TABEL II1.2. (LANJUTAN)
DAFTAR SAMPEL YANG DIPILIH

s

C. Instansi Perwakilan Pemerintah Atasan ]

1. | Kantor Pertanahan Kota 3
2. | Kantor Pusat Statistik 3

D. | Pemerintah Atasan (Propinsi / Pusat) 10

Bappeda Tingkat { Prop. Jawa Barat

Dinas PU/CK Prop. / Dati | Jawa Barat

Dinas PU/Bina Marga Prop. / Dati | Jawa Barat
Dinas PU/Pengairan Prop. / Dati I Jawa Barat
Kanwil KimBangWwil Prop. Jawa Barat

Bappenas

Ditjen. Pembangunan Kota Depdagri

Ditien. Pengemb. Perkotaan Dept. Kimbangwil
Ditjen. Pengemb. Permukiman Dept. Kirnbangwil
8iro Perenc. Setjen. Dept. Kimbangwil

COPNGEmA LN
[ N N R A e e e s Y

pury

-3
-1

Jumlah
Sumber ; Hasil analisis peneliti, 2000

3.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang ingin diperoleh sehingga dapat memberikan
gambaran / informasi yang jelas dilapangan sesuai dengan maksud dan tujuan dari
penelitian maka dilakukan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data-data sekunder dari instansi-instansi yang terkait dengan materi
penelitian yang meliputi : buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan, tabel-tabel atau
informasi lain yang dapat digunakan untuk analisis dari sistem informasi pelaksanaan
pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan di Kotamadya Bekasi.
Pengumpulan data sekunder ini diharapkan didapat dari instansi yang ada di daerah
seperti antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas
Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Tata Kota (DTK), Dinas Perumahan, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan, Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE), Bagian Perencanaan,
Bagian Pembangunan, kantor statistik Kota Bekasi, dan Proyek-proyek (Penyediaan air
bersih, Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Proyek Perumahan dan
Permukiman)

2. Pengumpulan data primer dengan menggunakan metoda pengumpulan data seperti

menyusun daftar pertanyaan untuk diberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, teknik
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wawancara, penentuan kualitas cacah sampe! yang diambil dan sebagainya. Data primer

mencakup data teknis dari penanganan pembangunan dan fakta di lapangan.

3.3.5. Teknik Pengolahan Data
Setelah didapatkan data yang dikehendaki baik itu data bersifat sekunder maupun

data primer, untuk diolah kedalam bentuk tabel-tabel hasil dari kompilasi data sekunder dan

teknis di lapangan dengan menggunakan analisis data multivariate sehingga dapat dihasilkan

suatu kumpulan data yang siap untuk dianalisis secara statistik.

Banyak metode statistik yang dipergunakan dalam pengolahan data. Secara garis
besar metode statistik dipergunakan dalam menganalisis suatu obyek dibagi dalam dua
metode yaitu metode parametrik dan metode non parametrik. Metode parametrik bisa
dilakukan jika memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya sampel yang dipakai
untuk analisis haruslah berasal dari populasi yang berdistribusi normal, Masalah akan timbul
Jika populasi atau sampel sedikit, misal hanya ada 5 atau 6 buah, maka sulit dilakukan dengan
menggunakan metode statistik parametrik, dan juga jenis datanya adalah nominal atau ordinal,
maka metode non parametrik yang cocok untuk diterapkan dalam analisa tersebut.
Keuntungan dari penggunaan metode non parametrik adalah :

» Tidak mengharuskan data berdistribusi normal, karena itu metode ini sering juga
dinamakan uji distribusi bebas.

> Dapat dipakai untuk level data seperti nominal dan ordinal.

» Cenderung lebih sederhana dan mudah dimengerti daripada pengerjaan metode parametrik.

Menurut Dillon (1984; 19) banyak teknik pengolahan data yang ada dijabarkan
kedalam metode pengolahan variabel tak bebas dan metode variabel saling bergantung,
Metode variabel tak bebas merupakan metode pengolahan untuk menerangkan atau meramal
satu atau lebih ukuran kriteria berdasar kumpulan variabel bebas yang dapat dilakukan
melalui teknik multiple regression, analysis of varians, logic analysis dan lain-lain. Sedang
metode variabel saling bergantung merupakan pengolahan untuk bempaya untuk memberikan

pandangan ke pada struktur data dengan menyederhanakan bentuk data yang rumit kedalam
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bentuk yang lebih mudah untuk dievaluasi dengan mereduksi data sedang sifat ramalannya
kurang diperhatikan. Metode-metode yang termasuk metode ini adalah sebagai berikut :
(common) factor analysis, metric multidimensional scalling, non metric multidimensional
scalling, cluster analysis, principal componen analysis, dan loglinear models.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis, maka Metode dan teknik yang
dipilih dalam teknik analisis penyelesaian permasalahan tersebut diatas adalah analisa faktor
atau (common) factor analysis untuk mendapatkan pengelompokkan dan peringkatan data
yang dibutuhkan melalui proses pereduksian dan analisa kelompok (Cluster Analysis) untuk
dapat mengetahui pengelompokkan dan peringkatan instansi pengguna data.
> Factor Analysis (Dillon, 1984; 53-106)

Analisis faktor adalah merupakan salah satu upaya dalam teknik mereduksi variabel dan

jumlah populasi yang sangat besar dan kompleks. Esensi dari analisis faktor adalah

kenyamanan, efisiensi, gaya dan kemudahan dalam menangani/menganalisis variabel-
variabel yang ada.

Menurut Dillon (Syahbana, 1992; 3-8), analisis faktor memiliki tiga fungsi umum :

a. Kumpulan variabel awal dapat dikurangi menjadi sekumpulan yang lebih kecil yang
dihitung dari sebagian besar dari varian datanya, tetapi informasi data awal masih dapat
dilihat.

b. Dalam situasi jumlah data yang begitu besar, karena menyeluruh, faktor analisis dapat
mencari perbedaan kualitatif dan kuantitatif.

c. Faktor analisis dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan data
kualitatif dan kuantitatif.

Pola analisis faktor ditunjukkan dalam gambar berikut :
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GAMBAR 3.3.
REDUKSI 9 VARIABEL OLEH 3 FACTOR

X,
4
T 1
1
{1
~=r]
¥ Nine correlated variables x
X
X 4 X Xy
X?
X
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
X
X
4 £ X;
X x4 p
X, v
Three-factor solution

Sumber : Dillon, 1984; 54

Disini 9 variabel Xy, X3, ... , Xo diberi beban 3 faktor biasa yang tersembunyi. Variable

Xy, X3, X4 dan Xs dikelompokkan bersama, yang rata-rata memiliki korelasi yang tinggi

antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara yang sama untuk variabel Xz

dan X7 ditentukan pada faktor kedua yang berbeda, dan variabel Xs, Xg dan X ditentukan
oleh faktor yang ketiga.

Secara spesifik, faktor analisis berusaha (Syahbana, 1992; 3-8) :

a. Menyederhanakan hubungan yang kompleks dan berbeda, yang ada diantara suatu
kumpulan variabel melaluifaktor-faktor yang menghubungkan bersama variabel-
variabel yang kelihatannya tak berhubungan dan secara konsekuen memberi perhatian
pada struktrur data utama, tetapi juga memperhatikan himpunan yang masih
tersembunyi.

b. Mengkaji saling hubungan antara variabel sebagai suatu upaya untuk menemukan suatu
kumpulan variabel mula-mula yang mencerminkan suatu kebersamaan di antara
variabel awal.

¢. Membedakan berbagali tipe varian.




62

Dalam tiap analisa, jumlah faktor yang mungkin untuk dipergunakan sebagai analisis pada

sejumlah p variabel adalah (p-1) variabel.

GAMBAR 3.4.
MAKSUD DARI ANALISIS FAKTOR

‘Sumber : Dillon, 1984; 55

Model (Common) Factor Analysis, diekspresikan oleh masing-masing variabel yang
mungkin ke dalam faktor tersembunyi dan faktor unik. Secara aljabar digambarkan sebagai
berikut :

X, = Um)CF(l) + U, CFppy + ot ul(m)CF(m) +e
X, =0,y CFyy + 0,y CF gy + ot Dy, CF 4 85

X, =0,,CF, +v

o) CF,y +...+v

CF(m) te,

P(2) (m)
.Disini m (<p) merupakan common factor yang ditunjukkan oleh CF(y); i/ = L2, ..., m
dimana v, j = 1,2, ... ,p dan i = 1,2, ... ,m didapatkan bobot dari i adalah common
factor yang dikelompokkan dengan j yang merupakan variabel yang nampak. Nilai ¢, j =
1,2, ... ,p merupakan faktor unik yang dimiliki oleh variabel itu sendiri.

Communalities dipergunakan sebagai analisis dari korelasi masing-masing variabel jika

terjadi. Rumus yang dipergunakan adalah :

Yy Vi . . . ayey s .

B? =2~ dimana hubungan dari Xj dan Xy merupakan variabel yang memiliki corelasi
¥,
Jk

yang tinggi dengan X.
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2, ‘
ht = Z-—”—I , jika terjadi korelasi rata-rata antara variabel-variabel yang ada.

=P~
J#i

Nilai ekstrem communalities adalah :

0,0 :  jika tidak ada korelasi antara variabel-variabel yang ada.

1,0 . jika ada korelasi sempurna antara variabel-variabel yang ada.

> Cluster Analysis (Dillon, 1984; 157-208)

Cluster Analysis merupakan prosedur dalam mengelompokkan data. Pengelompokkan ini
didasarkan atas pengukuran-pengukuran derajat kesamaan dan memiliki hubungan yang
séma antara variabel yang. berbeda kedalam beberapa kelompok yaﬁg tak diketahui jumlah
dan karakteristiknya. Teknik pengelompokkan data ini disebut cluster analysis.

Analisis kelompok ini dimungkinkan untuk diaplikasikan pada semua bidang penelitian
yang mempunyai empiris yang tinggi seperti : (1) psikologi, pengklasifikasian individu
kedalam jenis-jenis personal; (2) analisis regional, pengklasifikasian kota-kota kedalam
tipologi kota berdasarkan pada variabel demografi dan fiskal; (3) penelitian pasar,
pengklasifikasian customer kedalam segmen berdasarkan psikografi dan penggunaan

produk; (4) kimia dan lain-lain.

Beberapa pengukuran berdasarkan kasus-kasus variabel dan populast dapat ditunjukkan
sebagai berikut :
e Perbedaan jenis pengukuran berdasarkan perbedaan ukuran kasus kusus :

P
d. = i‘ X, -X, ‘ dimana dj merupakan perbedaan antara obyek
R =1 i dan j

1/2
P r
e Jika nilai » = 2, untuk obyek variabel data i dan j, maka d,, = {ZlX w—X jk| }
k=1

p
e Jika nilai #=1, maka d, =Z|X,.,c -X,
k=1

Langkah-langkah dalam cluster analysis ini dapat diperlihatkan dalam gambar berikut :
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GAMBAR 3.5.
OVERVIEW OF CLUSTER ANALYSIS
Variables Objects
X, X, X5 ... X, 0, 0, 0,... 0,
0, Q,
290 £ 9
50 50
on' On
. ' Variables
OO e
Ci
2 C:
© 0@ =
Cﬂ

Step 1; n objects measured on p variables
Step 2 : Transform to n x n similarity (distance) matrix

Step 3 : Cluster formation
{a) Mutually exclusive clusters
or
{b) Hirarchical clusters

Step 4 : Cluster profile

Sumber : Dillon, 1984; 158

Hierarchical techniques merupakan salah satu bentuk dari cluster analysis dimana
penéelompokkan data dilakukan dengan menggabungkan data yang ada atau membagi
data/variabel menjadi beberapa sub-sub kelompok. Hasil keluaran dari penggabungan data
dan pembagian kedalam kelompok digambarkan kedalam bentuk tipikal yang dinamakan
dendogram.

Analisis kelompok mempunyai karakteristik kemampuan antara lain (Dillon dalam
Syahbana, 1992; 3-10) :

a. Untuk membangkitkan berbagai hipotesa mengenai struktur pengelompokkan obyek

tersebut.
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b. Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelompokan yang lebih konsisten dari suatu

permasalahan yang besar

¢. Untuk mengembangkan suatu metode generalisasi secara induktif, yaitu pengambilan

kesimpulan secara umum berdasar fakta-fakta yang lebih spesifik

d. Mendeskripsikan sifat-sifat karakteristik himpunan data

e. Berusaha untuk mereduksi suatu himpunan data menjadi himpunan yang lain yang lebih

kecil jumlahnya. .

_ GAMBAR 3.6. _
COMPLETE LINKAGE DENDOGRAM

L]

A e c ] E

Sumber : Dillon, 1984; 171

Setelah data dianalisa dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-
hasilnya harus diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari
hasil-hasil penelitian. Untuk itu dilakukan pembagian antara variabel-variabel yang saling
berhubungan unuk disusun berdasarkan atas tabel-tabel. Penyusunan kedalam bentuk tabel-
tabel tersebut mempunyai fungsi antara lain :

a. Mencek apakah jawaban responden atas satu pertanyaan adalah konsisten dengan
jawaban atas pertanyaan lainnya (terutama pada pertanyaan-pertanyaan untuk
menyaring responden.

b. Mendapatkan deskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisa satu variabel
tertentu atau lebih.

¢. Mempelajari distribusi variabel-variabel penelitian,
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d. Menentukan klasifikasi yang paling baik untuk tabulasi silang.

Dari hasil penelitian dilapangan yang didapat, masing-masing data yang ada
dianalisis keterkaitan dan interaksi yang saling mendukung. Suatu sampel yang diperoleh
menunjukkan berapa banyakl elemen/unit sampel yang masuk dalam suatu ketegori atau
ciri tertentu yang hasilnya mencerminkan sifat atribut tersebut dalam keterkaitan jenis
informasi.

Untuk itu perlu diadakan uji proporsi-untuk mengetahui apakah hasil analisis
pengolahan data tersebut nyata atau tidak yang dijabarkan -dalam rumus sebagai
berikut :

- (P1/P2) - (P2/N2)
JPUNIY1L-P1) + (P2/N2)(1-P2)

Dalam pengujian terhadap hipotesis dengan asumsi bahwa Ho : P1 = P2 dan H1 :
P1 > P2 dan « = 0,05. Dan karena nilai P1 dan P2 tidak diketahui, sehingga dilakukan
dugaan bahwa P1 = P2 = P, dimana P merupakan gabungan proporsi populasi dengan
rumus sebagai berikut :

_ K1+K2

———— dimana :
N1+ N2

nilai K1, K2 merupakan sub sampel kelompok 1 dan 2, nilai N1, N2 merupakan populasi

kelompok 1 dan 2. Diperoleh hasi deviasi standard gabungan sebagai berikut :

o (P1-P2)=c P= /P(1-P)/N1+P(1-P)/ N2

Daerah kritis dengan taraf nyata diperoleh sebesar z > Z (cc) atau z > 1,645.

Untuk menentukan tanggung jawab pengelolaan basis data oleh instansi yang
terkait digunakan Analisis Rohm Matrix. Analisis ini diperkenalkan oleh Tapie J. Rohm Jr
(Nurwono, 1996; 61-62), yang telah mengotak-atik proses informasi di dalam organisasi
hingga menemukan sebuah matrik yang akhirnya disebut Rohm Matrix. Analisis ini
mencatat tentang siapa memerlukan yang menyangkut siapa yang mengumpulkan data dan
siapa yang mengambil keputusan, dimana data tersebut didapat mencakup darimana data

tersebut datang dan dimana akan disimpan, bagaimana cara menghasilkan informasi dari
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data yang ada dan apa keputusan yang diambil baik dari informasi yang dicari maupun

yang dihasilkan,
GAMBAR 3.7.
ANALYSIS ROHM MATRIX
> >
Data Masuk Keputusan Keluar
ORGANISASI
DATA INFORMASI
Data Diatur Data Diproses

l SYSTEM _|

Sumber : Nurwono, 1994; 61

3.4. Pemilihan Paket Perangkat Lunak Komputer dalam Pengolahan dan Analisa

Data.

Saat ini banyak beredar berbagai paket program komputer statistik, dari yang ‘kuno’
and berbasis DOS seperti Microstat, Micro TSP sampai yang berbasis Windows seperti SPSS,
SAS, Statistica dan lainnya. Software ini hanya melakukan pengolahan statistik deskriptif
maupun induktif, menyajikan berbagai grafik yang relevan untuk membantu pengambilan
keputusan di bidang statistik (Santoso, 2000; 8-9)

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) telah begitu populer dan digunakan
secara luas sebagai alat bantu untuk menganalisis suatu data dengan komputer. Pada awalnya
SPSS dibuat untuk memecahkan masalah statistik pada ilmu-ilmu sosial. Dengan semakin
populernya program SPSS, program ini diperluas sehingga dapat menganalisis dan
memodifikasi data di semua bidang. SPSS adalah suatu program komputer statistik yang

mampu memproses data secara cepat dan tepat menjadi berbagai output yang dikehendaki
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para pengambil keputusan. Hasilnya; dapat dicapai dengan mudah dengan hanya mengetahui
komputer secara praktis (Santoso, 2000; v). Beberapa fasilitas yang ada dalam SPSS antara
lain (Norusis, M. J. dalam Syahbana, 1992; 3-9) : Distribusi Frekuensi, Statistik Deskriptif,
Tabulasi silang dan Ukuran-ukuran asosiasi, Deskripsi Sub populasi, Pengujian Kesamaan
antara Dua rata-rata, diagram pencar dan korelasi, analisis varian satu dan banyak jal_an,
korelasi non parameterik dan pengujiannya, regresi dua vatiabel dan variabel ganda, tabulase
tanggapan data g_anda, korelasi parsial dan kanonik, analisis varian multivariat, analisis
diskriminan, analisis faktor, analisis klaster, analisis survival,-'analisis box-jenkins, dan
sebagainya. Dengan berpijak pada kondisi perangkat' lunak seperti diatas maka paket
perangkat lunak komputer SPSS digunakan dalam pengolahan dan analisis data penelitian dan

studi ini.

3.5. Pemilihan Model Data

Seperti telah dibahas pada Bab 2 tentang mode! data yang umum dipergunakan
dalamperancangan basis data yaitu model data hierarki, jaringan dan relasional. Untuk itu
perlu diperhatikan kemudahan penggunaan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan model
yang ada sebagai langkah lanjut dalam perancangan lebih terinci basis data dalam sistem
informasi terpadu pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan. Berdasar kelebihan
dan kekurangan yang ada dalam ketiga model tersebut, model re;lasional lebih unggul dari
kedua model lain. Dalam mode! relasional, basis data akan disebar (dipilah-pilah) ke dalam
berbagai tabe! 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan
Baris Data (Row/Record) dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan Kolom (Column/Field).
Di setiap pertemuan baris data dan kolom itulah, item-item data (satuan data terkecil)
ditempatkan (Fathansyah, 1999; 18). Dilain pihak, ditinjau dari keefisien implementasi kedua
model yang lain tersebut (model hirarki dan jaringan) lebih unggul karena dapat menyimpan
data skala besar dan sudah cukup populer di pasaran dan dunia usaha (komersial), tetapi tidak

mempunyai fondasi yang kuat untuk pengembangannya.
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Model basis data relasional sering pula disebut sebagai mode! relasional atau basis
data relasional. Model basis data ini ditemukan dan diperkenalkan pertama kali oleh E.F.
Codd. Model basis data menunjukkan suatu cara/mekanisme yang dipergunakan untuk
mengelola/mengorganisasi data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak
pula pada bagaimana pengelompokkan dan memberntuk keseluruhan data yang terkait dalam
sistem yang sedang ditinjau. Hingga saat ini, model basis data yang paling banyak
diterapkan/digunakan adalah model basis data relasional (Fathansyah, 1999 118).
Kemudahan dalam penerapan dan kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan
pengelolaan basis data yang ada di dunia nyata (real world) mérupakan alasan mengapa
model ini lebih populer untuk diterapkan.

Kajian dan telaahan secara lebih rinci terhadap ketiga model data disajikan dalam
Tabel II1.3. Atas dasar keunggulan karakteristik mode! data relasional terhadap kedua model
lainnya, maka dipilih model data relasional untuk mengembangkan model data koseptual

dalam studi ini.




TABEL IIL3.
KERANGKA EVALUASI MODEL DATA
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Contoh Sistem

Blok Bangunan Dala

Gambaran Strukiur
Data logis

- Trees

- Simple networks

- Complex networks

Kebebasan Data
- Path
- Urutan

Perintah DML

- Melihat Kembali

- Perubahan Data

- Penambahan Data
- Penghapusan Data
- Lainnya

Rata-rata pengaturan
Basis Data
Pengendali

Pelaksanaan Pekerjaan

Perubahan poinfers
yang dapat digunakan
untuk peningkatan

Pengamanan

Kewenangan
Pengamanan

Tanggung jawab
penambahan data pada
basis data

Modifikasi Strukfur Data

DL/ (1BM)

Field
Segment
Physical data base

Secara Langsung

Hubungan Logis secara tak
langsung

Hubungan Logis timbal balik

Tidak
Tidak

GU, GHU, GN, GHN, GNP, GHNP
REPL
ISRT
DLET

Sampai jalur hirarki

Ahli, pemula, programmer

Tinggi-menentukan bentuk akses
data

Rendah — akses data tak
terstruktur

Ya - memperbaiki

Ditentukan dalam subskema

Administrator Basis data atau
sejenisnya

Data base managemen system —
Perintah melalui INSERT,
REPLACE, DELETE

Penstrukturan bentuk, pengisian
struktur baru

IDMS (Cullinet)

Data item
Record
Set

Decomposisi beberapa bentuk
Decomposisi beberapa bentuk

Decomposisi beberapa bentuk
Menggunakan penyilangan
antar data

Tidak
Tidak

FIND, GET

MODIFY

STORE

ERASE

READY, FINISH, CONNECT,
DISCONNECT

Sampai ke bentuk

Ahli, pemula, programmer

Tinggi-menentukan bentuk
akses data

Rendah — akses data tak
terstruktur

Ya - memperbaiki

Ditentukan dalam subskema

Administrator Basis data atau
sejenisnya

Database management
system atau program aplikasi
— diperintah melalui status
penyisipan

Penstrukturan bentuk,
pengisian struktur baru

“antar tabel

SQL ~ the DML for IBM's
DATABASE 2

Attribute (kolom)
Tuple {baris})
Relation (tabel)

Decomposisi tabel
Decaomposisi tabel -

Decompasisi tabel
menggunakan penyilangan

Ya
Ya

SELECT
UPDATE
INSERT

DELETE

Trough the value of the
altributes

Pemakai akhir

Tinggi- akses data tak
terstruktur

Rendah {dibandingkan
dengan model data
hirarki & jaringan)-
akses penentuan
bentuk path

Ya - tetapi tidak
disarankan SQL-

Ditentukan dalam
subskema - tetapi dapat
dimodifikasi pada setiap
wakiu juga selama
penggunaan

Administrator Basis data
atau sejenisnya — dapat
didelegasikan

Sister manajemen Basis
data

Penstrukiuran kembali
setiap saat, termasuk
operasi dalam lingkungan
on-line

Sumber : Vasta, dalam Syahbana, 1992; 3-15




BAB 1V
GAMBARAN UMUM
WILAYAH KAJIAN KOTA BEKASI

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian untuk keperluan studi, dipilih suatu pemerintahan kota sebagai

obyek penelitian yaitu Kota Bekasi dengan beberapa gambaran sebagai berikut :

1. Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-undang.No. 9 tahun 1996 dengan luas
wilayahnya 21.049 ha (210,49 Km?) yang merupakan kawasan andalan prioritas
pengembangan, karena rﬁérupakan pintu gerbang menuju DKI jakarta dari arah timur.
Konsep pengembangannya dilandasi oleh kebutuhan untuk menyerasikan perkembangan

antara Ibukota negara yaitu DKI Jakarta dengan wilayah Botabek.

2. Kondisi geografis Kota bekasi dibatasi oleh satu propinsi dan 2 Kabupaten, yaitu Propinsi

DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.Kondisi topografinya merupakan'
suatu dataran rendah, ketinggian tanah berkisar antara 19-25 m diatas permukaan laut,
beriklim tropis, curah hujan rata-rata antara 333-345 mm dengan hujan 114 hari per tahun
dan suhu udara 28 — 32°C. Pola penggunaan lahan terdiri atas lahan terbangun 13.050 Ha
(62%) dan tidak terbangun 7.999 Ha (38%). Sebagian lahan perkotaan dipergunakan untuk
area permukiman dan lahan bukan perkotaan sebagian besar dipergunakan untuk pertanian,
Elemen utama pola tata ruang Kota Bekasi terdiri dari permukiman, jasa, industri dan
perkantoran, Mengingat kondisi lahan pertanian dan menghadapi perkembéngan kota DKI
Jakarta dan kawasan Botabek perlu diciptakan perencanaan yang efektif dan optimal proses
pelaksanaan pembangunan perkotaan khususnya bidang prasarana dan sarana perkotaan
yang sangat pesat akibat tuntutan warga kota dapat dipenuhi dengan baik.
. Kota Bekasi berpenduduk + 1.543.847 pada tahun 1998, termasuk kota ukuran besar yang
diharapkan dapat mewakili kota-kota di Indonesia, karena terletak di antara kota berukuran
sedang dan ukuran Metropolitan.

Wilayah Bekasi berkembang tidak saja karena faktor-faktor internal dari kota

tersebut sebagai kota industri tetapi juga sebagai penyangga dari perkembangan kota Jakarta
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yang sudah semakin padat sehingga mencari alternatif sebagai perkembangan kota adalah ke
arah Bekasi, dengan menempati perumahan-perumahan yang berada di Kawasan Kota Bekasi
tentu sangat memerlukan fasilitas prasarana dan sarana dasar di Perkotaan.

Kota Bekasi, sedang dan akan terus mengalami transformasi fisik, sosial, ekonomi
dan budaya dengan cepat. Pola pengelolaan pembangunan perkotaan yang diperlukan adalah
yang dinamis dan produktif, yang barus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi
kecenderungan perkembangan dan tuntutan kebutuhan, dapat menangkap peluang yang ada
serta mampu mencegah kemungkinan terjadinya dampak negatif, terutama dalam menghadapi
dibeflakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perﬁerintahan Daerah dan
Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Pembiayaan Pusat dan Daerah.

Banyaknya jenis kebutuhan fasilitas perkotaan (prasarana dan sarana) serta kebutuhan
jasa yang harus disediakan oleh suatu kota memberikan tantangan yang sangat berat bagi kota
tersebut untuk memenuhinya. Hal ini tidak saja menuntut biaya yang tinggi tetapi dengan
adanya peningkatan fasilitas dan jasa memberikan peluang yang lebih baik bagi warga kota
untuk meningkatkan sumber pendapatan yang pada akhirnya memberikan kesempatan untuk
menikmati semua fasilitas dan jasa yang telah disediakan seperti prasarana dan sarana
perkotaan. Untuk itu penyediaan fasilitas dan jasa tersebut perlu ditangani dan
diselenggarakan secara profesional karena berfungsinya fasilitas dan jasa perkotaan sangat

berkait erat dengan terpeliharanya jaringan distribusi maupun sistem kontrol.

4.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua tahapan yaitu pada saat
pelaksanaan survey pendahuluan yaitu mengadakan kegiatan wawancara tidak terstruktur
dengan mengunjungi instansi-instansi yang ada di daerah Tingkat II Kota Bekasi yang
meliputi Sekretariat Wilayah Kota Bekasi, BAPPEDA Kota Bekasi, Dinas Tata Kota Bekasi,
Dinas Perumahan Kota Bekasi, Dinas Bangunan Kota Bekasi, Dinas Kebersihan Kota Bekasi,
Dinas Pertamanan Kota Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, BPN dan Kantor

Statistik Kota Bekasi. Survey pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan untuk :




a.

b.
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Untuk mengetahui gambaran umum dari sistem pengelolaan pembangunan khususnya

prasarana dan sarana dasar perkotaan

Sebagai alat penyempurnaan bahan pertanyaan dan strategi pengumpulan data primer yang
akan dilakukan dalam survey data primer sekaligus pengumpulan data sekunder pada tahap
yang kedua.,

Dari hasil pengamatan pendahuluan (survey pendahuluan) didapatkan gambaran

bahwa Sumber utama data dan informasi pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana

dasar perkotaan di Kota Bekasi antara lain terkumpui dalam :

Dokumen-dokumen perencanaan baik dalam skala integral kota maupun dalam skala
sektoral

Dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan termasuk Data dan
Peta Jaringan pelaksanaan serta kebutuhan program pembangunan sektor air bersih,
persampahan, drainase kota dan banjir, air limbah, perbaikan kampung, perbaikan pasar,
jalan kota dan jembatan

Administrasi dan perijinan perubahan tata guna lahan dan pembangunan prasarana dan
sarana di perkotaan

Sistem Informasi Skala Kota

Dokumen-dokumen Studi dan Penelitian Insidentil

Pelayanan Masyarakat dan Data Kependudukan

Data potensi daerah dan strategi pelaksanaan

Dari hasil wawancara untuk mengetahui konsep-konsep manajemen dalam

pengelolaan pembangunan perkotaan didapatkan gambaran sebagai berikut :

Semua bentuk perencanaan detail yang ada pada masing-masing instansi di tingkat 1II,
selalu mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan instansi
terkait lainnya (Bag. Penyusunan Program Setkodya, dan lain-lain). Disamping itu juga
didasarkan atas usulan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing Kelurahan/Kecamatan

yang membutuhkan pembangunarn/ pemeliharaan prasarana dan sarana dasar di perkotaan,
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dengan adanya masukan-masukan oleh masyarakat yang membutuhkan.

- Adanya perubahan dalam pengelolaan pembangunan perkotaan dalam bidang pelayanan

khususnya perijinan dengan menyatukan semua jenis pelayanan untuk masyarakat pada

satu wadah yaitu Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) dengan hafapan bentuk pelayanan

tidak ke masing-masing Dinas / Instansi di Tingkat Kota tetapi langsung ke UPSA.

Komunikasi yang telah berjalan sudah menuju kearah yang lebih baik dalam pengelolaan

kota, sehingga usulan program/proyek dapat disampaikan- oleh masyarakat kepada

Dinés/lnstansi terdekat untuk disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan sebagai

ubaya penetapan prioritas };rogram/proyek. |

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan

sarana dasar perkotaan Kota Bekasi memiliki misi sebagai berikut :

a. memenuhi kebutuhan parasarana dan sarana dasar di perkotaan

b. merangsang pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi

c. meningkatkan dan memberdayakan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta
meningkatkan keswadayaan masyarakat

d. meningkatkan kemampuan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di
daerah serta memperkuat proses perencanaan pembangunan dari bawah.

e. Pemberdayaan masyarakat secara aktif, terpadu, gotong royong dan berkelanjutan.

Adanya keinginan dari instansi tingkat Kota dalam pengelolaan pembangunan prasarana

dan sarana dasar di perkotaan untuk menciptakan suatu jaringan informasi dengan basis

data yang terstruktur dan dapat berkomunikasi baik secara internal didalam instansi yang

bersangkutan maupun seluruh instansi di Tingkat Kota.

Disamping kondisi manajemen tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan kewenangan dan sumber daya dalam pengelolaan perkotaan yang dapat

menghambat proses pengelolaan tersebut, diantaranya :

a. Perlu disusun SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) secara menyeluruh dan

terpadu untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab pekerjaan
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pelaksanaan pengelolaan pembangunan.

b. Komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Atasan maupun
antar instansi di Tingkat Kota masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan pengelolaan
pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan.

¢. Dalam wawancara dengan beberapa instansi masih dipermasalahkan adanya ego-
sektoral yang dapat menghambat terjadinya kelancaran komunikasi dan pelaksanaan
pembangunan.

4.3, Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua tahapan pula yaitu tahap penyusunan
daftar pertanyaan dan penyebaran pertanyaan tersebut dalam rangka pengumpulan data primer
dengan menentukan responden yang telah dilakukan pada Bab 3. Diharapkan dalam
pengumpulan data primer dengan menggunakan metoda pengumpulan data seperti menyusun
daftar pertanyaan untuk diberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memiliki data teknis
dari penanganan pembangunan dan fakta di lapangan yang diharapkan mewakili kondisi
dukungan sistem informasi dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana prasarana
dasar di perkotaan. Seperti tujuan dari penelitian yang telah di jelaskan pada Bab I, maka
tujuan dari pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui dan menggambarkan tugas-tugas responden dalam pengelolaan pembangunan
kota yang membutuhkan suatu innovasi sebagai upaya keberhasilan untuk mencapai tujuan

pembangunan,
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b. Mengetahui perubahan-perubahan tugas-tugas pemerintahan yang terjadi dalam
pengelolaan pembangunan perkotaan sebagai antisipasi Undang-Undang No. 22 dan
25 tahun 1999 berkaitan dengan Otonomi Daerah.

c. Kelancaran Komunikasi Data melalui Kebutuhan informasi dan Sumber Informasi
dalam mendapatkan data pembangunan.

d. Penyimpanan Data dalam pengolahan data sebagai sumber informasi.

e. Sumber Daya Ma;nusia melalui keahlian yangi—diperoleh c-!ari kursus-kursus atau
training, pengetahuan responden dalam pengolaha}l data baik itu pengetahuan
pengoperasian software maupun hardware.

f. Operasi dan pemeliharaan melalui kemampuan dalam pengetahuan akan hardware
dan pemecahan masalah hardware yang dapat mendukung ekonomisasi dalam biaya
pengoperasian sistem informasi.

g. Kebutuhan data dalam pengelolaan pembangunan perkotaan baik itu untuk masa
sekarang maupun masa yang akan datang.

h. Mengetahui tingkat frekuensi penggunaan data secara relatif

i. Mengetahuni tingkat kepuasan dalam perolehan data baik itu tingkat kepuasan

maupun ke tidak puasan untuk mencari kualitas data yang diperoleh oleh para

pengguna.

j. Untuk mengetahui perolehan dan pengolahan dengan cara memperoleh data dan

penggunaan data,
k. Untuk mengetahui domain dari data (baik publik dan privat) melalui tingkat

kerahasiaan data oleh masing-masing pengguna data.

4.4. Hasil Pengumpufan Data Primer
Dari 73 daftar pertanyaan yang disebar, telah dikembalikan sejumlah 64 daftar
pertanyaan (dapat dilihat dalam tabel berikut ). Setelah dievaluasi dapat dikatakan telah

memenuhi syarat untuk diolah dengan asumsi bahwa pada masing-masing jawaban atas
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pertanyaan pada kuesioner telah mencerminkan kebutuhan dari instansi yang diteliti.
Dari jumlah tersebut berarti bahwa jumlah tersebut memenuhi syarat untuk diolah
melalui teknik analisis yang telah dipilih karena teknik analisisnya mensyaratkan .
jumlah sampel yang diolah harus lebih besar dari jumlah variabelnya yaitu sebanyak 60

buah. Hasil dari kompilasi data yang terbentuk dalam skala ordinal dapat dilihat dalam

tabel L2.1. s/d tabet 12,19, pada lampiran 2.

TABELIV.2.

DAFTAR NAMA DAN KODE INS'I;AN SI SAMPEL

S iNama sampel 2

1. Bidang Statistik dan Pelaporan (Bappeda Il} #1 Y1 STATPEL #1 !
2. Bidang Statistik dan Pelaporan {Bappeda 1i) #2 Y2 STATPEL #2 !

© 3. Bidang Statistik dan Pelaporan {Bappeda |l) #3 Y3 STATPEL #3 *}
4. Bidang Fisik (Bappeda II} #1 Y4 BID. FISIK #1 *
5. Bidang Fisik (Bappeda 1) #2 Y5 BID. FISIK #2 “
6. Bidang Fisik (Bappeda II) #3 Y6 BID. FISIK #3 ]
7. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Tk. I} #1 Y7 OPUBM 1L #1 *
8. Dinas Pekerjaan Umum {(DPU) Bina Marga Tk. Il #2 Y8 DPUBMII #2 *)
9. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Tk. Il #3 Y9 DFUBM Il #3 !
10, Dinas Pekerjaan Umum {DPU) Pengairan Tk. Il #1 Y10 | DPUAIRHl #1 )
1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Tk. Il #2 Y11 DPUAIR Il #2 *)
12. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Tk. Il #3 Y12 | DPUAIRII #3 "
13. Dinas Tata Kota Tk. 1l #1 Y13 DTK Il #1 ]
14, Dinas Tata Kota Tk. li #2 Y14 DTK It #2 *)
18. Dinas Tata Kota Tk, Il #3 Y15 DTK Il #3 "
16. Dinas Perumahan & PLP Tk. Il #1 Y16 DPLP I #1 M
17. Dinas Perumahan & PLP Tk. il #2 Y17 DPLP Il #2 *}
18, Dinas Perumahan & PLP Tk. Il #3 ¥18 | DPLPIl #3 *)
19. Dinas Bangunan Tk. Il #1 Y19 DINBANG 1l #1 |
20. Dinas Bangunan Tk. Il #2 ¥20 | DINBANG il #2 )
21. Dinas Bangunan Tk. Il #3 Y21 DINBANG I} #3 )
22, Dinas Kebersihan Tk. Il #1 ¥22 | DINKEB Il #1 **)
23. Dinas Kebersihan Tk. Il #2 Y23 DINKEB 1l #2 **)
24, Dinas Kebersihan Tk. 1l #3 Y24 DINKEB (I #3 *
25, Dinas Pertamanan Tk. 1 #1 Y25 DINPERT tI #1 b
26. Dinas Pertamanan Tk. || #2 Y26 DINPERT Il #2 )
27. Pusat Data Perenc. & Pengemb. Pemb. Daerah #1 Y27 PDP3D #1 "
28. Pusat Data Perenc. & Pengemb. Pemb. Daerah #2 Y28 PDP3D #2 ")
29 Pusat Data Perenc, & Pengemb. Pemnb. Daerah #3 Y29 POP3D #3 |
30. Bagian Penyusunan Program (Sekodya Bekasi) #1 Y30 | SUNPROG #1 "
31. Bagian Penyusunan Program {(Sekodya Bekasi) #2 Y31 SUNPROG #2 "
32. Bagian Penyusunan Program {Sekodya Bekasi) #3 Y32 | SUNPRCG #3 "
33. Proyek Air Bersih Tk, Il #1 Y33 | PABIl # !
34. Proyek Air Bersih Tk. Il #2 Y34 PAB1Il #2 )
35. Proyek Perbaikan Kampung (KIP) Tk. Il #1 Y35 PKIP Il #1 ")
36. Proyek Perbaikan Kampung {KIP) Tk. If #2 Y3is | PKIPIl #2 "
a7. Proyek Perbaikan Pasar (MIIP) Tk. | #1 Y37 | PMIP I #1 "
38. Proyek Perbaikan Pasar (MIlP) Tk. Il #2 Y38 PMIP Il #2 Y
39. Proyek Jalan Kota Tk. I} #1 ¥3g | PJKIL # )
40. Proyek Jalan Kota Tk. || #2 Y40 | PJKII  #2 “)




TABEL IV.3. (LANJUTAN)
DAFTAR NAMA DAN KODE INSTANSI SAMPEL

8i

41, Proyek Jalan Kota Tk. I #3 Y41 PJKIl  #3 ")
42, Proyek Persampahan Tk. Il #1 Y42 PSAMPAH Il #1 “
43. Proyek Persampahan Tk, Il #2 Y43 PSAMPAH Il #2 |
44, Proyek Dralnase Tk. Il #1 Y44 PDRAINASE If #1 "
45, Proyek Drainase Tk. I #2 Y45 | PDRAINASE Il #2 M
46, Proyek Air Limbah Tk. Il #1 Y46 | PALNI #1 )
47, Proyek Air Limbah Tk. [ #2 Y47 | PALIl #2 ]
48, Proyek JPS - PLPK TK. Il #1 Y48 | JPSPLPK #1 ")
49, Proyek JPS — PLPK Tk. I #2 Y49 | JPSPLPK #2 "
50. Badan Pertanahan Nasional Tk. Il Bekasi #1 Y50 | BPNII #1 "}
51. Badan Pertanahan Nasional Tk. Il Bekasi #2 Y51 BPNIi #2 "
52, Biro Pusat Statistik Tk. 1l Bekasi #1 Y52 | BPSIl #1 "
53. Biro Pusat Statistik Tk. || Bekasi #2 Y53 | BPSII #2 *)
54, Biro Pusat Statistik Tk. |i Bekasi #3 Y54 BPSHl #3 "
55, BAPPEDA Tingkat | Jawa Barat #1 Y55 BAPPEDA 1 #1 b
56. Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya Jawa Barat #1 Y56 DPUCK | #1 *}
57. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Jawa Barat #1 Y57 DPUBM | # )
58. Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan Jawa Barat #1 Y58 DPUAIR| #1 !
58. Kanwil Dept. Permukiman dan Pengem. Wil. Jabar #1 Y58 KANWIL KBW "
60. Badan Perencanaan Pembangunan Nasicnal #1 Y&0 BAPPENAS "
B1. Ditjen. Pembangunan Daerah, DEPDAGRI #1 Y61 BANGDA )
62. Ditjen. Pengemb. Perkotaan, Dept. Kimbangwil #1 Y62 DITJEN PERKOT. KBW *%)
63, Ditjen. Pengemb. Permukiman, Dept. Kimbangwil #1 Y63 DITJEN PERMUK. KEW **
64. Biro Perenc. Setjen. Dept. Kimbangwil #1 Y&4 BP SETJEN. KBW bl
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
Keterangan :
*) Nama dan singkatan telah lazim digunakan
**) Nama dan singkatan yang belum lazim,dipergunakan untuk kegiatan studi
#1 Responden |
#2) Responden 2
#3) Responden 3




BABY
ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA BEKASI

Pengolahan Data yang ada dilakukan dengan analisis statistik yang bersifat
deskriptif berdasar fakta hasil pengumpulan data primer. Dengan tujuan bahwa Statistik
Deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti
berapa rata-ratanya, scberapa jauh data-data b.érvariasi "dan sebagainya. Hal ini
dideskripsikan pada Tabel V.1. sampai dengan Tabel V.30. yang menggambarkan secara
ferperinci pengelompokan dan peringkatan jenis data pembangunan prasarana dan sarana
dasar di perkotaan dan instansi berdasarkan faktor-faktor tugas-tugas instansi dalam
pembangunan perkotaan, peran pemerintah dalam pembangunan perkotaan baik itu
pemerintah sebagai leading sector pembangunan maupun masyarakat dan swasta sebagai
leading sector pembangunan, kebutuhan dan sumber informasi, pengelolaan data sebagai
basis data dari informasi, kemampuan sumber daya manusia baik tingkat pendidikan
keahlian yang diterima, kemampuan menjalankan program aplikasi (software) maupun
pengetahuan hardware dan kemampuan dalam penyelesaian kerusakan/masalah hardware,
kebutuhan akan data pembangunan, frekuensi penggunaan relatif, kepuasan terhadap data

dan tingkat kerahasiaan data melalui proses analisis faktor dan analisis kelompok.

5.1. Analisis Manajemen Pembangunan Perkotaan

5.1.1. Tugas-Tugas Pembangunan Perkotaan

Menurut hasil penelitian, ada 49 instansi (76,563 %) yang menyatakan sangat
berkonsentrasi relatif tinggi kepada tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan
perkotaan adalah melakukan kegiatan-kegiatan secara berurutan tugas-tugas rutin, tugas
pengawasan dan tugas non rutin maupun evaluasi relatif lebih tinggi terhadap kegiatan
dari instansi yang lain, seperti ditunjukkan dalam Tabel V.1. Hal ini didukung dengan

hasil uji proporsi bahwa memang nyata instansi yang berkonsentrasi relatif tinggi
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melakukan kegiatan tersebut diatas. Sedangkan kegiatannya sendiri, seperti yang
ditunjukkan dalam Tabel V.2 menyatakan bahwa untuk kegiatan tugas-tugas pemerintah
pembangunan kota yang masih didominasi oleh kegiatan rutin, tugas pengawasan, tugas
non rutin maupun tugas evaluasi berada pada peringkat yang lebih tinggi dibandingkan
dengan tugas-tugas yang lain seperti pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal,

maupun peninjauan lapangan dan lain-lain.

TABEL V.1.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEGIATAN TUGAS PEMERINTAHAN

Y52, Y23, Y43, Y12, Y11, Y31

1 Y36, Y26, Y35, Y33, Y54, Y53, Y3, 41 64,063
Y25, Y2, Y34, Y37, Y38, Y48, Y49,
Y57, Y60, Y13, Y50, Y20, Y21, Y44,
Y6, Y42, Y45, Y58, Y59, Y64, Y24, 49 76,563
Y27, Y29, Y46, Y47, Y51, Y30, Y5,
Y14, Y15, Y18, Y22, Y28, Y55

Tinggi

[ Y7, Y62 2 3,125

Sedang v Y32 1 1,563
\' Y19, Y4 2 3,125 5 7,813

Vi Y17, Y56 2 3,125

Rendah Vil Y61, Y1, Y63 3 4,688
VI Y8, Y16, Y40, Y10 4 6,250 10 15,625

1X Yg, Y41, Y38 3 4,688
Total 64 100 64 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.1.)

GAMBAR 5.1,
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEGIATAN TUGAS PEMERINTAHAN

Prosentase

[ nom v v Vv v vIE X

Kelompok
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Tabel V.1.)
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TABEL V.2.
KEGIATAN DALAM TUGAS PEMERINTAH KOTA

B colatan SRR

1. Tugas Rutin X1 16,63

2. Pengawasan X3 14,83

3. Tugas Non Rutin X2 14,17

4. Evaluasi X4 14,07

5. Peninjauan Lapangan X7 13,40

6. Pertemuan Terjadwal X5 13,30

7. Pertemuan Tidak Terjadwal X6 11,30

8. Lain-lain X8 2,30
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 2, Tabel L2.1.) .

GAMBAR 5.2.
KEGIATAN DALAM TUGAS PEMERINTAH KOTA

Prosentase

T % £ % %k % £ R
Kegiatan
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Tabel V.2.)

5.1.2.Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perkotaan

Dari hasil kompilasi data seperti yang diperlihatkan dalam lampiran 2 tabel L2.2
diperoleh bahwa peran Pemerintah sebagai leading sector pembangunan tingkat
keterlibatan penuh pemerintah adalah Perencanaan yang menduduki posisi teratas,
monitoring dan evaluasi, pembiayaan, sedang pada tingkat pengendalian meliputi
kegiatan pelaksanaan pembangunan dan tingkat keterlibatan pada pelayanan administrasi
adalah pengelolaan dan kegiatan yang lain-lainnya.

Dari hasil analisis kelompok seperti diperlihatk@ dalam Tabel V.3. yang
melibatkan kegiatan tersebut diatas, maka dapat dilihat ada 37 instansi (57,813 %) yang

sangat intensif di peringkat tinggi dalam kegiatan seperti yang diuraikan tersebut diatas,
tetapi uji proporsi belum menunjukkan taraf nyata, bahwa iaroporsi kelompok instansi

peringkat tinggi lebih besar dari kelompok berperingkat rendah (ranking VIII dan IX).
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Namun demikian, walaupun ada faktot kebetulan terbukti bahwa memang ada instansi
yang berpendapat bahwa bila pemerintah sebagai leading sektor pembangunan maka ada
keterlibatan penuh pemerintah, yaitu paling tidak nyata bahwa proporsi kelompok instansi
berperingkat tinggi sama dengan proporsi kelompok berperingkat rendah yang hanya
terdiri dari 25 instansi (39,063 %). Hal ini menunjukkan bahwa ada instansi yang terlibat
kepada seluruh kegiatan yang ada dalam proses pembangunan yang meliputi proses
perencanaan, pelaksmm pembangunan, evaluasi, pehgelo_laan dan ‘ pelayanan

administrasi seperti terlihat dalam Tabel V.4.

TABEL V.3.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI BERDASARKAN
PERAN PEMERINTAH SEBAGAI LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN

Tinggi [ Y62; Y46 2 | 31425
1 Y5; Y6 2 | 3128
m Y17 1 1,563
v ¥22: Y9 Y39; YA1; Y4 5 | 7813 7 | 5781
v Y24: Y49; Y26: Y28; Y29; YAT; Y48; 27 | 42,188
Y18: Y25, Y27, Y51; Y1; Y2; Y3; Y15
Y23+ Y32, Y34: Y42: Y43; Y45; Y50;
Y7 Y12: Y33 Y52; Ya4
Sedang VI Y10 1 1,563
Vil Y21 1 1,563 2 3125
Rendah VI | Y63, Y20, Y5, Y40, Y55, Y56; Y57, 34 | 37,500
S| yse: s Y80 Y&1; Y11; Y13; Y14;
Y30 Y31: Y36 Y16: Y64: Y35, Y3T; 25 | 39,063
Y38 Y53, Y54
IX Y19 1 | 1563
Total 64 100 64 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
{(Lampiran 3, Tabel L3.2.)

TABEL V4.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DIMANA
PEMERINTAH SEBAGAI LEADING SECTOR PEMBANGUNAN

1. Perencanaan 7969% | 1718% 0,00 % 3.13% 0,00 %
2, Pembiayaan 79,69 % 4,69 % 3,13% | 1250% 0,00 %
3. Pelaksanaan Pembangunan 2500% | 50,00% | 18,75% 6,25 % 0,00 %
4, Monev. Manfaat 59.38% | 31,25% 469 % 469 % 0,00 %
5. Pengelolaan 3438% | 3438% | 2182% 9,38 % 0,00 %
6. Lain-lain 4,89 % 1,56% | 42,19% 3,13% 3,13 %

Sumber ©  Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 2, Tabel L2.2.}
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: GAMBAR 5.3.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI BERDASARKAN
PERAN PEMERINTAH SEBAGAI LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN

Prosentase

1 ] n v v ViVl viE X
Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Tabel V.4.)

Seperti uraian pada Tabel V.3. dari hasil analisis faktor seperti yang
diperlihatkan dalam lampiran analisis pada tabel L3.3. dan L3.4. diperoleh bahwa dimana
Masyarakat dan Swasta sebagai leading secter pembangunan peran pemerintah dalam

pengendalian dan pelayanan administrasi menduduki peringkat yang tinggi.

TABEL V.5.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DIMANA
MASYARAKAT SEBAGAI LEADING SECTOR PEMBANGUNAN

1. Perencanaan 18,75% | 56,25% | 2031 % 4,69 % 0,00 %
2. Pembiayaan 21,88% | 31,25% | 18,75% | 28,13 % 0,00 %
3. Pelaksanaan Pembangunan 459% | 4688% | 23,44% 25,00 % 0,00 %
4, Monev. Manfaat 2069% | 4688% 1 2031 % 3,13 % 0,00 %
5. Pengelolaan 625% | 17.19% | 26,56 % 50,00 % 0,00 %
6. Lain-lain 4,69 % 000% | 31,25% 15,63 % 1,56 %

Sumber : Hasil analisis peneiiti, 2000
(Lampiran 2, Tabel L2.3.)

Dari hasil analisis kelompok seperti diperlihatkan dalam Tabel V.6. dan V.8.

yang melibatkan kegiatan tersebut diatas, maka dapat dilihat ada 33 instansi (51,563 %)
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pada Tabel V.6. dan 54 instansi (84,375 %) pada Tabel V.8. yang berada di peringkat

tinggi dalam kegiatan seperti yang diuraikan tersebut diatas.

TABEL V.6.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN PERAN PEMERINTAH DIMANA MASYARAKAT
SEBAGAI LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN

I Y50; Y2; Y51; Y42; Y44, Y45; Y24, Y26, 22 34,375
Y28; Y29; YA8; Y49, Y3, Y27; Y33, Y34, 33 51,563
Y43: Y47, Y15; Y18; Y1; Y23
1} Y62 1 1,563
IV Y8: Y40; Y9, Y39; Yd1: Y46 3] 9.375
Sedang v Y17; Y22; Y52 3 4,688
4 6,250
VI Y5 1 1,563
Rendah Vi Y16; Y10; Y12; Y30; Y31 5 7,813
Vil Y35; Y63, Y64, Y13; Y14; Y19, Y20, 21 32,813 27 42,188
Y32 Y36, Y37, Y38, Y53; Y55, Y56,
Y57; Y58; Y59; Y60; Y61, Y21; Y4
1X Y54 1 1,563
Total 64 100 64 400

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 3, Tabe! L3.3.)

GAMBAR 5.4.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN PERAN PEMERINTAH DIMANA MASYARAKAT
SEBAGAI LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN

Prosentase

| I ]! v v vl IX

Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
{Tabel V.6.)




TABEL V.7.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DIMANA
SWASTA SEBAGAI LEADING SECTOR PEMBANGUNAN

{Lampiran 2, Tabel L2.4.)

TABEL V.8.
ENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI BERDASARKAN

PERAN PEMERINTAH DIMANA SWASTA SEBAGAI LEADING SEKTOR

PEMBANGUNAN

1. Perencanaan 10,04 % | 56,25% | 29.13% 4,69 % 0,00 %

2. Pembiayaan 1,56 % 938% | 1406% | 75.00% 0,00 %

3. Pelaksanaan Pembangunan 625% | 40,63% | 31,25% 21,88 % 0,00 %

4, Monev. Manfaat 459% | 70,31% | 21.88% 3,13 % 0,00 %

5. Pengelolaan 469% | 10,94% | 3594% | 50,00% 0,00 %

6. Lain-lain 4,69 % 0,00% | 26,56% | 14,06% 469 %
Sumber : - Hasil analisis peneliti, 2000 - -
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masyarakat/swasta

(Lampiran 3, Tabe! L3.4.}

dalam pembangunan prasarana

dan

sarana

Tinggl T Y50 YT, YA9; Y51: Y2; YAT, Y5, Y6, | 25 | 39,063
Y15 Y23: Y26; Y27; Y28; Ya4; Y48,
Y1: Y25: Y33: Y43: Y45; Y3; Y18; Y29:
Y34; Y42
I Y62; Y63 2 | 3125 54 | 84,375
1l Y4; Y9; Y20: Y30; Y41; Y35, Y53; Y8; 15 | 23,438
Y40; Y12: Y13; Y14; Y36; Y4O; Y46
v Y11; Y55: Y56; Y57: Y58; Y59; Y60, 12 | 18750
Y61- Y64: Y17: Y18; Y52
Sedang V' Y22 1 1,583
Vi Y24 1 1,563 2 [ 3125
Rendah Vil Y16; Y54 2 | 3425
VI Y21: Y38: Y37, Y32 4 | s250 8 | 12,500
X Y30: Y31 2 | 3125
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

pada

Meskipun uji proporsi belum menunjukkan taraf nyata, bahwa proporsi
kelompok instansi peringkat tinggi lebih besar dari kelompok berperingkat rendah, namun
demikian terbukti bahwa memang ada instansi yang berpendapat bahwa terbukti ada
pergeseran peran Pemerintah tidak saja sebagai provider (penyedia fasilitas prasarana dan
sarana perkotaan) tetapi sudah pada tahap pengendalian dan pelayanan administrasi saja
seperti ditunjukkan dalam Tabel V.5. dan Tabel V.7. Dari hasi analisis tersebut

menunjukkan bahwa ada instansi yang terlibat dalam kegiatan pelayanan kepada

saat
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masyarakat/swasta yang bertindak sebagai leading sector (memiliki kepentingan penuh)

kepada seluruh kegiatan yang ada dalam proses pembangunan.

5.1.3.Kebutuhan Informasi Pembangunan Perkotaan
a. Kebutuhan Informasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari para sampel
* menunjukkan bahwa ada 49 (76,563 %) instansi yang ﬁembuuﬂlkan informasi
pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan dengaﬁ peringkat yang tinggi,
terlihat dalam Tabel V.9. Hal ini menunjukkan bahwa memang lebih banyak instansi
yang membutubkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam
pembangunan prasarana dan sarana di perkotaan dibandingkan dengan instansi yang
hanya membutuhkan sedikit informasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

perkotaan.

TABEL V.9.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEBUTUHAN INFORMASI

e

Tinggi | ] Y19; Y8: Y40 ] 3 | 4688
1l Y23: Y7; Y11; Y24; 4 | 6250
i Y28 11 1563
V| Y7 Y4 Y18; Y48; Y49; Y56; YO; Y32; #1 | 64083 49 | 76,583
Ya1: Y3; Y33; Y39, Y55; Y57; Y58; Y1,
Y30, Y34: Y45 Y21; Y22; Y25; Y2T:
Y35; Y37 Y46, Y47; Y12; Y26, Y38,
Ya2: Y13: Yi4; Y15. Y29 Y59 Y20,
Y36: Y60; Y61; Y53
Sedang v Y31, Y50 2 |__3.125 2 | 3125
Rendah VI | Y43, Y6; YZ; Ya44; Y51 5 | 7,813
vil | Y4s; Y10; Y16; Y54; Y64 5| 7813
vt | ys2 1| 1563 13 7 20313
x| ves vs2 2 | 3125
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.5.)

Meskipun uji proporsi belum dalam taraf nyata tetapi ada faktor kebetulan

bahwa memang jumlah instansi yang berperingkat tinggi dalam membutuhkan lebih
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banyak dibandingkan dengan instansi yang berperingkat lebih rendah. Proporsi

kelompok yang membutuhkan informasi yang berperingkat sedang sebesar 2 instanst

(3,125 %) dan yang berperingkat rendah sebesar 13 instansi (20,313 %)

TABEL V.10.
FUNGSI KEBUTUHAN INFORMASI

|
1. | Perencanaan X1 20,64
2. | Pelaksanaan & Pengawasan X2 20,55
3. | Pengendalian Proyek X3 19,04
4. | Monitoring & Evaluasi X5 18,65
5. | Pengendalian Program x4 - 18,31
6. | Lain-lain X6 - 2,81
Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 2, Tabel L2.5.)

GAMBAR5.5.

PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI

B

Su

Dari tabel

iERDASARKAN KEBUTUHAN INFORMASI

Prosentase

1 i 1] v v viooovi Vil IX

Kelompok

mber : Hasil analisis penelit, 2000
{Tabel V.9.)

tersebut diatas menunjukkan bahwa kebutuhan informasi yang

utama adalah ditujukan untuk tahapan pekerjaan perencanaan (20,64 %), untuk

pelaksanaan dan pengawasan (20,55 %), untuk pengendalian proyek (19,04 %),

Monitoring dan Ev

aluasi (18,65 %), pengendalian program (18,31 %) dan lain-lain

(2,81 %). Hal ini mendukung pernyataan pada tugas pemerintah dalam pembangunan
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kota dan peran pemerintah dalam pembangunan kota baik itu pemerintah sebagai
leading sector maupun masyarakat dan swasta sebagai leading sector bahwa tugas
utama pemerintah adalah dalam perencanaan secara menyeluruh (dalam skala kota),

serta mengadakan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan.

. Sumber Informasi

Dari hasil diatas dan dijabarkan kedalam tabel 4.9. menunjukkan bahwa lebih

banyak informasi didapatkan dari luar instansi seperti diumjlikkan dalam Tabel V.11. -

dibawah ini.

TABEL V.11.
PENILAIAN INSTANSI ATAS PENTINGNYA SUMBER INFORMASI

1 Instansi di luar tempat kerja (X1) 455 17,69
2. | Rekan sejawat dalam kantor (X2) 414 16,10
3. | Pejabat atasan langsung (X4) 394 15,32
4. 1 Badan Koordinasi {UPSA, PIU, UPT dll) / (X3) 370 14,39
5. | Instansi atasan (X5) 339 13,18
6. | Bawahan (X6) 332 12,91
7. | Instansi Bawahan (X7) 268 10,42
Total 2.572 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{(Lampiran 2, Tabel L2.6.)

Dari hasil diatas dan dijabarkan kedalam analisis kelompok pada lampiran
tabel L2.6. yang ditunjukkan dalam Tabel V.12. menyatakan bahwa ada 18 instansi
(28,125 %) yang menggunakan informasi tersebut lebih lanjut. Pada proporsi yang
sedang menggunakan informasi tersebut sebesar 27 instansi (42,188 %). Sedang
proporsi kelompok rendah menunjukkan sebesar 19 instansi (29,688 %). Dari hasil uji
proporsi menunjukkan bahwa hasil yang tidak nyata, yang berarti bahwa proporsi
instansi yang berperingkat tinggi sama dengan proporsi yang berperingkat rendah.
Tetapi hal ini sudah menunjukkan ada faktor yang membuktikan bahwa memang
banyak informasi yang dibutuhkan untuk proses pembangunan prasarana dan sarana
perkotaan yaitu paling tidak proporsi kelompok tinggi dan kelompok sedang

menggunakan informasi hampir sama dengan proporsi kelompok rendah yang berarti




92

bahwa kondisi ini memiliki potensi untuk mengembangkan basis data pembangunan

prasarana dan sarana dasar di perkotaan

TABEL V.12,
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN SUMBER INFORMASI DALAM MENDAPATKAN DATA

i .| Yis , 1 1,563 18 28,125
m Y3: Y5: Y33; Y1; Y44; Y4; Y6 7 | 10,938
v Y8: Y40 2 3,125
Sedang v Y43: Y45; Y2; Y42; Y27: Y25, Y60; Y28; 17 | 26,563
. Y59: Y26; Y58; Y56; Y&7; Y31, Y51; Y55;
Y61 27 | 42,188
Vi Y21: Y35; Y37; Y38; Y18; Yi7; Y20, Y7, 10 | 15,625
Y11: Y12
Rendah Vil Y48: Y22, Y24 Y4T: Y49; Y9: Y10; Y41; 1 | 17,188
Y39; Y16; Y50
VIll | Y52 Y15: Y63: Y14: Y54; Y13; Y53 7 | 10938 19 | 29.688
X ye2 1 1,563
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabe! L3.6.)

GAMBAR 35.6.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI BERDASARKAN
SUMBER INFORMASI DALAM MENDAPATKAN DATA

Prosentase

| i It v v vio vl vt X

Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Tabel V.12.}

¢. Penyimpanan Data dalam Pengelolaan Informasi
Indikasi kebutuhan sistem basis data pembangunan prasarana dan sarana dasar

di perkotaan juga didukung oleh informasi bahwa basis data terpadu prasarana dan
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sarana dasar perkotaan yang ada di Kota Bekasi masih banyak disimpan secara
konvensional (43,20 %) sedang masing-masing instansi ada yang telah memiliki basis
data yang akan dikembangkan untuk lebih dapat dipergunakan secara bersama-sama
baik di kaléngan internal instansi yang bersangkutan maupun antar instansi yang ada di

Kota Bekasi yaitu sebesar (20 %) seperti yang diperlihatkan pada Tabel V.13.

TABEL V.13. - : -
SUMBER INFORMASI

NG SUMBeFInformas RS
1. | Konvensional & bersistem X3 25,60'
2. | Sistem Database x5 20,00
3. | Disk, bersistem x4 18,40
4, | Konvensional tidak bersistemn X1 17,60
5. | Disk, tidak bersistem X2 17,60
6. | Lain-lain yang lebih canggih X6 0,80

Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 2, Tabel L2.7.)

TABEL V.14,
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN CARA MENYIMPAN DATA

Y585, Y60; Y61 " 4,688
I Y1: Y2; Y3: Y28; Y29; Y47, Y50Q; Y51, 10 15,625
Y57, Y59
1 Y6, Y27; Y4; Y31 4 6,250 32 50
v Y16; Y15, Y25; Y42; Y44; Y45, Y§, 15 23,438
Y40 Y12, Y13; Y14; Y30; Y32; Y40,
Y63
Sedang \' Y20 Y21; Y24; Y36; Y7; Y11, V5§ 12 18,750 12 18,750
Y62: Y22 ¥52; Y53; Y54
Rendah Vi Y33; Y34 2 3,125
Vil Y43; Y4B, Y26; Y49 4 6,250 20 31,250
Vil ¥Y5: Y17: Y18, Y9; Y39; Y41; Y56, Y64 8 12,500
IX Y19; Y23; Y35; Y37; Y38; Y46 6 9,375
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.7.}

Dari hasil kompilasi tersebut diatas (Tabel V.14) terdapat 50 % (32) instansi
yang memiliki kepentingan terhadap cara pengelolaan dan penyimpanan sistem basis

data sehingga dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat. Meskipun hasil uji
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proporsi menunjukkan hasil yang tidak nyata, tetapi ada faktor kebetulan yang
menunjukkan bahwa instansi yang berperingkat tinggi lebih banyak dari instansi yang
berperingkat rendah yang memiliki kepentingan terhadap cara pengelolaan dan
penyimpanan sistem basis data untuk mendapatkan sistem informasi yang cepat dan

tepat.

5.1.4. Sumber Daya Dalam Pengelolaan Sistem Informasi

* a. Keahlian Sumber Daya Manusia

Dari hasil analisis kelompok yang diperlihatkan pada Tabel V.15.
menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan sumber daya manusia mengenai
sistem informasi masih berada dibawah rata-rata. Hal ini ditunjukkan bahwa proporsi
kelompok tinggi hanya ada 17 instansi (26,563 %) sedang proporsi kelompok sedang
ada 13 instansi (20,313 %) dan proporsi kelompok rendah paling banyak yaitu 34
instansi (53,125 %).

TABEL V.15.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Y2; YB0; Y3, Y62; Y34; Y59 6
11t Y24 i 1 17 26,563
v Y51; Y27; Y30; Y48; Y52; Y8, Y17; Y33, g
Y40 -
Sedang \ Y5; Y6, Y63; Y18; Y57, Y13; Y15; Y29, 9 .
Y31 13 20,313
Vi Y55; Y50; Y56; Y54 4 6,250
Rendah VIL | YB4; Y1 Y9; Y41, YB1; Y47, Y58 7 10,938
VIl ¥28; Y44; Y45 3 4,688 a4 53,125
IX ¥32; Y49, Y19; Y21; Y22, Y25, Y39, 24 37,500
Y43 Y4; Y7; Y10; Y11; Y12; Y14; Y16,
¥20; Y26, Y35 Y38, Y37, Y38; Y42,
Y46; Y53
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabel L3.8.)
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Hasil uji proporsi memang menunjukkan hasil yang tidak nyata yaitu bahwa
proporsi kelompok tinggi lebih rendah dari kelompok yang berperingkat rendah.
Sehingga meskipun sistem informasi terpadu pembangunan prasarana dan saranﬁ dasar
di perkotaan memerlukan keterpaduan dalam sistem basis data tetapi kemampuan dari
aparat yang ada di Tingkat II masih perlu ditingkatkan untuk dapat mengoperasikan
maupun perawatannya karena dalam perawatan memerlukan biaya yang tinggi.
Kemampuan tersebut tidak dapat dilihat dari kemampuan formal seperti yaﬁg
diperlihatkan dalam Tabel V.15. saja.

GAMBAR 5.7.

PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA

Prosentase

| 11 n v v vioovi vt X

Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Tabel V.15.)

Kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan hasil analisis kelompok yang lain
seperti dalam Tabel V.16. tentang kemampuan penguasaan akan perangkat l_unak
(software) yang menunjukkan bahwa sebagian besar instansi berada pada proporsi
kelompok tinggi yaitu 30 instansi (46,875 %) yang memiliki pengetahuan akan
program aplikasi perangkat lunak. Sedangkan 29 instansi (45,313 %) memiliki
pengetahuan yang sedang dan berada pada proporsi kelompok sedang (V). Hanya 15
instansi (7,813 %) yang sama sekali tidak mengerti/ menguasai program aplikasi yang

ada.
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TABEL V.16.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN PENGUASAAN SOFTWARE APLIKASI

“Tinggl | ! | Y14, Y62 Y5, Y63 4 | 6250
] Y28: Y33; Y61; Y27; Y29; Y50; Y55; Y8, 10 15,625
Y40; Y42 a0 46,875
I Y13; Y15 2 3,125
v Y17: Y24; Y49, Y51; Y56; Y57, Y60, 14 21,875
Y64: Y18; Y35, Y36; Y37, Y52 Y59 |
Sedang V] Y2'Y6; Y30, Y45; Y54; Y58; Y1; Y3, Y7, 29 45313 29 45,313

Yi1: Yi6; Y20; Y21; Y23; Y25 Y34,
Y43 Y47 Y9, Y39; Y41; Y44; Y46; Y48,
Y4: Y10: Y12; ¥22; Y53

Rendah Vi Y32 1 1,563
Vil Y38 1 1,563 5 7,813
vill Y19 1 1,563
X ¥31; Y26 2 3125
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisls peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.9.)

GAMBAR 5.8.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN PENGUASAAN SOFTWARE APLIKASI

Prosentase

| i 1] v A viooovik vl X

Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Tabel V.16.)

b. Pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam Pengenalan Perangkat Keras
Dari “hasil analisis kelompok yang diperlihatkan pada Gambar 35.17.

menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan sumber daya manusia mengenai
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pengenalan terhadap perangkat kerds sistem informasi (komputer) sudah mencukupi.
Hal ini ditunjukkan bahwa proporsi kelompok tinggi hanya ada 39 instansi (60,938 %)
sedang proporsi kelompok sedang ada 16 instansi (25 %) dan proporsi kelompok
rendah 9 ihstansi (14,063 %). Bahkan hasil uji proporsi kelompok berperingkat tinggi
yang telah memiliki pengetahuan perangkat keras (ranking I sampai dengan III)
tersebut teruji secara nyata lebih besar dari kelompok rendah (ranking VII sampai
dengan IX). Dengan demikian membuktikan bahwa memang banyak instansi'yar'1g
telah memiliki pengetahuan yang sudah mencukupi tentang pengenalan terhadap

perahgkaﬁ keras.

TABEL V.17.
PENGELOMPOXAN DAN PERINGKATAN INSTANSI BERDASARKAN
PENGERTIAN TENTANG PERANGKAT KERAS SISTEM INFORMASI

Y5: Y27; Y28; Y29; Y30; Y50; Y54, Y56;
Y58; Y62; Y&3; Y1, Y55; Y64
Il Y31; Y46; Y49 3 4,688 ag 60,938
[H] Y3; Y48; Y51; Y53; Y2; Y8; Y15; Y35, 22 34,375
Ya7: Y38; Y40, Y44; Y45, Y52, Y57,
Y58: Y10; Y34; Y36; Y47; Y60; Y561
Sedang v Y9; Y41 2 3125
\' Y6: Y13; Y14, Y19; Y21; Y26; Y25; Y43 8 12,500 16 25,000
Vi Y17; Y18, Y7, Y12; Y16; Y33 -] 9,375
Rendah vl Y20 1 1,563
Vil Yaz 1 1,563 g 14,063
X Y4; Y11, Y22; ¥23; Y24; Y39; Y42 7 10,938
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.10.}

Hasil analisis kelompok lain tentang kemampuan dalam hal perawatan
hardware seperti yang diuraikan dalam Tabel V.18. menunjukkan bahwa kemampuan
tersebut masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan instansi yang mengerti terhadap
perawatan untuk menangani masalah terhadap kerusakan yang ada hanya 13 instansi
(20,313 %) yang ditunjukkan pada proporsi kelompok tinggi, sementara yang hanya
dapat menangani sebagian kecil dari kerusakan-kerusakan hardware sistem informasi

seperti ditunjukkan pada proporsi peringkat sedang adalah 12 instansi (18,750 %) dan
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ini didukung oleh hasil uji proporsi yang menyatakan bahwa kelompok berperingkat
rendah lebih banyak dari kelompok berperingkat tinggi. Sedang yang sama sekali tidak
dapat mengatasi kerusakan atau problem yang ditimbulkan oleh perangkat keras adalah
39 instansi (60,938 %). Ini membawa dampak terhadap perencanaan sistem informasi
yang akan diusulkan secara konseptual apakah menggunakan sistem terpusat atau
sistem terdesentralisasi, disamping akan membawa pengaruh terhadap penghematan
terhadap sistem ﬁeijawatan / pemeliharaan jaringan sistem 'infomiasi yang ada.

. TABEL V.18.

PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
| BERDASARKAN KEMAMPUAN DALAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN

1
1l Y28, Y30; Y19; Y31 4 6,250 13 20,313
1) Y56; Y59 2 3,125
[\ Y2: Y27, Y48; Y55; Y63; Y17 8 9,375
Sedang \") ¥Y1: Y29, Y50; Y5; Y6; Y18; Y57, Y60, g 14,063
Vi Yé1 3 4,688 12 18,75
¥8; Y40; Y54
Rendah Vit Y3 Y34; Y49; Y51; Y58; Y13; Y14; Y15, 10 15,625
Y26; Y33
Vil Y21 4] 1,563 39 60,938
IX Y25; Y42; Y44; Y45, Y4, YT, ¥9; Y10; 28 43,750
Y11: Y32; Y16, Y20; Y22; Y23; Y24,
¥32; Y35; Y36, Y37, Y38, Y39 Y41,
Y43; Y46; Y47 Y52; Y53; Y64
i Total 64 100 64 100
! Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabel L3.11.)

5.2. Analisis Penggunaan dan Kebutuhan Data
5.2.1.Penggunaan Data Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Berdasarkan pendeskripsian terhadap kebutuhan data yang ditawarkan kepada 64
sampel seperti yang ditunjukkan Tabel V.19. yang merupakan hasil analisisdari tabel
L2.12b.diperoleh gambaran bahwa ada 28 instansi (43,75 %) yang menggunakan data
dalam kelompok peringkat tinggi, 8 instansi (12,50 %) yang menggunakan data berada
dalam kelompok peringkat sedang dan 28 instansi (43,75 %) yang menggunakan data

dalam kelompok peringkat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kelompok
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peringkat instansi yang membutuhkan data pada kelompok peringkat tinggi sama dengan
proporsi kelompok instansi yang membutuhkan data pembangunan pada peringkat
rendah.

TABEL V.19.

PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEBUTUHAN DATA

Y1, Y2 Y3 Y27, Y28 Y29, Y3%:| 21 | 32813
Y32:Y48: Y61; Y62, Y49 YBO; Y59;
Y83: Y55: Y56: Y64: Y18; Y17; Y30 )
| vis 1] 1.563 2 | 43750
mo | va vis: ve: Y14 4| 6250
v | vz : 1] 1583
v | vie 11 1,563
Sedang Vi Y7 1 1,663
AR e DR VAR Y 8 | 12,500
Vi | Y24; Y46 Y22: Y23: Y43, Y42: Y47 7 | 10,938
Rendah VIl | Y33: Y34 2 | 3.125
x| vss: Y57 Y4d; Y52 Y5; Y18, Y45 26 | 40,625 28 | 43,750
Y20: Y26; Y50: Y11; Y25; Y51; Y8; Y9;
Y12: Y35 Y36; Y37, Y38; Y39; Y40;
Y41. Y10, Y53, Y54
Total 64 100 64 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 3, Tabel L3.12b.}

GAMBAR 5.9.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN KEBUTUHAN DATA

Prosentase

Kelompok

Sumber : Hasil analisis peneiiti, 2000
{Tabel V.19.)
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Bahkan proporsi kelompok pengguna data dalam peringkat tinggi (ranking I
sampai dengan V) tersebut teruji secara nyata sama besar jumlahnya dengan kelompok
rendah (ranking VIII sampai dengan IX) yang terdiri dari 28 instansi (43,75 %). Dengan

demikian, terbukti, memang banyak instansi memakai data yang sama.

5.2.2.Kebutuhan Data

Dari hasil analisis kelompok pada tabel I_:2.1315. ya:.ng ditqnjukkan Tabel V.20.
diperoleh gambaran bahwa dari ke 60 data pembangunan yang ditanyakan kepada 64
sampel, ada 26 data (43,333 %) yang digunakan secara bersama-sama oleh instansi
pengguna. Hal ini menunjukkan suatu kesimpulan bahwa banyak instansi yang

menggunakan data yang sama.

TABEL V.20.
PENGELOMPOXAN DAN PERINGKATAN DATA
BERDASARKAN TINGKAT KEBUTUHAN INSTANSI

TX1: X8: X2: o 4| 6667
i} X56; X58; X60; X57; X59 -] 8,333 2% 43.333
H]I XB: X14; X17; X40; X45; X19; X16; X18; 17 28,333
X42: X43; X48; X15; X47, X44; X4S;
X41; X46
Sedang v X10; X11 2 3,333
v X27: X30; X32; X50; X29; X31; X53; 12 20,000
X85+ X28; X52; X54; X51 29 | 48333
VI X23; X20; X25; X21; X33; X36; X38, 15 25,000
X24; X37: X22; X34; X35; X26; X39; X5
Rendah Vit X7 1 1,667
vl X4 X3 2 3,332 5 8,333
1X X12; X13 2 3,333
Total 60 100 60 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabel L3.12¢.)

Dari hasil kedua analisis tersebut diatas dapat diindikasikan bahwa ada data yang
intensif digunakan dan ada instansi yang intensif menggunakan data pembangunan
prasarana dan sarana dasar perkotaan. Bahkan proporsi kelompok data yang dibutuhkan
dalam peringkat tinggi (ranking I sampai dengan III) tersebut teruji secara nyata lebih

besar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok rendah (ranking VII sampai dengan IX)
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yang terdiri dari 5 data (8,333 %). Dengan demikian, terbukti, memang banyak instansi

memakai data yang sama.

GAMBAR 3.10.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN DATA
BERDASARKAN TINGKAT KEBUTUHAN INSTANSI

Prosentase

| il 1] v v vio v v KX

Kelompek

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Tabel V.20.)

'5.3. Analisis Frekuensi Penggunaan Data Relatif

5.3.1.Peringkatan Data berdasarkan Frekeuensi Penggunaan Data Relatif

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel V.21. diperoleh gambaran bahwa
ada 27 data (45 %) termasuk kelompok data yang berperingkat tinggi digunakan oleh
instansi, yang masih lebih besar dibandingkan dengan kelompok data berperingkat rendah
yaitu 17 data (28,333 %). Meskipun hasil uji proporsi menunjukkan hasil yang tidak nyata
tetapi ada faktor kebetulan seperti tabel V.20. yang menyatakan bahwa memang instansi
yang mempunyai proporsi kelompok peringkat tinggi (ranking I sampai dengan IV)
tersebut lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok rendah (ranking VII

sampai dengan X).




TABEL V.21.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN DATA
BERDASARKAN INSTANSI PENGGUNA DATA

2
I X8; X9 2 3,333
1 X58: X58; X59; X50; X57 5 8,333 27 45
v X27: X14: X50; X30; X32; X23; X17; 18 30,000
X31; X19; X18; X16; X53; X55; X54;
X52; X28; X15; X51
Sedang \'4 X23; X25; X20; X36; X33; X21; X24; 14 23,333 .
Xa7; X38; X22; X34; X26; X35, X39 : 16 26,667
v | X10; X1 2 3,333
Rendzh Vil X40; X45; X42: X43; K48; X47; K44, 10 16,687
X49: X41; X486 :
VI X8; X7 2 3,333 17 28,333
X X4, X3, X5 3 5,000
X X12; X13 2 3,333
Total 60 100 60 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabel L3.13¢.}

5.3.2. Peringkatan Pengguna Data berdasarkan Frekuensi Penggunaan Data
Relatif

Dengan memperhatikan Tabel V.22. diperoleh gambaran bahwa ada 24 instansi
(37,5 %) termasuk kelompok instansi berperingkat tinggi dalam menggunakan data, 3
instansi (4,688 %) berperingkat sedang dan 37 instansi (57,813 %) yang berperingkat
rendah. Meskipun kelompok instansi pengguna berperingkat rendah lebih besar dari
kelompok instansi berperingkat tinggi. Meskipun uji proporsi menunjukkan taraf yang
tidak nyata, tetapi hal ini masih memperkuat indikasi dari penggunaan dan kebutuhan data
bahwa ada kelompok data yang intensif digunakan dan ada instansi yang intensif

menggunakan data pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan tersebut.
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TABEL V.22.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN FREKUENSI PENGGUNAAN DATA

"Y28: Y3: Y27, Y48; Y1: Y31; Y62; Y49; 19 | 29,688
Y20: Y63; Y55; Y32; Y59, Y2; Y565; Y64,
Y18; Y60; Y61
I Y17 1 1,563 24 | 37.500
] Y4; Y6 2 3,125
v Y30 1 | 1,863
- \ Y21 1 1,563
Sedang | VI Y15, Y14 2 3,125
vit [ y13 1| 1563 3 | 46s8
Rendah vill Y46: Y34; Y33, Y43; Y57, Y24, Y4z 35 54,688
- Y44: Y19; Y45; Y22; Y23; Y5, Y47, Y20;
Y¥52; Y11; Y35; Y50; ¥53; Y12; Y8; Y26;
YAag; Y37; Y38; Y40; Y51; Y54; Y9, Y16, 37 57,813
)’41: Y10; Y25; Y39
IX Y7, Y58 2 3,125
Total 64 100 64 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.13b.)

Kelompok pengguna data yang rendah tersebut dikarenakan adanya data yang
bersifat spesifik dan sektoral yang intensif digunakan oleh instansi tertentu saja sesuai
dengan fungsi dan tugas instansi yang ada, tetapi secara keseluruhan data ada instansi
yang menggunakan seluruh data tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya 24 intansi yang

intensif menggunakan seluruh data yang ada.

5.4. Analisis Tingkat Kepuasan dalam Perolehan Data
5.4.1.Peringkatan berdasar Faktor Kepuasan

Menurut hasil penelitian seperti yang ditunjukkan dalam Tabel V.25.
menunjukkan bahwa ada 26 instansi (40,625 %) yang menyatakan tingkat kepuasan
relatif tinggi terhadap data yang diperoleh. Meskipun kelompok yang menyatakan tingkat
kepuasan relatif rendah terhadap data yang diperoleh yaitu 30 instansi (46,875 %) lebih
besar dari kelompok yang menyatakan kepuasan relatif tinggi, hal ini tidak dapat
ditunjukkan secara nyata, karena ada hubungannya dengan cara memperoleh data

(ditunjukkan dalam Tabel V.23.) yang dilakukan dengan survey sendiri (13,93 %).
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Bahkan proporsi kelompok data yang dibutuhkan dalam peringkat tinggi (ranking I
sampai dengan IV) tersebut teruji secara nyata lebih besar dari kelompok rendah (ranking
VII sampai dengan IX). Sehingga sebagian besar sampel menyatakan bahwa data yang
didapatkan sudah akurat (27,69 %), pendefinisian data jelas (21,06 %), data sesuai dengan
kebutuhan (20,44 %), data aktual (17,63 %) dan data konsisten (13,19 %) yang

ditunjukkan Tabel V.24.
TABEL V.23.
CARA MEMPEROLEH DATA

1. | Dari Instansi Lain X2 54,96
2. | Dari Laporan/Literatur X3 27,78
3, | Survey Sendiri X1 13,93
4, | Campuran X5 2,22
5. | Lain-lain cara X4 1,1

Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 2, Tabei L2.14.)

TABEL V.24,
ALASAN KEPUASAN TERHADAP DATA

1. | Data Akurat X1 27,69
2. | Pendefinisian Data Jelas X2 21,06
3. | Data Sesuai dengan Kebutuhan X5 20,44
4, | Data Aktual X3 17,63
5. | Data Kensisten x4 13,19
Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

({Lampiran 2, Tabel L2.16.)

Sedangkan instansi yang tidak puas dalam perolehan data ada hubungannya
dengan cara memperoleh data dari instansi lain (54,96 %) dan lain-lain cara/campuran
(3,33 %) seperti yang ditunjukkan Tabel V.23, tersebut. Schingga ketidak puasan data
yang didapatkan oleh instansi tersebut dinyatakan bahwa data tidak/ kurang akurat

(28,72 %), data tidak/kurang aktual (25,12 %), pendefinisian data kurang jelas (18,47
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%), data tidak/kurang konsisten (17,38 %) dan data tidak sesuai dengan kebutuhan

(10,32 %) seperti yang ditunjukkan dalam Tabel V.26.

TABEL V.25.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNAAN DATA

Tinggi | Y2, Y29 Y31: Y1; Y28; Y32 Y3 Y2T;
. 1 v4s; vas; Y81; Y18; Y55; Y64; Y59;
Y82; YBO: Y56: Y63; Y17
I Y30 1| 1583 26 | 40625
1 Y4; Y5; Y13, Y14 4 6,250
- v Y15 1 1,563
Sedang A Y7 1 1,563 8 125
Vi YAG: Y24; Y43; Y42, Y47 Y22, Y23 7 i 10,938 '
Rendah Vil Y16; Y33; Y34 3 4,688
Vil Y44: Y58: Y57; Y26; Y45, Y5; Y50; Y11, 24 | 37,500 50 | 46,875
Y25: Y52, Y12; Y36; Y37: Y38; Y39, Y9 '
y41: Y8; Y40; Y51; Y35; Y53; Y10; Y54
X Y19: Y20, Y21 2 3,125
Total 64 100 54 00

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
{Lampiran 3, Tabel L3.14b)

TABEL V.26.
ALASAN KETIDAK PUASAN TERHADAP DATA

|
1 Data Tidak/Kurang Akurat 28,72
2. | Data Tidak/Kurang Aktual 25,12
3. | Pendefinisian Data Kurang Jelas 18,47
4, | Data Tidak/Kurang Konsisten 17,38
5. | Data Tidak Sesuai Kebutuhan 10,32
Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
(Lampiran 2, Tabel L2.17.)

5.4.2.Peringkatan berdasar Faktor Keterbukaan

Dari hasil perhitungan/analisis seperti ditunjukkan dalam Tabel V.27.
menyatakan bahwa sebagian besar data pembangunan prasarana dan sarana dasar
perkotaan sifat kerahasiaannya sangat tinggi yaitu sejumlah 45 data (75 %). Hal ini

menyatakan bahwa data tersebut sebagian besar sulit diperoleh.
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Tinggi
H X56; X58; X60; X57 4 6,667
1 X6, X14; X16; X15 4 6,667
N | X27: X32; X50; X40; X19; X45; X29; a3 | 55,000 45 1 75,000
X38; X33; X30; X55; X28, X49; X44;
X52; X31; X34; X53; X17, X36; X35;
XB9; X37: X43; X42; X51; X18; X54;
X41: X47: X48; X46; X39
Sedang v 1 X25:; X20; X21; X23; X22; X24; X26 7 11,667
v | x10,%11 : 2 | 3333 8 | 15000
Rendah Vit X7 1 1,563
VI X5 1 1,563 5 10,600
iX X4, X3 2 3,333
X X12; X13 2 3,333
Total 60 100 60 100
Sumber Hasil analisis peneliti, 2000

(Lampiran 3, Tabel L3.15¢.}

TABEL V.28.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN INSTANSI
BERDASARKAN TINGKAT KERAHASIAAN DATA

Tinggi | Y61; Y1; Y59, Y3; Y48; YZ; YBO; Y63, 13 20,313
Y56; Y32; Y49, Y55; Y18
Il Y15 1 1,563 24 37,500
il Y27; Y29; Y64; Y28; Y62; Y21 6 9,375
I\ Y4: Y6; Y13; Y14 4 6,250
Sedang v Y16 1 1,563 '
2 3,125
Vi Y58 1 1,563
Rendah Vil Y24; Y31; Y30; Y34; Y17, Y46; Y7, Y57, 33 51,563
Y44; Y47 Y52; Y45, Y26, Y19; Y5, Y25;
¥11; Y20; Y12; Y39; Y51, Y50; Y8, Y10;
Y40; Y54; Y53, Y35; Y38; Y9; Y36 Y37, 38 59,375
Y41 ,
Vil Y22;Y23; Y43, Y42 4 6,250
X Y33 1 1,563
Total 64 100 64 100
Sumber Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.15b.)

Namun demikian sejumlah 38 instansi (59,375 %) seperti ditunjukkan dalam

Tabel V.28. menyatakan bahwa dalam kelompok peringkat rendah dimana analisis ini

didukung oleh uji proporsi karena memang proporsinya lebih besar dari kelompok
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peringkat tinggi menyatkan keterbukaan terhadap data pembangunan prasarana dan
sarana dasar (menyatakan tingkat kerahasiaan yang rendah terhadap data).

Sedangkan datanya sendiri berdasarkan atas Tabel V.30. menyatakan bahwa 35
data (58,333 %) bersifat terbuka. Seperti dinyatakan dalam tabel tersebut bahwa
kelompok data berperingkat tinggi memang nyata lebih besar dari kelompok data yang

berperingkat rendah yaitu 16 data (16,667%).

TABEL V.29.
ALASAN KEBUTUHAN DATA
NG# : : Alasan v Kode Uil
1. | Dianalisis Lebih Lanjut X1 33,83
2. | Pelayanan Atasan dalam Pengambilan X2 31,58
3. | Keputusan X3 17,99
4. | Pelayanan Instansi Lain X4 16,06
5. | Pelayanan Masyarakat X5 0,54
Dikoleksi atay belum/tidak tahu
Total 100

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
{Lampiran 2, Tabel L2.18.)

TABEL V.30.
PENGELOMPOKAN DAN PERINGKATAN DATA
BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA

X8; X1; X2; X9
I X56; X58; X60; X57; X59 5 8,333
1l X27; X30; X50; X32; X31; X29; X53; 12 | 20,000
X55; X54; X52; X28; X51 35 68,333
v X23; X25; X20; X33; X36; X21; X37; 14 23,333
X38; X24; X22; 34; X35; X26; X39
Sedang v X14; X17; X19; X18; X16; X15 8 10,000
VI | X10;X11:X6 3 | 5000 9 | 15000
Rendah Vil X40: X43; X45; X48; X42; X47, X49; 10 15,667
X44; X41; X46
vl X4; X5; X3 3 5,000 16 26,667
IX X12; X13 2 3,333
X X7 1 1,667
Total 60 100 60 100
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

{Lampiran 3, Tabel L3.14c.}

Hal ini menyatakan bahwa ada potensi data pembangunan prasarana dan sarana
dasar perkotaan untuk dikembangkan model basis data terpadu. Indikasi ini didukung

oleh pernyataan pada tabel 4.21. yang ditunjukkan dalam Tabel V.29. bahwa adanya
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kelompok data yang diperoleh dilakukan analisis lebili lanjut (33,83 %), sebagai
pelayanan dalam pengambilan keputusan (31,58 %), pelayanan instansi lain (17,99 %)

dan pelayanan masyarakat (16,06 %)

5.5. Analisis Penentuan Jenis Basis Data dalam Sistem Informasi Terpadu

Pengelolaan Pembangunan Kota

Rumusan yang jelas mengenai kebutuhan informasi sangaf mendasar dan perlu
untuk suatu desain sistem ya.ﬁg baik (Murdick, et.al., 1997; 268). Jika dapat dirumuskan
suatu spesifikasi mengenai hasil dari suatu sistem informasi yang diinginkan dengan
mendefinisikan tujuan-tujuan dan merinci jenis-jenis informasi yang dibutuhkan, maka
penyusunan desain sistem informasi dapat dilakukan secara optimal. Persyaratan ini dapat
disusun berdasarkan tugas yang dipikul’keputusan yang dibuat, proses pengambilan
keputusan, kebutuhan yang ada pada suatu waktu dalam berbagai kepentingan serta
proses wawancara/penelitian (Murdick, et.al., 1997; 270). Namun dalam penjelasan lebih
lanjut Murdick tidak memberikan penjelasan dan menentukan penilaian yang pasti
tentang bobot yang dipergunakan untuk pengolahan secara aritmatik.

Dalam penyelesaian masalah tersebut diatas, perlu diberikan suatu bobot
sehingga dapaat dilakukan pengolahan yang pasti. Adapun pemberian nilai dari kriteria
tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tugas/Keputusan yang dibuat

Pemilihan kriteria tugas yang dipikul/keputusan yang dibuat sebenarnya telah
tercermin dalam daftar pertanyaan yang disusun pada saat penelitian dan disebar
dilapangan sebelumnya yaitu 60 jenis data. Pemilihan dari kriteria ini diberi bobot nilai
1.

2. Proses Pengambilan Keputusan
Untuk kriteria ini diberikan bobot nilai 1. Kriteria ini diperoleh dari sumber data

sekunder yang merupakan produk-produk masing-masing instansi dalam bentuk
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laporan-laporan yang dibuat, studi evaluasi, format-format laporan dan lain-lain serta

hasil wawancara pendahuluan atas instansi-instansi yang ada sebelumnya.

3. Kebutuhan Informasi pada suatu waktu dalam berbagai kepentingan.

Untuk kriteria ini diberikan bobot nilai 1. Kriteria ini didasarkan atas kebutuhan sistem
informasi yang dapat mendukung berbagai kepentingan pada suatu waktu baik pada

masa sekarang maupun masa yang akan datang,

Untuk pemberian bobot nilai pada kriteria penelitian dibedakan. atas 2 kriteria nilai
yang ditentukan atas hasil pénelitian dilapangan yaitu kriteria utama yang terdiri dari
kebutuhan data yang terjadi dan frekuensi penggunaan data oleh masing-masing
instansi dengan nilai 2. Sedang kriteria penunjang berdasarkan hasil komunikasi data
yang meliputi tingkat kepuasan dalam mendapatkan data dan sifat keterbukaan data itu
sendiri. Untuk kriteria penunjang ini diberikan bobot nilai 1,5.

Hasil rangkuman penggunaan kriteria tersebut dan pemilihan jenis data yang
akan dikembangkan dalam perintisan pangkalan basis data terpadu prasarana dan sarana
dasar perkotaan disajikan dalam Tabel V.31.

Untuk pengembangan basis data terpadu saat ini berdasarkan tabel tersebut diatas ternyata
yang layak untuk dikembangkan adalah 52 data (86,67 %) yaitu data yang didasarkan atas
nilai rata-rata dari kriteria-kriteria tersebut diatas sehingga memiliki total nilai diatas 9.
Untuk data yang tidak layak dikembangkan saat ini (8 data atau 13,33 %) bukan berarti
bahwa data tersebut tidak diperlukan, Hal ini masih perlu dilakukan lagi studi keterkaitan
dengan instansi-instansi lain yang bukan menangani secara langsung program
pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti Dinas Pendapatan Daerah,
Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan lain-lain, data tersebut mungkin masih layak untuk
dikembangkan atau juga pada suatu saat di masa depan diperlukan pengumpulan data
untuk pengembangan basis data selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap tugas dan
tanggung jawab instansi yang ada di tingkat Kota ditemukan ada beberapa pekerjaan yang

ternyata tidak ditangani oleh Instansi Tingkat Kota seperti Monitoring dan Evaluasi
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Manfaat Proyek yang selama ini dilakukan oleh Instansi Diatasnya (Tingkat I dan Pusat)

yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan ke 8 data tersebut diatas.

TABEL V.31.

PEMILIHAN ELEMEN BASIS DATA EFEKTIF

UNTUK PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU

Bobot Kriteria Pemilihan
No. Nama Entiti Data Singkatan Tugas | Pros. | Keb. Utama Penuniang Efek-
Kode Kep. | Kepu- | Info | Butuh | Guna | Kepu- |Keraha- Jumlah | tif
tusan | Data | Data asan | siaan
i 1 1 2 2 1.5 1.3
I. | Peta Administrasi PETA_ADM X1 1 1 1 i 1 1 i 10 Ya
2. | Tata Guna Lahan TG_LAHAN X8 1 1 1 1 t i 1 10 Ya
3. | Penduduk PDDK X2 1 1 1 1 1 1 i 10 Ya
4. | Rencana Kota R_KOTA X9 1 1 1 1 1 1 1 10 Ya
5. | Peta Jaringan Jalan Kota PETA_JKOT X56 1 1 1 1 1 1 1 10 Ya
6. | Perencanaan Jalan Kota PR_JKOT X58 1 1 1 1 1 1 1 10 Ya
7. | Cakupan Pelayanan Jalan Kota LAYAN_JKOT | X60 | 1 1 1 1 1 1 10 Ya
. 8. | Kondisi Fasilitas Jalan Kota KNF_JKOT X57 1 1 1 1 l i 1 10 Ya
9. | Pembangunan Jalan Kota PB_JKOT X59 1 1 1 1 i 1 1 10 Ya
10. | Kondisi tanah KN_TANAH X6 1 1 1 1 ) 1 0 6,5 Ya
11. | Peta Jaringan Air Bersih PETA_AB X14 1 1 i 1 1 1 0 85 Ya
12. | Perencanaan Air Bersih PR_AB X17 1 1 1 1 1 1 0 8,5 Ya
13. | Peta Jaringan KIP PETA_KIP X40 1 1 1 1 0 1 0 6,5 Ya
4. | Peta Jaringan MIIP PETA_MIIP X45 1 i 1 1 0 I 0 6,5 Ya
15. | Cakupan Pelayanan Air Bersih LAYAN_AB X19 1 1 1 1 I 1 1] 8.5 Ya
16. | Kondisi SaranaAir Bersih KN_S_AB X16 1 1 0 1 1 1 0 75 Ya
17. | Pembangunan Air Bersih PB_AB X18 1 1 1 1 3 1 0 85 Ya
18. | Perencanaan KIP PR_XIP X42 1 1 1 1 0 1 0 6,5 Ya
19. | Pembangunan KIP PB_KIP X43 1 1 1 1 0 1 0 6,5 Ya
20. | PembangunanMIIP PB_MIIP X48 1 i 1 1 0 1 0 6,5 Ya
21. | Kondisi Air Bersih KN_AB X15 1 1 1 1 1 1 ¢ L] Ya
22. | Perencanaan MIIP PR_MIIP X47 1 | 1 1 0 1 0 6,5 Ya
23. | Cakupan Pelayanan KIP LAYAN_KIP | X44 1 1 1 | 0 1 0 6,5 Ya
24, | Cakupan PelayananMIIP LAYAN_MIIP | X49 1 1 1 1 0 1 0 6,5 Ya
23, | Kondisi Fasilitas KIP KNF_KIP X41 I 1 0 1 0 1 0 5,5 Ya
26. | Kondisi Fasilitas MIIP KNF_MIIP X46 1 1 o 1 0 1 0 55 Ya
27. | Harga dan Nilai Lahan HN_LAHAN X10 1 0 1 i 1 0 0 6 Ya
28. | Harga dan Nilai Bangunan HN_BANG X1 1 0 1 1 1 0 0 6 Ya
29. ] Peta Jaringan Drainase PETA_DRAI X27 1 1 1 0 1 1 1 3 Ya
30. | Perencanaan Drainase PR_DRAI X30 1 1 I 0 1 1 1 8 Ya
31. | Cakupan Pelayanan Drainase LAYAN_DRAI] X32 1 1 1 0 1 1 1 8 Ya
32. | Peta Jaringan Banjir PETA_BNIR | X30 1 1 1 0 1 1 1 3 | Ya
33. | Kondisi Genangan Drainase KN_DRAI X29 1 i 0 0 1 I 1 7 Ya
34. | Pembangunan Drainase PB_DRAI X31 1 1 1 0 1 1 1 8 Ya
35. | Perencanaan Pengendalian Banjir | PR_BNIR X53 1 1 1 0 1 1 1 3 Ya
36. | Cakupan Pelay. Pengendl. Banjir | LAYAN_BNIR X55 1 1 1 0 1 1 1 8 Ya
37, | Kond. Peralatan Penang. Drainase | KNA_DRAI X28 1 1 0 0 1 1 1 7 Ya
38. | Kondisi Banjir KN_BNIR X52 1 1 0 0 1 1 1 7 Ya
39. | Pembangunan Pengendl. Banjir PB_BNIJR X554 1 1 1 0 1 1 1 3 Ya
40. | Xond. Peralatan Penang. Banjir KNP_BNJR X51 1 1 0 0 1 1 1 7 Ya
41. | Perencanaan Persampahan PR_SMPH X23 1 1 1 0 0 0 1 4,5 Ya
42 | Peta Jaringan Sampah PETA_SMPH | X20 1 1 1 0 0 0 | 45 Ya
43. | Cakupan Pelayanan Sampah LAYAN_SMPH| X25 1 1 1 0 0 0 1 4,5 Ya
44. | Kond. Penanganan Persampahan | KN_P_SMPH | X21 H 1 1 0 0 0 1 4,5 Ya
45, ¢ Peta Jaringan Air Limbah PETA_AL X33 1 1 1 0 0 1 1 6 Ya
46. { Perencanaan Air Limbah PR_AL X36 1 H 1 0 0 1 1 6 Ya
47. | Cakupan Pelayanan Air Limbah LAYAN_AL X38 1 1 0 0 0 1 1 5 Ya
48. | Pembangunan Persampahan PB_SMPH X24 1 1 1 0 0 1 1 [ Ya
49, | Pembangunan Air Limbah PB_AL X37 1 1 1 ] 0 i 1 3 Ya
50. | Kondisi Sampah KN_SMPH X22 1 1 1 0 0 1 1 6 Ya
Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000
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Bobot Kriteria Pemilihan
No. Nama Entiti Data Singkatan Tugas | Pros. [Keb. Utama Penunjang Efek-
Kode | Kep. | Kepu- [ Info [ Butuh | Guna | Kepu- | Keraha [Jumlah tif
tusan Data | Data | asan | -siaan
1 1 1 2 2 1.5 1.5
51. | Kondisi Penanganan Air Limbah | KNP_AL | X34 | I 1 1 0 0 1 1 6 | Ya
52. | Kondisi Air Limbah KN_AL X35 i 1 0 0 0 1 1 5 Ya
53. | Biaya Operasional Persampahan BO_SMPH X26 1 0 0 0 0 1 1 4 | Tidak
54. | Biaya Operasional Air Limbah . BO_AL %39 1 0 0 0 -0 | I 4 | Tidak
55. | Komposisi Kesehatan ’ K_SEHAT X5 1 0 1 -0 0 0 0 2 | Tidak
56, | Kondisi Udara KN_UDARA X7 1 0 0 0 0 0 0 1 | Tidak
57. | Komposisi Pekerjaan K_KERJA X4 1 0 1 1.0 ) 0 0 2 | Tidak
58. | Komposisi Pendidikan K_DIDIK X3 1 0 1 ] ] 0 0 2 | Tidak
59. | Pajak dan Retribusi PAJAK X12 1 ] 0 0 0 0 0 1 | Tidak
60. | Tunggakan Pajak dan Retribusi T PAJAK X13 1 0 0 0 0 0 0 1 ) Tidak
Keterangan: Tugas Kep. = Tugas/Keputusan yang dibuat

Pros. Keputusan = Proses Pengambilan Keputusan

Keb. Info. = Kebutuhan Informasi pada suatu waktu dalam berbagai kepentingan

Butuh Data = Kebutuhan data

Guna Data = Frekuensi penggunaan data relatif

Kepuasan = Kepuasan dalam mendapatkan data

Kerahasiaan = Kerahasiaan data

1 = Masuk dalam kategori data efektif
0 = Tidak masuk dalam kategori data efektif
Ya/Tidak = Keputusan efektifftidak dimasukkan ke dalam basis data terpadu

Dari hasil analisis penilaian tersebut bahwa ke-delapan data yang tidak layak tersebut

bukan berarti bahwa data tersebut tidak layak untuk dikembangkan menjadi bagian dari

basis data terpadu tetapi karena sifat data yang sangat spesifik dan unik sehingga untuk

waktu yang akan datang data tersebut mungkin akan layak untuk dikembangkan. Untuk

lebih menentukan pengembangan basis data terpadu disarankan masih perlunya dilakukan

penelitian lebih lanjut tentang :

o Keterkaitan dengan kebutuhan instansi lain di luar instansi yang telah dilakukan pada

saat penelitian,

e Dinamika perubahan yang terjadi pada basis data

o Keterkaitan basis data prasarana dan sarana dasar perkotaan dengan basis data yang

lain yang merupakan potensi keseluruhan sumber daya kota seperti basis data

perdagangan, perindustrian dan lain-lain.
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5.6. Analisis Penentuan Lingkungan Jenis Basis Data dalam Sistem Informasi

Terpadu Pengelolaan Pembangunan Kota

Analisis terhadap penentuan lingkungan basis data sangat diperlukan untuk
menentukan pemakai data yang efektif sehingga diharapkan dapat terjadi efisiensi
pendistribusian data pembangunan.

Langkah untuk menentukan kebutuhan informasi yang telah dibahas terdahulu
belum selesai apabila tidak dilakukan pertiml;Jangan dari sumber-sumber informasinya.
Penentuan lingkungan basis data sangat berkaitan erat dengan simb'er informasi dimana
nantinya akan memberikan hak-hak akses masing-masing instansi pengguna yang ada
terhadap basis data dalam sistem informasi terpadu prasarana dan sarana dasar di
perkotaan. Dengan menggunakan analisis dari Rohm-Matrix (Yuniarto, 1994; 61) dimana
didalamnya mencakup tentang antara lain siapa saja yang menangani data dan
memerlukannya dan dimana data tersebut didapatkan. Sumber dari penentuan lingkungan
basis data terpadu dilakukan berdasarkan atas :

o Data-data sekunder ﬁ'ang meliputi produk-produk yang dihasilkan dalam bentuk
laporan, studi, evaluasi dan lain-lain, tugas dan tanggung jawab instansi berdasarkan
Struktur Organisasi dan Tata Ketja (SOTK) yang telah disyahkan, contoh-contoh input
atau output.

o Wawancara pendahuluan dan wawancara terstruktur pada saat penelitian dengan
instansi baik melalui responden kunci maupun staf atau operator.

Melalui pendekatan ini, para pemakai basis data dalam sistem informasi terpadu
prasarana dan sarana dasar di perkotaan dikaitkan dengan penentuan basis data terpadu
dan hak akses dari masing-masing instansi dapat digambarkandalam Tabel V.32. dan
Tabel V.33. Dari kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa banyak data yang sama dan
dipergunakan efektif untuk dipilih oleh beberapa instansi. Kondisi tersebut
menggambarkan bahwa terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan data oleh masiﬁg-

masing instansi sehingga kondisi ini dapat menyebabkan duplikasi data.
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Untuk Tabel V.33. yang menggambarkan hak akses menggambarkan bahwa
beberapa instansi berhak atas perubahan, penciptaan dan penghapusan data yang
menyebabkan kemungkinan terjadinya satu jenis data pada saat yang sama diadakan
perubahan / koreksi oleh instansi sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Kondisi
semacam ini memberikan kesempatan kepada instansi lain untuk mengusulkan atau
mengajukan suatu program/proyek yang bukan menjadi tanggung jawabnya meskipun dalam
~ pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh instansi lain._.

Dalam satu instansi hak akses terset;ut harus dil?\;dakan antar tingkatan manajemen
dalam satu organisasi. Untuk level manajemen tingkat atas berbeda dengan manajemen level
dibawahnya. Sehingga pengelolaan data, fungsi/ penggunaan data dan tanggung jawab dapat

lebih jelas dan terstruktur.

5.7. Analisis Penentuan Elemen Data

Perancangan basis data bertujuan untuk memiliki basis data yang kompak dan efisien
baik penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan dan mudah dalam
pemanipulasian data (tambah, ubah, hapus). Perancangan basis data dapat dilakukan dengan
cara (Fathansyah, 1999; 37) :

1. Menerapkan Normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui
2. Langsung membuat model Entity — Relationship.

Porancangan basis data seringkali diasosiasikan denganpembuatan model Entity-
Relationship (Model E-R), dimana keolompok-kelompok data dan relasi antar kelompok data
tersebut diwujudkan dalam bentuk diagram. Hal tersebut tidak salah karena model memang
merupakar: representasi nyata dari sebuah perancangan. Normalisasi sendiri merupakan cara
pendekatan lain dalam membangun desain lojik basis data relasional yang tidak secara
langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan

kriteria stzndar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal.
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GAMBAR 5.11.
DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR ENTITAS BERDASARKAN
POHON HIRARKI

| SEKTOR ]
| SSEKTCR |

A

DNKGLK H KGLK }4—&-1 PROYEK |-;—|-4 DN_PROYEK

« KGTOPKTRC
¢ ODNTOPKTRC

X
DNKGLK H KGLK H PKTRC _|-|-——

T Hq KGTHPKTRC

CNTHPKTRC

d LCKASI

RLFSKKO b td  KGTOPKTKO |-
CFSKKO 4 1 DNTOPKTKO t
Ri Bt
) —|-| PKTKO |—|—
RCKEUKD ot
KGTHPKTKO

8PP } DNTHPKTKO

i

SPM

Penentuan elemen data disini berbeda dengan yang ada dalam Bab terdahulu (Bab 3).
Penentuan jenis dan pendefinisian elemen data bertujuan untuk diimplementasikan dalam
perancangan basis data terpadu dengan memperhatikan hasil analisis diatas sebagai masukan
utama. Karena sebenarnya beberapa data masih ada yang bersifat entitas (disederhanakan
untuk keperjuan survai atau pengumpulan data primer), maka jenis data entitas ini perlu
dirincikan kembali. Diagram Relasi masing-masing data dalam tabel yang ada dapat
digambarkan dalam Gambar 5.11. berikut dengan berdasarkan pohon hirarki dimana sebagai
hasil penjabaran antar entitas akan membentuk struktur pohon dimana hirarki tertinggi akan

merupakan akar dan hirarki dibawahnya akan membentuk daun. Ditambah dengan asumsi,
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sistem yang ada dan penalaran, jumlah 42 jenis data yang terpilih berkembang menjadi 17

entitas dan 120 elemen (atribut) data seperti tersaji dalam tabel berikut serta menyajikan kode

(singkatan) dan penjelasan (pendefinisian) atribut data tersebut yang ditunjukkan pada Tabel

V.34

TABEL V.34.
ENTITAS DAN ELEMEN ENTITAS

;‘Jnts;lnfg'na's@%
T Tabe! Bantu Tabel! Lokasi Kd_Lokast 1.
. Nm_Lokasi 2.
Luas 3.
J_Gunalahan 4.
Jml_Gnalahan 5.
Luas_Lahan 8.
Hg_Lahan 7.
; NI_Lahan_Sekarang 8.
: T2 Tabel Kependudukan Kd_tokasli 9,
Jmi_pddk 10,
Datang 11.
Pergi 12,
Lahir 13.
Mati 14,
: T3 Tabel Kondisi Air Tanah Kd_Lokasi 15.
! Ked_Air_Tanah 16.
: Debit_air 17.
S_Cemar 18.
J_Cemar 19,
Jml_Cemar 20.
T4 Tabel Kondisi Udara Kd_Lokasi 21,
§_Cemar 22,
J_Cemar 23.
Jml_Cemar 24,
TS Tabel Bangunan Kd_Lokasi 25,
Kd_Jalan 26,
Nm_Jalan 27.
No_Bang 28.
Hg_Bang 29.
Ni_Bangs 30.
T6 Pajak & Retribusi Kd_Lokasi 31.
Kd_Jalan 32.
Jn_Wp 33.
Nm_WP 34,
Jmi_Wp 35.
Bayar_Wp 3as.
T7 Tabel Proyek Kd_Sektor 37.
Kd_SSektor 38.
Kd_Program 39,
Kd_Proyek 40.
Nm_Proyek 41,




T8

T8

T10

™

T2

T14

T15

Rencana
Program

Pelaksanaan

TABEL V.34. (LANJUTAN)

ENTITAS DAN ELEMEN ENTITAS

:“"""’”Enl!hs

Ketorangan i3

Tabel Pemimpin Proyek

Tabel Kondisi Sarana

Tabet Komposisi

Rencana jangka
Menengah

Rencana Tahunan

ouP
(Daftar Usulan Proyek)

DIFDA

Kd_Sekior
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Proyek
NMm_P_Proyek
NIP

T_Input
Kd_Sektor
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Lokasi
Kd_Sarana
Volume

TA

Kd_Lok
J_Pendidikan
Jml_Pendidikan
J_Pekerja
Jml_Pekerja
J_penyakit
Jml_Sakit

Kd_Sektor
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Lok
Kgtopkt
Volume
Dntopkt

TA
Kd_Sekior
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Lok
Kgtopkt
Volume
Dntopkt

TA
Kd_Sektor
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Proyek
Kd_Lok
Kagtopkt
Volume
Dntopkt
Pddk_Terlyni

TA
Kd_Sektor
Kd_SSektor
Kd_Program
Kd_Proyek
Kd_Lok
Kgtopkirc
Volume
Dntopktre
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TABEL V.34. (LANJUTAN)
ENTITAS DAN ELEMEN ENTITAS
7 Kode: [Zdenis Informasi iz s Entitas N
By l@%@%& 5 Entitaszs .
T16 Tender TA 97. -
Kd_Sektor 98.
Kd_SSekior 99,
Kd_Program 100.
Kd_Proyek 101.
Kd_Lok 102.
Jadwal 103.
Kg_Tender 104,
No_Kontrak 105.
Kgtopktko- 3 . 106
Volume 107.
Dntopkiko 108.
T17 Monitoring & Monitoring TA ’ 108.
Evaluasi . Kd_Sektor 110.
Kd_SSektor 111.
Kd_Program 112,
Kd_Proyek 113.
Kd_Lok 114,
No_Kontrak 115.
Refskko 118,
Rifskko 117,
Rekeuko 18, -
SPP 119,
SPM 120.
5.8. Normalisasi dan Denormalisasi :

Dalam perspektif normalisasi, sebuah basis data dapat dikatakan baik, jika setiap
tabel yang menjadi unsur pembentuk basis data tersebut juga telah berada dalam keadaan baik
atau normal. Normalisasi, seperti telah disebutkan sebelumnya pada bab 2 merupakan sebuah
upaya untuk memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik (yang ruang
penyimpanannya efisien) dengan cara menerapkan sejumlah aturan (bentuk normal) pada
setiap tabel yang menjadi anggota basis data tersebut. Akan tetapi, pada sejumlah kasus,
penerapan normalisasi secara ketat (strict) dapat mengakibatkan menurunnya performansi

pemanfaatan basis data.
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BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pengembangan basis data dalam
| sistem informasi terpadu prasarana dan sarana dasar perkotaan di Kota Besar dengan studi
kasus Kota Bekasi diambil kesimpulan sebagai berikut :
! a. Dukungan sistem informasi dan kesiapan Instansi di daerah dalam pengelolaan basis data
pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan sebagai berik}xt :
% Dari Tabel IV.1. didapatkan bahwa pengémbangan sistem informasi oleh masing-
masing instansi tidak berjalan bersama-sama. Terlihat masih adanya pengelolaan data
pembangunan dilakukan secara konvensional sementara beberapa instansi (BPN,
! BAPPEDA Tk. Kota) telah mengolah data berdasarkan sistem informasi manajemen
yang lebih terstruktur dan terpadu.
> Dari Tabel V.1 sampai dengan Tabel V.7. didapatkan temuan adanya pergeseran peran
pemerintah dalam keterlibatan masyarakat dan swasta sebagai leading sector
pembangunan dari penyedia (keterlibatan penuh) menjadi pelayanan.
> Adanya kebutuhan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan pembangunan
prasarana dan sarana dasar perkotaan.
e Hal ini dibuktikan adanya instansi (28 instansi) yang membutuhkan data yang sama
(26 data) seperti ditunjukkan oleh Tabel V.19. dan Tabel V.20.
e Didasarkan atas penggunaan relatif (Tabel V.21. dan Tabel V.22.) membuktikan
adanya instansi (24 instansi) sangat tinggi dalam penggunaan data (27 data).

> Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengelompokan instansi (Tabel V.32. dan

Tabel V.33.) dalam penggunaan data yang memiliki hak akses dan kepentingan yang
berbeda dari masing-masing kelompok.

b. Dari pengelolaan basis data dalam sistem informasi pembangunan yang ada menunjukkan

hasil bahwa informasi yang didapatkan masih berkualitas rendah (30 instansi) seperti yang

ditunjukkan Tabel V.25.), hal ini berkaitan dengan hasil data yang didapatkan kurang
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akurat/aktual (53,84 %) seperti Tabel V.26. sehingga mendorong instansi untuk melakukan
survey sendiri (Tabel V.23) sebesar 13,93 dari keseluruhan responden yang diteliti.

¢. Dari hasil kesimpulan diatas memperkuat hasil penelitian bahwa perlu disusun suatu model
pengelolaan basis data dalam sistem informasi secara terpadu pengelolaan pembangunan

prasarana dan sarana dasar di perkotaan.

6.2. Rekomendasi

Dalam desain dan implementasi suatu sistem ir;formasi tidak dapat dilakukan atas
dasar coba-coba yang tidak terencana. Karena desain (rancangan) konseptual menentukan
arah bagi suatu sistem informasi, untuk itu dalam menentukan disain dan implementasi
pengelolaan basis datas dalam sistem informasi terpadu perlu dipertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Meskipun desain dari sebuah sistem informasi dalam penilaian manajemen merupakan
suatu proyek yang mahal, biaya yang diperlukan sampai sistem informasi ini berfungsi
secara memuaskan sering sama besarnya dengan biaya desainnya sendiri. Pengeluaran
biaya kumulatif yang diperlukan untuk membuat desain dan memasang sistem informasi
ini adalah sama seperti pola yang terlihat dalam gambar 6.1.

Sehingga dalam pengembangan sistem basis data perlu dipertimbangkan besarnya biaya

dan manfaat yang dikeluarkan akibat adanya biaya unvestasi dan operasi.

2. Dalam perancangan sistem informasi, kemampuan sumber daya, fasilitas dan jumlah
tenaga ahli dalam bidang komputer yang terbatas sangat dirasakan di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi sehingga perlu diperhitungkan model sistem yang diusulkan
dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi terpadu prasarana dan sarana dasar

perkotaan. Pertimbangan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan :
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GAMBAR 6.1.
PENINGKATAN BIAYA PROYEK MIS

100 %

/‘\
d

7

| =1
Perencanaan Desain Desain E Implementasi
Proyek Garis Rinci g (Penerapan)
Besar §—» waktu
A

Sumber : Murdick, et.al., 1997; 323

a. Dengan memperhatikan sumber daya yang sangat terbatas, perlu dikembangkan suatu
sistern aplikasi secara bertahap dan diperlukan inferface yang komunikatif sehingga
dapat dioperasikan oleh sumber daya yang ada (lebih memudahkan end user dalam
pengolahan data) dengan mempertimbangkan alih pengetahuan dari pihak ketiga yang
mengembangkan program sehinga dalam proses kedepan dapat dilakukan dengan lebih
efisien serta pertimbangan pemanfaatan perangkat keras/ lunak yang telah ada.

b. Pengembangan model data konseptual yang menggabungkan dan mempertimbangkan
proses-proses yang terjadi baik dalam tahap input, proses maupun output dengan tujuan
akhir untuk lebih memudahkan pemakaian bagi para pengguna terutama pengguna biasa
(end user) dan bukan pengguna mahir (naive user) seperti terlihat dalam gambar 6.2.
Dengan memperhatikan bahwa node-node terletak pada jarak yang berjauhan, dan
tanggung jawab serta hak akses yang berbeda dari masing-masing instansi sehingga
basis data diletakkan pada instansi yang memiliki tanggung jawab administrasi dan
pengolahan data. Selanjutnya dilakukan integrasi untuk bersama-sama dikumpulkan

dalam basis data skala Pemerintah Kota sehingga beban kerja pada pusat server tidak
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berat. Disamping itu pemantauan dan komunikasi dengan Instansi Atasan maupun

masyarakat/swasta dapat dipantau dari satu pintu.

¢. Tujuan Pengembangan Basis Data Terpadu Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan
Dengan mempelajari peran basis data terpadu prasarana dan sarana dasar
perkotaan dalam proses pembangunan serta sistem penyediaan dan komunikasi data
sekarang dan perkiraan kebutuhan dimasa mendatang, maka pengembangan
pemanfaatan basis data terpadu prasarana dan sarana dasar perkotaan adalah sebagai
beriku‘t : Kecepatan dan Kemudahan (Speed), Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space),
Keakuratan (Accuracjﬂ), Ketersediaan (Availability), Kelengkapan (Completeness),

Keamanan (Security), Kebersamaan Pemakaian (Sharability).

Dari kondisi peningkatan pemanfaatan terhadap pengelolaan basis data yang terpadu, maka

pengembangan basis data terpadu pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan

khususnya di kota-kota besar dan hampir di semua kota di Indonesia pada umumnya

dimaksudkan untuk meningkatkan :

1. Efisiensi dalam perolehan data dan optimalisasi analisis pembangunan prasarana dan
sarana dasar perkotaan untuk dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan secara cepat,
tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada baik dalam tahap perencanaan,

pengendalian, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan lain-lain.

2. Efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan fungsi monitoring (kontrol
pelaksanaan pembangunan) serta evaluasi pelaksanaan.
Melalui sistem basis data yang terpadu antar instansi pengguna dapat menentukan proses
pelaksanaan dan pengambilan keputusan pembangunan sehingga pelaksanaan
pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan tepat waktu yang pada akhirnya

ditujukan pada keberhasilan pembangunan.
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GAMBAR 6.2.
DESAIN MODEL KONSEP PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU
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Sumber : Hasil analisis peneliti, 2000

-

3. Meningkatkan fasilitas basis data pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang

terpadu dan profesional yang dapat digunakan secara bersama oleh para instansi yamg:

membutuhkan, tidak terjadi / dapat diperkecil terjadinya redundansi (pengulangan) data

yang tidak bermanfaat, dan sebagai pelayanan informasi pembangunan prasarana dbn
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sarana dasar perkotaan kepada masyarakat kota atau bagi siapa yang membutuhkan

informasi tersebut.

6.3. Kelemahan Studi dan Tindak Lanjut
Pendekatan model konseptual data yang telah dilakukan masih memiliki
keterbagasan dalam pemenuhan dan pemantauan perubahan data. Banyak alternatif yang satu

sama lain bisa tidak sama akibat berbagai pendekatan yang berbeda yang diterapkan dalam

- perancangan model sehingga perlu dasar pengembangan elemen data yang spesifik dari suatu

organisasi untuk menentukan sumber-sumber informasi dan hak akses instansi pengguna

dalam pengelolaan basis data dari sistem informasi terpadu pembangunan prasarana dan

sarana dasar di perkotaan. Dalam pendekatan kebutuhan basis data dalam sistem informasi
terpadu pembangunan prasarana dan sarana dasar di perkotaan yang dilakukan pada penelitian
ini, masih dititik beratkan kepada hubungan formal baik antar tingkatan manajemen dalam

satu instansi maupun hubungan antar instansi di tingkat Kota, tingkat Propinsi maupun di

tingkat Pusat schingga perlu diteliti lebih lanjut tentang hubungan yang terjadi melalui

mekanisme hubungan non formal antar tingkatan manajemen yang ada baik dalam instansi
maupun antar instansi.

Untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan model konseptual basis data dalam
sistem informasi terpadu prasarana dan sarana dasar perkotaan adalah :

1. Studi penelitian tentang Data Base Management System, perancangan dan evaluasi model
fisik basis data serta keterkaitan hubungan dan pengaruh basis data pembangunan
prasarana dan sarana dasar perkotaan dengan pembangunan sektor-sektor lain.

2. Studi kebutuhan basis data dalam sistem informasi terpadu pengelolaan kota dalam
hubungan kerja non formal.

Studi penelitian struktur organisasi dan tata kerja antar instansi di tingkat Kota.

(¥ ]
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